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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) ysng diusahakannya dan ia mendapat siksa 

(dari kejahatan) yang dikerjakannya.” 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-

filing, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada KPP Pratama Batang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari membagikan kuesioner 

kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang. Populasi 

pada penelitian ini jumlahnya 183.125 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 

KPP Pratama Batang. Jumlah responden yang digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu 100 responden yang diambil 

secara acak dengan metode simple random sampling. Proses analisis dan olah data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Batang. Untuk variabel penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi 

di KPP Pratama Batang. 

 

Kata Kunci : Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi 

Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of implementation of the e-filing 

system, tax knownledge, and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP 

Pratama Batang.This study uses quantitative method using primary data obtained 

from distributing questionnaires to individual taxpayers registered at KPP 

Pratama Batang. The population in this study was 183.125 individual taxpayers 

registered at KPP Pratama Batang. The number of respondents used as samples 

in this study used the Slovin formula, namely 100 respondents taken at random 

using the simple ramdom sampling method. The proses of analyzing and 

processing data in this study used multiple linear regression analysis using the 

SPSS 26 program. The results of this study showed that the variables of tax 

knowledge and tax sanctions had a positive and significant effect on taxpayer 

compliance for individual taxpayers at KPP Pratama Batang. The variable 

implementation of the e-filing system does not have a significant effect on 

taxpayer compliance for individual taxpayers at KPP Pratama Batang. 

 

Keywords : Implementation of the E-Filing System, Tax Knowledge, Tax 

Sanctions, Taxpayer Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang 

oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang –Undang, tanpa 

memperoleh imbalan segera dan dipergunakan untuk keperluan negara demi 

sebesar –sebesarnya kemakmuran rakyat.1 Mengingat perannya yang sangat 

penting, pemerinta lh melalkukan lberbagai u lpaya unt luk mening lkatkan lpenerimaan 

negara. Dalam hal ini, sikap ketidakpatuhan lebih cenderung berasal dari waj lib 

pajlak olrang prilbadi karena mereka masilh blelum menyadari akan kepatuhan 

terhadap kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan 

tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 

negara.  

Sisltem per lpajalkan dallam isllam telah dilkenal sejalk zamanl Rasullullah SAW 

yaitu pada masal Rasullullah SAW masih memimpin pemlerintalhan, pend lapatan 

Negaral didapat daril llima sumlber, antara lain lharta ramlpasan perang l (glhanimalh), 

lharta kelkayaan hasil penaklukan musu lh tanlpa berperang (flai), zalkat, pajalk tana lh 

(klharaj), dlan pajalk pemungutan suara (jizyalh). Saatl inil, penerimaanl Nlegara 

umumnya hlanyal bersumber dlari lpajalk dan zalkat. Nlamun tidalk semua Nlegara dil 

dunia lmemasuklkan zakat ke dallam instrumen lkas negara. lSemenltara itu, sumlber 

pendlapatan lberupa glhanimahl dlan fali sudah tidalk berlaku llagi. Menurut  

pendlekatan lhuklum isllam, listillah kata pajalk terdliri dlari khlaraj ( lpajalk lbumil dan 

bangunan), lusyurl l( lpajalk perdagangan/ lbeal culkai), d lan jlizyahl (pajalk jliwa ter lhadap 

nonl musllim yang l hidlup didalam lnaunganl lNegaral /pemerintahan Isllam).2 lPajak l 

dlisebut l juga dlhariba lh yang berarti lmewajibkanl, lmenentukanl, menetapkan, 

lmenerang lkan latau memlbebankan. lPajakl (dharibah) lmerupakanl kewajliban 

ltambahanl lbagil lumat l Islam setelah lzakat l, sedlangkan lzakat lmerupalkan klewajiban 

agamal yangl hlarus ldikeluarkanl lblagi umat l isllam yang l mamlpu lsesuail dlengan syarilat 

                                                             
1 Undang -Undang, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang -Undang Nomor 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan Menjadi Undang -Undang” Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009, 2009,1-11. 
2 Nurul Ichsan Hasan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep 

Ekonomi Islam Di Indonesia", Islamadina, 19.2 (2018), 75 

<https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>. 
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agama I lslaml. Zakat merupakan salah satu bentuk ilbadah amalliyah lyang mengarah 

pada aspelk sosiall untu lk mengaltur lkehidlupan lmanusia d lalam hu lbungannya d lengan 

Alllah SWT dan dallam hubungannya d lengan sesama l manusial.3  

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

132/PMK.01/2006, Kanltor Pellayanan Paja lk Pratama merupakan sebuah lbagian 

dlari organilsasi lPemerintahan lNegara lKesatuan Repu lblik lIndonesia yang dibentuk 

blerdasarkan lUUD 1l945, memiliki tugas diantaranya melaksanakan penyuluhan, 

pelayanan, dan pengawasan Wlajib P lajak dil bid lang lPajak lPenghaslilan (PPh), 

Pajalk P lertambahan lNilai (P lPN), lPajak lPenjualan altas lBarang lMewah (PPnBM), 

P lajak T lidak Llangsung lLainnya, lPajak lBumi d lan lBangunan (PBB) ser lta 

mellakukan lpengumpulan data d lan lpenjaminan lkualitas d lata dlan inlformasi 

perpajalkan dallam willayah lwewenangnya. Dalam melaksanakan tugas, lKantor 

Pellayanan lPajak lPratama lmenyelenggarakan lfungsi: (a) ana llisis, penjalbaran, d lan 

penlcapaian t larget penerimaanl pajalk, (b) lpencairan, p lengumpulan, lpengolahan, 

sert la penya ljian dlata d lan inlformasi perpaja lkan, (c) penjlaminan kuallitas d lan 

vallidasi at las dlata altau allat lketerangan, (d) edlukasi, pend laftaran/pengu lkuhan, 

pellayanan, pengellolaan pellaporan, d lan penglhapusan/ pencalbutan WlP, P lKP, altau 

olbjek pajalk, (e) penye llesaian tind lak llanjut pengajluan/ plencabutan permo lhonan 

WP maulpun masyaralkat.4  

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian SPT oleh wajib pajak 

sebagaimana dilmaksud dallam pasal 3 ayat (1) dlapat dillakukan mellalui e-filling, 

cara llangsung, lpos dlengan bu lkti peng liriman surat, altau perusalhaan jlasa elkspedisi 

atau jlasa kur lir dlengan bu lkti pengliriman su lrat. Salluran e-filling selbagaimana 

dimalksud dallam pasall 6 huru lf a melliputi : llaman DJlP, llaman lpenyalur SP lT 

elelktronik, salluran sualra digitall yang l dlitetapkan o lleh lDJP untu lk WP terltentu, 

jalringan lkomunikasi d lata ylang terlhubung lkhusus anltara DJP dlengan WP, dlan 

salluran llain yanlg dlitetapkan o lleh DJP. Pasal 9 ayat (1) penyampaian SPT secara 

langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan di TPT 

                                                             
3 Ari Kristin Prasetiyoningrum, "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat 

Di Masjid Agung Jawa Tengah", Economica, 6.1 (2015), 1–36. 
4 Kementerian Keuangan, "Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 132/PMK.01/2006" 

(Indonesia: Kementerian Keuangan, 2006). 
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tempat WP terdaftar, atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang 

disediakan KPP atau KP2KP tempat WP terdaftar.5  

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang 

semakin hari semakin penting untuk digunakan dalam pembiayaan dan 

pembangunan. Dallam lproses pemlbangunan, nelgara memer llukan dlana ylang 

jumlahnya tid lak sedlikit. U lntuk mlengatur lkestabilan elkonomi lkarena pengelluaran 

terselbut malka lpenerimaan paja lk alkan salngat memlberikan lkontribusi yang lbesar 

bagi I lndonesia. Pajak di Indonesia mempunyai dua fulngsi: funlgsi penlerimaan, 

yaitu funglsi ultama pelmungutan paja lk, dlan flungsi lpemerataan, yaitu pengembalian 

pajalk yang l tellah dlipungut kepada masyarakat.6 

Penerimaan Pajak yang telah terealisasi oleh KPP Pratama Batang pada 

tahun 2018 sebesar Rp 893,51 miliar mengalami penurunan menjadi Rp 791,27 

miliar di tahun 2019. Pad la talhun 2020 p lenerimaan pajalk mengalami penurunan 

selbesar Rp 686,25 mliliar dari Rp 791,27 di tahun 2019. Pada tahun 2022 realisasi 

penerimaan pajak sebesar Rp 720,17 miliar dimana hal tersebut mengalami 

kenaikan dari tahun 2021 yang sebesar Rp 699,54 miliar. Target dan lRealisasi 

P lenerimaan lPajak sellama 5 talhun teralkhir dlapat dlilihat palda Tlabel 1.1 blerikut lini: 

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak yang dikelola oleh KPP 

Pratama Batang 2018 -2022 

Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan Presentase 

2018 756.223.147.000 893.516.615.968 118,15% 

2019 901.932.297.000 791.278.590.430 87,73% 

2020 698.195.183.000 686.254.283.307 98,29% 

2021 756.660.835.000 699.544.338.497 92,45% 

2022 667.707.030.000 720.179.585.322 107,86% 

     Sumber : KPP Pratama Batang 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di KPP 

Pratama Batang mengalami kenaikan di tahun 2022, dengan presentase 

pencapaian penerimaan 107,86% dari target penerimaan yang ditetapkan. 

                                                             
5 Direktorat Jenderal Pajak, "Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-02/PJ/2019" 

(Indonesia: DJP, 2019) <Pajak.go.id>. 
6 Khaerun Nadhor, Nur Faltoni, and Faris Shalahuddin Zakiy, "Pelayanan Online Terhadap 

Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Semarang Barat)", Akuntansi, 

11.1 (2019), 88–113. 
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Kemudian kita juga bisa melihat bahwa presentase pencapaian penerimaan 

mengalami kenaikan mulai dari 92,45% di tahun 2021, menjadi 107,86% di tahun 

2022. 

Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2018 -2022 

Tahun WPOP WP Badan Jumlah 

2018 78.861 9.196 88.057 

2019 87.287 10.044 97.331 

2020 158.600 10.912 169.512 

2021 168.087 11.862 179.949 

2022 183.125 13.229 196.354 

   Sumber : KPP Pratama Batang 

Berdasarkan T label 1.2 d lapat dilketahui balhwa jumlah wajlib pajalk orang 

pribadi di lKPP lPratama Batang tahun 2018-2022 mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, sedangkan jumlah wajib pajak badan berfluktuatif setiap tahunnya di 

KPP Pratama Batang. Dalam penelitian ini, wajib pajak yang diteliti yaitu wajlib 

pajalk orang l prilbadi. Alasan peneliti memilih wajib pajak orang pribadi dalam 

penelitiannya karena dar li data jumlah wajlib pajalk olrang prilbadi yanlg dikelola 

KPP Pratama Batang mengalami kenaikan dari talhun lke talhun namun jilka dlilihat 

dalri segi realisasi lpenerimaan pajlak berfluktuasi setiap tahunnya, maka dapat 

dinilai bahwa kepatulhan wajlib pajalk orang prilbadi di KlPP lPratama Batang mas lih 

tergollong  rendalh.  

Falktor ylang dapat memlpengaruhi lpenerimaan lpajak sluatu negara yailtu 

tinglkat lkepatuhan waljib paljak pada masyaralkat dlli nlegara t lersebut. Tingkat 

Kepatulhan wajlib pajalk dlapat dipengarulhi olleh berbagai falktor yang 

mempengaruhinya anltara llain penerapan sisltem lE-filing, lPengetahuan lPerpajakan, 

dlan Sanlksi lPerpajakan.  

Penerapan Sistem  E-Filling merupakan sualtu cara penlyampaian S lPT dlan 

penyampaia ln pemlberitahuan per lpanjangan S lPT lTahunan yang disampaikan 

secalra ellektronik beroperasi slecara onlline dan reall tlime mellalui lPenyedia Jlasa 

Apllikasi (AS lP). lKeuntungan me llaporkan pajalk melallui E-filing adalah 

penyampaian l SP lT llebih celpat, lbiaya pellaporan S lPT llebih muralh, per lhitungan 

celpat selesai dan llebih mud lah, lkarena lpengisian SP lT dallam lbentuk wizard, dlata 

yang dlisampaikan oleh wajib pajak sellalu llengkap, llebih ramalh llingkungan, dan 

dolkumen pellengkap tid lak per llu dilkirim llagi. I lndonesia menerapkan sis ltem sellf 
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assessmlent slystem dlalam perpajakan, yalitu suatu sisltem dlimana wajilb pajalk 

mendaftarkan, menghitung pajalk yang terlhutang, melaporkan dan memlbayar 

sendliri pajalk yang terlhutang .7 Wajib pajak masih merasa kesulitan dalam sistem 

pembayaran ini, sehingga pihak DJP akan lebih mengoptimalkan pelayanan 

perpajakan melalui sistem e-filing. lKepatuhan wajib lpajak akan meninglkat berkat 

adanya lpenerapan silstem e-fililng, namun tidlak mudah dallam 

mengimp llementasikan silstem t lersebut. 

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan wajilb pajalk unltuk 

mengetahui dan mema lhami t larif pajalk dan peraturan perpajakan yang dibayarkan 

serta akan memlberikan manlfaat terlsendiri bagi mere lka unltuk menilkmati fasilitas 

yang tellah mereka bayar lkan kep lada nlegara dan dilpergunakannya pun unltuk 

neglara send liri.8 lDengan mening lkatnya tingkat plengetahuan perpaja lkan pada 

masyaralkat melallui pendid likan perpajalkan lbaik formall maulpun non forma ll alkan 

memberikan dampak lpositif terlhadap pemalhaman d lan kesad laran wajlib pajalk 

dallam memlbayar pajalk selhingga dlapat mening lkatkan lkepatuhan wajilb pajlak. 

Sanksil lPerpajakan merupa lkan jlaminan lbahwa lketentuan lperaturan 

perundlang- undlangan perpaja lkan (no lrma perpajalkan) alkan 

dlituruti/diltaati/d lipatuhi. Altau dlengan lkata llain sanlksi perpajakan merupa lkan alat 

pencegah (prevenltif) algar wajib pajak tid lak mellanggar no lrma perpaja lkan.9 Sanksi 

perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. lWajib 

pajak alkan memenu lhi kewajilban perpajalkannya apalbila memanldang balhwa 

sanlksi perpajalkan alkan lebilh banyalk merugilkannya. 

Kepatulhan Wajlib Pajak merupalkan suatu kead laan dimana wajib pajak 

memenulhi semua kewajliban perpajalkan dlan melalksanakan lhak perpajalkannya. 

Wajib pajak dalam setiap melaksanakan suatu kewajiban dalam membayar pajak 

didasarkan pada Undang –Undang Dasar 1945 amandemen III pasal 23 tentang 

kewajiban membayar pajak.10 Kewajiban membayar pajak sendiri sesuai dengan 

                                                             
7 Suherman Maman and Media Almunawaroh, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya,” Media Riset Akuntansi, Auditing & 

Informasi 15, no. 1 (2015). 
8 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016 (Yogyakarta: Andi, 2016). 
9 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016 (Yogyakarta: Andi, 2016), 62. 
10 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010). 
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adanya ayat al-qur’an sebagai sumber dan landasan bagi wajib pajak untuk 

menyumbangkan sebagian harta dalam menguatkan anggaran belanja negara. 

Pernyataan ini terd lapat dlalam surat at- lTaubah aylat 29 yang berbunyi :  

 

َ ن ون  َي ؤْم  َلَ  ين  ت ل واَٱلَّذ  َ ق َٰ َٱللََّّ م  رَّ اَح  َم  ون  م  ر   َي ح  لَ  َو  ر  اخ  َٱلْء  َب ٱلْي وْم  لَ  ب ٱللََّّ َو 

زْي ة َع نَي دٍَ َي عْط واَٱلْج  تَّىَٰ َح  ب 
ت َٰ َأ وت واَٱلْك  ين  َٱلَّذ  ن  َم  ق   َٱلْح  ين  َد  ين ون  َي د  لَ  س ول ه ۥَو  ر  و 

ونَ  ر  غ  ه مَْص َٰ  و 

Artinya : “ Peranglilah olrang –orang yang tidlak berliman kepad la All lah dan 

tidlak (pu lla) kelpada lhari kemudlian, dlan merelka tidlak 

menglharamkan a lpa yang dilharamkan olleh Alllah dan Rasull –Nya 

dan tidlak belragama dlengan algama yang lbenar (ag lama Alllah), 

(yailtu o lrang –olrang) yang di lberikan A ll-Kitab kelpada merelka, 

samlpai merelka memlbayar ji lzyah dlengan pa ltuh sedlang merelka 

dallam kead laan tundluk.”11 (QS. At-Taubah : 29) 

 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu oleh Putu Rara Susmit, dkk 

(2016)12, Izra Syarifa (2021)13, Puput Solekha & Supriono (2018)14 menyatalkan 

balhwa variabel lPenerapan Silstem E-Filling berpengaru lh posiltif dan signilfikan 

terlhadap Kelpatuhan Waljib P lajak. Hlasill penelllitian terselbut berto llak bellakang d lari 

penelllitian yang l dillalkukan olleh Syamsul Bahri Arifin & I lndra Syafili (2019) 

menyatakan balhwa peneralpan sistem e-filing tidlak ber lpengaruh terlhadap 

kepatulhan waljib pajlak orang pribadi.15 Penelitian Nazilatul Khunaina Il Ainul & 

Susanti (2021)16, Yet lti Mullyati & Ju lli Islmanto (2021)17 menyatalkan balhwa 

                                                             
11 ‘QS.At-Taubah Ayat 29’. 
12 Putu Rara Susmit, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan 

Pajak, Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak’, 2016, 1239–69. 
13 Izra Syafira, ‘Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan 

Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara’, 
Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 2.2 (2021), 104–9. 

14 Puput Solekhah, ‘Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Pemahaman Perpajakan , 

Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Di KPP Pratama Purworejo’, 1.1 (2018), 74–90. 
15 Syamsul Bahri Arifin and Indra Syafii, "Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia", JURNAL 

AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi, 5.1 (2019), 9. 
16 Nazilatul Khunaina Il Ainul, ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, 

Dan Penerapan Sistem e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo’, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, 

Dan Ilmu Sosial, 15.1 (2021), 9–19. 
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pengetalhuan perpajalkan berpengaruh posiltif dlan signilfikan terlhadap kepat luhan 

wajlib pajlak. Hlasil penellitian terselbut lbertolak belalkang d lari penellitian ylang 

dillakukan Alba Rizky Amali (2018) menyebutkan jika pengetahuan perpajakan 

tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.18 Penelitian 

Rafy Susanti, dkk (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.19 Hlasil penellitian terselbut 

bertollak bellakang d lengan penellitian oleh Supriatiningsih, dlkk (2021) 

menyelbutkan jilka sanksi perpajakan tildak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.20 

Penellitian saat ilni dlengan penellitian terd lahulu memiliki perbedaan yalitu 

terdapat padla objek peneliltian, variabel yang digunakan d lan periode pene llitian. 

Perbedaan penelitian dengan Nazilatul Khunaina Il Ainul & Susanti (2021) adalah 

peneliti menambahkan variabel bebas Sanksi Perpajakan. Izra Syarifa (2021), 

perbedaan terdapat pada objek penelitian yaitu KPP Pratama Badung Utara, 

sedangkan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Batang dikarenakan 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah. 

Berdasarkan lbeberapa pene llitian terdlahulu yang masih bellum konlsisten 

mengenali pengaru lh penelrapan sisltem e-filing, pengetahuan perpajakan d lan sanksi 

perpajalkan inilah kemudian mendorong penullis unltuk mellakukan penellitian 

dengan jud lul “Plengaruh Plenerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan 

Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studli K lasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPlP Prlatama Batang)”. 

 

                                                                                                                                                        
17 Yetti Mulyati and Juli Ismanto, ‘Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan 

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud’, JABI (Jurnal 

Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 4.2 (2021), 139. 
18 Alba Rizky Amali and Ak. CA Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., “Pengaruh 

Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas 

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal)” 5, no. 1 (2018): 614–20. 
19 Rafy Susanti and others, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Penerapan E-Filing Dan 

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", 3 (2020), 68–75. 
20 Supriatiningsih and Firhan Saefta Jamil, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi 

Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", 9.1 

(2021). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdlasarkan latar belakang diatas, ma lka rumusan masa llah dallam 

penellitian lini adalah sebagai berikut : 

1. Apalkah pelnerapan sistem e-fillilng lberpengaruh terhadap kepatulhan wajilb 

pajalk oralng pribad li dli KlPP lPratama Batang? 

2. Apalkah plengetahuan perpajakan blerpengaruh terhadap kepatu lhan waji lb 

pajalk oralng pribad li dli KlPP Prlatama Batang? 

3. Apalkah sanlksi perpajakan lberpengaruh terlhadap kepatulhan wajlib pajalk 

orang prilbadi di KlPP Pratama lBatang? 

 

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaru lh peneralpan silstem e-fillilng terlhadap kelpatuhan 

wajlib pajalk olrang prilbadi di KlPP lPratama Batang. 

2. Untuk mengetahui pengaru lh pengeltahuan per lpajakan ter lhadap kelpatuhan 

wajlib pajalk oranlg prilbadi dli KlPP lPratama Batang. 

3. Untuk mengetahui pengaru lh sanlksi perp lajakan ter lhadap kelpatuhan wajlib 

pajalk o lrang prilbadi dli KP lP lPratama Baltang. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hlasil dari penellitian ini d liharapkan d lapat memberilkan manlfaat yang 

sebesar –lbesarnya baik bagi lpengembangan illmu mau lpun penellitian di 

bidlang alkuntansi, khususnya di bidang perpaja lkan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan d lapat memlberikan manlfaat dan 

tamlbahan penget lahuan ser lta wawasan balgi malhasiswa S1 Akuntansi 

Syariah k lhususnya di bid lang perpajalkan. 
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b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Hlasil penellitian ini dilharapkan d lapat dlijadikan masu lkan blagi 

Direlktorat Jend leral P lajak unltuk lelbih lbaik llagi dallam mellakukan 

inlovasi gunla meninglkatkan kepatu lhan wajlib pajalk. Sellain itu juga 

dalpat memlberikan inlformasi menlgenai plengaruh slistem e-filling, 

pengetahuan daln sanlksi perpajalkan terlhadap kepatu lhan wajilb pajalk. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penullisan pada penelitian ini, disajikan dalam lima bab. Setiap bab 

alkan dilsusun secara slistematis agar dapat menggamlbarkan hu lbungan anltara 

satu lbab dengan lbab lainnya secara spesifik, yalitu : 

BAB I : Pendahuluan 

Memualt hal yang ber lkaitan d lengan laltar bellakang, rumusan 

masallah, tujluan dan manlfaat penellitian ser lta sisltematika 

penullisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Memuat hall yang ber lkaitan dengan landasan telori yang 

lbersangkutan d lengan penellitian ini, penellitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hilpotesis penellitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

Memuat hall yang ber lkaitan d lengan jlenis penellitian, sumlber d lata, 

popullasi dlan samplel, teknik pengumpu llan dlata, varialbel 

penelitian d lan definisi operasional variabel penel liltian, ser llta teknik 

anallisis dlata. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Mlemuat hall yalng ber lkaitan dlengan penyajlian d lata dan anallisis 

data serta inlterpretasi d lata sesuai dlengan mlasalah yalng adla. 

BAB V : Penutup 

Mlemuat hall ylang ber lkaitan d lengan kesimpulan dan sa lran dari 

hlasil penellitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Atribusi 

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Haider (1958), 

seorang psikolog dari bangsa Jerman. Tleori Atriblusi mengasumsilkan bahwa 

orang menco lba unltuk memutuskan meng lapa orang me llakukan apa yang 

mereka llakukan. Orang a lkan berusalha unt luk memalhami mengalpa orang l lalin 

mellakukan sesualtu dlan memlberikan p lenyebab bagi perillaku. Heider 

menyatalkan balhwa orang dalpat memlbuat dlua atribusi antara lain altribusi 

internlal dan atriblusi eksternall. Atrilbusi I lnternal merupalkan inlferensi yang 

dilbuat olleh seseorang l tentang karakter, silkap, atau prilbadi seseorangl,  

sedanglkan Atrilbusi Ekslternal adalah inlferensi yang dilbuat seseorang terkait 

delngan siltuasi d limana ia lberada.21 

Telori Atrilbusi adalah t leori ylang dapat menjlelaskan p lroses dimana lkita 

melngetahui penyelbab dan lmotif ylang muncul d lari perilalku seseorang. Tleori 

atrilbusi ini sangat ltepat untuk menjlelaskan flaktor –faktor lyang memlpengaruhi 

tingkat kelpatuhan wajib pajak ya lng alkan dig lunakan dallam penellitian ilni. 

lKepatuhan wajilb pajalk dapat dikaitkan d lengan silkap ylang timlbul dlari waljib 

pajlak unltuk memlberikan penillaian terhadap pajalk itu sendiri. lFaktor interna ll 

dan eksternlal alkan mempengaruhi seseorlang dallam menilai ora lng llain dan 

perisltiwa t lertentu. lDalam penellitian ini pene lliti menggunalkan lteori ini karena 

penelliti ilngin mengeltahui falktor alpa saja yang d lapat memlpengaruhi t lingkat 

kepatulhan waljib paljak.22 

Adapun tilga falktor untuk melnentukan apalkah perillaku indlividu 

disebabk lan seclara inlternal atau e lksternal, yaitu23: 

1) Perbed laan (Dlistinctiveness) 

Per lbedaan ylang menunjukkan aplakah orang berperilaku serupa 

dallam ber lbagai situasi. Apabila cara berperilaku sesorang dipandang 

                                                             
21 Arfan Ikhsan Lubis, Akuntansi Keperilakuan Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2014). 
22 Alfiyatul Umniyah et al., “The Effect of E-Filing and E-Billing Systems Implementation 

on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable,” 2020. 
23 “Arfan Ikhsan Lubis, Akuntansi Keperilakuan Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2014)". 
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belum pernah terjadi sebelumnya, malka pelngamat alkan memlberikan 

atrilbusi elksternal terlhadap cara berperilaku t lersebut. Selain itu, bila 

aktivitas tersebut dipandang biasa saja, malka peng lamat alkan mlenilai 

sebaglai atrilbusi in lternal. 

2) Konsensus (Consensus) 

Konsensus adalah tindakan memlbandingkan perillaku seseorang 

dlengan orang llain dlalam keladaan atau siltuasi serupa. Perilaku individu 

tunduk pada atribusi eksternal jika setiap orang mengalami serangkaian 

keadaan yang sama dan memberikan respon yang sama. Sebaliknya, 

atribusi internal terjadi ketika seseorang berperilaku dengan cara yang 

berbeda dari cara orang lain. 

3) Konsistensi (Consistency) 

Konsistensi ad lalah tind lakan yang dillakukan pada walktu ylang sama 

ser lta diullangi lterus menerus. Sema lkin lkonsisten perillaku individu, malka 

dalpat dilkatakan lbahwa lperilaku ltersebut lberasal d lari inlternal. 

T leori atrilbusi sangat re llevan untuk menjelaskan hubungan antara 

kepatuhan wajib pajak dan sikap mereka terhadap penilaian pajak. T leori ini 

menyatakan balhwa faktor inlternal dan e lksternal dapat mempengaru lhi perisltiwa 

atlau perillaku tertentu.24 Penellitian ini meng lgunakan teori atribusi lkarena 

kepatuhan wajib pajak memerlukan perillaku indlividu, seplerti mematuhi 

kewajiban melaporkan SPT secara tepat waktu dan  mendaftarkan diri secara 

sukarela sebagai wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). lDalam penelitian ini, variabel pengetahuan perpajakan digunakan 

oleh faktor internal individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 

sedangkan varialbel lpenerapan sistem e-filling daln sanksi perpaja lkan digunakan 

oleh faktor eksternal. 

 

 

                                                             
24 R Rahmawati and A Yulianto, "Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayer 

Compliance", Accounting Analysis Journal, 7.1 (2018), 17–24. 
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2.1.2 Theory Of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Terencana 

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Terencana 

dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Tleori ini merup lakan pengembangan 

teolri dari Theory Of Reasoned Action (TRA) yalng menjellaskan menlgenai 

hulbungan anltara cara berlperilaku ind lividu. Pengemlbangan menjladi T lPB 

diunglkapkan o lleh Ajzen yaitu da llam T lPB ditambahkan se lbuah varilabel konltrol 

perilaku yang dilpersepsikan. Secara l konselp, kontro ll perillaku yang 

dilpersepsikan yalitu melngatasi perillaku perillaku yang selcara penuh dapat 

dikendalilkan oleh inldividu maupun kellompok.25  

Theory Of Planned Behavior (TPB) adlalah t leori ylang menelkankan pad la 

rasionallitas perilaku lmanusia dan gagasan ba lhwa setiap orang mengendalikan 

perilakunya sendiri. Perillaku ylang dilpengaruhi olleh nilat indlividu unltuk 

mellakukan suatu perillaku ter ltentu merupakan faktor utama dallam perilaku 

individu. Menurut TPB, individu bertanggung jawab atas tindakannya sebagai 

akibat dari niatnya untuk melakukannya. Ada tiga fa lktor yang memlpengaruhi 

muncullnya nliat untuk berperillaku yakni sebagai berikut26: 

1) Behavioral Beliefs 

Behavior beliefs merupakan keyakinan individu terhadap 

konsekuensi dari cara berperilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Variabel 

sikap (attitude) akan dibentuk oleh keyakinan dan evaluasil terlhadap hlasil 

terselbut.  

2) Normative Beliefs 

Normative beliefs merupalkan keyalkinan tentang lharapan normatilf 

orang l llain serta mot livasi unltuk mewujudkan hlarapan terse lbut. Harapan 

normatif ini memlbentuk varilabel no lrma su lbjektif (subjective norm). 

3) Control Beliefs 

Control beliefs merupalkan lkeyakinan ltentang adanya halll –hall yang 

mendlukung altau meng lhambat perilllaku yalng alkan diltampilkan d lan 

perselpsi tenltang selberapa kluat lhal –hal yang mend lukung d lan meng lhambat 

                                                             
25 Icek Ajzen, The Theory of Planned Behavior (Organizational Behavior an Human 

Decission Procceses, 1991). 
26 Icek Ajzen, ”The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior an Human 

Decission Procceses", 1991, 50- (2). 
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perilaku terselbut (perceived power). Conltrol belliefs  memlbentuk varialbel 

konltrol perillaku yang dipersepsikan (perceivedl behaviora ll controll). 

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs merupakan 

tilga falktor yang menenltukan cara seseorang ber lperilaku. S letelah terdlapat 

ketiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, 

selanjutnya tahap akhir adalah lbehavior. lTahap ilntention merupalkan talhap 

dimalna seseorang mempunyai malksud atau nliat unltuk ber lperilaku, sedangkan 

behavior merupakan tahap cara seseorang berperilaku. Perillaku kelpatuhan 

paljak dlapat dipengaruhi o lleh varialbel pengetahuan perpajakan dan sanksi 

perpajakan. Setelah wajib pajak orang pribadi mempunyai pengetahuan tentang 

perpajakan, maka wajib lpajak akan memilliki lkesadaran unltuk memlbayar pajalk, 

dan t lermotivasi olleh adanya sanlksi perpajakan, kemudian wajlib pajlak alkan 

mempunyai niat guna memlbayar pajalk setelah itu wajib pajak akan 

merealisasikan niat tersebut.27 

Hubungan Theory of Planned Behavior (TPB) dlengan penellitian ini 

bahwa Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan lteori yang lberhubungan 

dlengan cara berperilaku ilndividu ylang dlipengaruhi olelh nliat indilvidu dan teori 

ini blerkaitan dengan motivasi yang mempeng laruhi cara berperilaku ind lividu. 

Hubungan Theory of Planned Behavior (TPB) terhadap penerapan sistem e-

filing ini menjellaskan tentang perillaku yang ditimbu llkan olleh indivildu, muncul 

kalrena ad lanya niat unltuk berperilllaku. Jilka sistem e-filing inli dlapat memberilkan 

manlfaat d lan kegunaan yang memud lahlkan wajlib pajalk maka wajib pajak d lapat 

menerimal dlan menggunalkan sistem e-filing tersebut dengan baik sehingga 

akan mempermudah wajib pajak khususnya wajlib pajalk yang terdlaftar di KlPP 

lPratama Batang dalam meningkatkan kepatu lhan wajlib pajalk dalam kewajiban 

perpajakannya. Hubungan pengetahuan perpajakan dengan Theory Of Planned 

Behavior (TPB) yang mellandasi bahwa perillaku manusia akan dilpengaruhi 

olleh mot livasi dari manuslia tersebut. Berllandaskan d lengan teori tersebut, 

apalbila seseorang memilliki lkemauan untuk bellajar melalui pendidilkan fo lrmal 

maupun non formal menlgenai tata cara dan ketentuan peraturan perpajakan 

malka, selseorang tersebut akan mleningkat pelngetahuannya mlengenai peraturan 

                                                             
27 Elia Mustikasari, "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan 

Industri Pengolahan Di Surabaya, Simposium Nasional Akuntansi X", 2007, 1–42. 
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perpajakan, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hubungan 

Theory of Planned Behavior (TPB) terhadap sanksi perpajakan in li menjellaskan 

bagaimana niat wajib pajak ak lan memelnuhi k lewajiban perpaja lkannya apalbila 

sanlksi perpajalkan tersebut diterapkan dengan baik, sehingga wajib pajak akan 

memand lang balhwa sanlksi perpajalkan tersebut alkan lebilh blanyak 

merugilkannya, d lengan d lemikian waljib plajak dapat melakukan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan benar. 

 

2.2 Pengertian Pajak 

Menurut Undang –Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 menyatakan 

bahwa pajlak merupakan iu lran wlajib kelpada nlegara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan U lndang –Ulndang, d lengan 

tidak mendlapatkan imlbalan seclara llangsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi seblesar –besarnya kemalkmuran ralkyat.28 Mardilasmo melnyatakan 

bahwa pajak melrupakan iluran rakyat ke lpada kas nelgara belrdasarkan undang –

undang (yang dapat dilpaksakan) delngan tanpa melndapat jasa tilmbal 

(kontraprelstasil) yang llangsung dalpat diltunjukkan d lan dilgunakan unltuk melmbayar 

pelngelluaran umulm.29Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Resmi, pajlak adalah 

suatu kewaljiban menyeralhkan selbagian harta kelkayaan seseorang lke lkas negara 

yang disebalbkan suatu kleadaan, kejaldian, dan perlbuatan yang memlberikan 

keldudukan telrtentu, teltapi blukan selbagai lhukuman, menurut lperaturan ylang tellah 

dlitetapkan o lleh pemerin ltah selrta d lapat dlipaksakan, teltapi tildak adla jlasa t limbal 

blalik dlari nlegara slecara llangsung u lntuk memellihara kelsejahteraan lsecara lumum.30 

 

2.2.1 Unsur Pajak 

Pajak mempunyai unsur- unsur at lau ciri –ciri yang mellekat pad la 

pengertian pajak yaitu :31 

a. Pajak d lipungut berdasarkan undang –undang d lan aturan pellaksanaannya 

yang sifaltnya dalpat dilpaksakan. 

                                                             
28 “UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1” 
29 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016). 
30 Siti Resmi, Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi Ke 8 (Jakarta: Salemba Empat, 2014). 
31 Waluyo, Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama 

(Jakarta: Salemba Empat, 2002). 
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b. Pajak dilpungut oleh negara bailk pemerin ltah pusalt mau lpun pemerinltah 

dlaerah. 

c. Pajak digunakan unltuk mendanai  pengelluaran pelmerintah. 

d. Pajak juga mlemiliki ltujuan selain budgetair, yait lu melngatur (regulered) 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Terdlapat dlua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan 

negara) d lan fungsi lrelgulelrelnd (pengatur):32 

1) Fungsil Budgeltai lr (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak melmpunyail fungsilbudgeltai lr, artilnya pajak me lrupakan 

sumbelr pelnelrilmaan pelmelrilntah yang dilgunakan untuk me lmbilayai l 

pelngelluaran, bailk rutiln maupun pelmbangunan. Pe lmelrilntah belrusaha 

melmasukkan uang selbanyak –banyaknya kel kas nelgara selbagail sumbelr 

keluangan nelgara. Upaya te lrselbut dapat diltelmpuh delngan cara 

elkstelnsilfilkasil maupun ilntelnsilfilkasil, pelmungutan pajak de lngan 

melnyelmpurnakan relgulasil belrbagail jelnils pajak, antara lailn Pajak 

Pelnghasillan (PPh), Pajak Pe lrtambahan Nillail (PPN), Pajak Pe lnjualan 

atas Barang Melwah (PPnBM), Pajak Bumil dan Bangunan (PBB) dan 

lailn-lailn. 

2) FungsiRegulered (Pengatur) 

Pajak melmpunyail fungsil pelngatur, artilnya pajak selbagail alat 

untuk melngatur atau me llaksanakan kelbiljakan pelmelrilntah dilbildang 

sosilal dan elkonomil selrta melncapail tujuan telrtelntu dil luar bildang 

keluangan. 

Contoh pelnelrapan pajak selbagail fungsil pelngatur yailtu pajak atas 

barang melwah, tarilf pajak progre lsilf, tarilf pajak elkspor, pajak 

pelnghasillan yang dilkelnakan atas pe lnye lrahan barang hasill ilndustril 

telrtelntu, pelmbelrlakuan tax holilday,dll. 

 

                                                             
32 Siti Resmi, Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi 11 - Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 

2019), p. 7. 
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2.2.3 Jenis Pajak 

Telrdapat belrbagail jelnils pajak yang dapat dilkellompokkan melnjadil tilga, 

yailtu pelngellompokan melnurut golongan, silfat, dan lembaga pemungut.33 

a. Melnurut Golongan 

Pajak dilkellompokan melnjadil dua yaitu : 

1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus diltanggung selndilril olelh waji lb 

pajak dan tildak dapat dillilmpahkan atau dilbelbankan kelpada orang lai ln 

maupun pilhak lailn. Contohnya : Pajak Ke lndaraan Belrmotor (PKB), 

Pajak Pelnghasillan (PPh), Pajak Bumil dan Bangunan (PBB). 

2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhilrnya dapat 

dilbelbankan atau dillilmpahkan kelpada orang lailn maupun pilhak keltilga. 

Pajak tildak langsung te lrjadil jilka telrdapat suatu kelgilatan, pelrilstilwa, atau 

pelrbuatan yang me lnyelbabkan telrutangnya pajak, milsalnya telrjadi l 

pelnyelrahan barang atau jasa. Contohnya : PPN, Pajak E lkspor, Pajak 

Bela Masuk. 

b. Menurut Sifat 

Pajak dilkellompokkan me lnjadil dua yaitu : 

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang dilkelnakan selsuail delngan subjelknya 

atau yang pe lngelnaannya melmpelrhiltungkan subje lknya. Contohnya : 

Pajak Pelnghasillan (PPh). 

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pe lmungutannya dildasarkan pada 

objelknya bailk belrupa belnda, keladaan, pelrbuatan, atau pelrilstilwa yang 

melnyelbabkan selselorang wajilb melmbayar pajak, tanpa 

melmpelrhiltungkan keladaan atau telmpat prilbadil subjelk pajak (wajilb 

pajak) maupun telmpat tilnggal. Contohnya Pajak Ke lndaraan Belrmotor 

(PKB), Pajak Pe lrtambahan Nillail (PPN) dan Pajak Bumil dan Bangunan 

(PBB). 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya : 

1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajalk yang dilpungut ole lh 

pelmelrilntahan lpusat yang dilgunakan untuk me lndanail rumalh t langga 

nelgara padla umumlnya. Contohnya : PPN dan PPh 

                                                             
33 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018). 
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2) Pajak Daerah, adalah pajalk yalng dilpungut olelh pelmelrilntah daelrah dan 

dilgunakan untuk me lndanail rumah tangga dae lrah. Contohnya : PKB, 

BBNKB. 

2.2.4 Subjek Pajak 

Menurut Waluyo (2017), subjelk pajak antara lailn orang prilbadil, 

warilsan yang bellum telrbagil selbagail satu kelsatuan, badan, dan be lntuk usaha 

tetap.34 Hal tersebut dapat diljellaskan diantaranya selbagai berilkut : 

1. Orang Pribadi 

Orang Prilbadil yang belrtelmpat tilnggal dilI lndonelsila maupun dil luar 

I lndonelsila selbagail subjelk pajak. 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

Warilsan yang be llum telrbagil melrupakan subje lk pajak pelnggantil 

melnggantilkan melrelka yang belrhak yailtu ahlil warils. 

3. Badan 

Badan adalah selkumpulan orang dan/atau modlal yang me lrupakan 

kelsatuan, bailk yang mellakukan usaha mau lpun tildak mellakukan usalha 

yanlg mellilputil Pelrselroan Telrbatas, Pelrselroan Komandiltelr, Pelrselroan 

lailnnya, BUMN atau BUMD, filrma, kongsil, kopelrasil, dana pelnsilun, 

pelrselkutuan, pelrkumpulan, yayasan, organilsasil massa, organilsasil socilal 

poliltilk, atau organilsasil lailnnya, lelmbaga dan be lntuk badan lailnnya 

telrmasuk kontrak ilnvelstasil kolelktilf. 

4. Badan Usaha Tetap  

Bentuk Badan Usaha Teltap adalah belntuk usaha yang dilpelrgunakan olelh 

orang prilbadil yang tildak belrtelmpat tilnggal dilI lndonelsila atau belrada dil 

I lndonelsila tildak lelbilh daril 183 haril dallam jang lka walktu dlua bellas bu llan, 

atau bad lan yang l tildak dildilrilkan, dan tildak belrtelmpat keldudukan dil 

I lndonelsila, untuk melnjalankan usaha atau me llakukan kelgilatan di 

lI lndonelsila. 

 

Subjek Pajak juga dapat dibagi menjadi 2 kategori menurut PER-

43/PJ/2011 yang ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011 yaitu: 

                                                             
34 Waluyo, Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2017). 
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1) Subjek Pajak dalam negeri yang meliputi: 

a. Subjek Pajak orang pribadi yailtu orang prilbadil yang belrtelmpat tilnggal 

atau belrada dilI lndonelsila lelbilh daril 183 haril (tildak harus belrturut -turut) 

sellama 12 bulan atau orang prilbadi l belrada di lI lndonelsila pada suatu tahun 

pajak delngan maksud untuk be lrtelmpat tilnggal di lI lndonelsila. 

b. Subjek Pajak badan yailtu badan yang dildilrilkan atau be lrtelmpat 

keldudukan dilI lndonelsila, kelcualil unilt telrtelntu daril badan pelmelrilntah yang 

melmelnuhil belbelrapa kriltelrila yailtu pelmbelntukannya belrdasarkan 

keltelntuan pelraturan pelrundang –undangan, pelmbilayaannya belrsumbe lr 

daril Anggaran Pelndapatan dan Be llanja Nelgara atau Daelrah, 

pelnelrilmaannya dilmasukkan dalam anggaran Pe lmelrilntah Pusat atau 

Pelmelrilntah Daelrah dan pelmbukuannya dilanalilsils olelh aparat 

pelngawasan fungsilonal nelgara. 

2) Subjek Pajak Luar Negeri yang meliputi: 

a. Orang Pribadi yang tildak belrtelmpat tilnggal dilI lndonelsila, orang prilbadi l 

yang hanya belrada di lI lndonelsila palilng lama 183 haril dalam relntang 

waktu 12 bulan, se lrta badan yang tildak dildilrilkan dan tildak belrkeldudukan 

di lI lndonelsila teltapil melnjalankan usaha atau me llakukan kelgilatan mellalui l 

belntuk usaha teltap di lI lndonelsila. 

b. Orang Prilbadil yang tildak belrtelmpat tilnggal di lI lndonelsila, orang prilbadil 

yang belrada di lI lndonelsila selkurang -kurangnya 183 haril dalam relntang 

waktu 12 bulan, dan badan yang tildak dildilrilkan dan tildak belrkeldudukan 

di lI lndonelsila, yang dapat melmpelrolelh atau melnelrilmapelnghasillan dari 

lI lndonelsila bukan daril melnye llelnggarakan suatu usaha atau me llakukan 

kelgilatan mellaluil belntuk usaha teltap di lI lndonelsila. 

 

2.2.5 Objek Pajak 

Menurut Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah 

penghasilan,  yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar 
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negeri, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan 

Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.35 

Melnurut Waluyo (2017), obje lk pajak dilartilkan selbagail sasaran 

pelngelnaan pajak dan dasar untuk me lnghiltung pajak te lrutang. Objelk Pajak 

untuk PPh adalah pe lnghasillan. Pelnghasillan dapat dilkellompokkan menjadi36 : 

1) Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan pekerjaan bebas. 

2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

3) Penghasilan yang berbasis modal atau investasi. 

4) Penghasilan Lainnya. 

Objelk Pajak melnurut Mardilasmo (2018) adalah pelnghasillan, atau 

tambahan kelmampuan elkonomil apapun yang diltelrilma atau dilpelrolelh Waji lb 

Pajak, bailk yang belrasal dari lI lndonelsila maupun daril luar Ilndonelsila, yang dapat 

dilpelrgunakan untuk konsumsil atau melnambah kelkayaan Wajilb Pajak delngan 

cara apa pun, telrmasuk:37 

1) Penggantilan atau upah yang se lbandilng delngan pelkelrjaan atau jasa yang 

diltelrilma atau dilpelrolelh telrmasuk gajil, upah, tunjangan, honorarilum, 

komilsil, bonus, gratilfilkasil, uang pelnsilun, atau ilmbalan dalam belntuk 

lailnnya, kelcualil diltelntukan lailn dalam undang –undangan ilnil. 

2) Hadilah daril undilan atau pelkelrjaan atau kelgilatan dan pelnghargaan. 

3) Laba Usaha. 

4) Keluntungan yang tilmbul akilbat pelnjualan atau pelngalilhan harta antara 

lailn: 

a. Keuntungan karelna pelngalilhan harta kelpada pelrselroan, pelrselkutuan, 

dan badan lailnnya selbagail pelnggantil saham atau pelnyelrtaan modal. 

b. Keuntungan karelna pelngalilhan harta kelpada pelmelgang saham, selkutu 

atau anggota yang dilpelrolelh pelrselroan, pelrselkutuan, dan badan 

lailnnya. 

c. Keuntungan karelna lilkuildasil, pelnggabungan, pe llelburan, pelmelkaran, 

pelmelcahan, pe lngambillalilhan bilsnils atau relorganilsasil delngan nama 

dan dalam belntuk apapun. 

                                                             
35 Waluyo, Perpajakan..., h. 109. 
36 Waluyo, Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. 
37 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2018. 
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d. Keuntungan karelna pelngalilhan harta belnda hilbah, bantuan atau 

sumbangan, ke lcualil yang dilbelrilkan kelpada kelluarga seldarah dalam 

garils kelturunan harus satu de lrajat dan badan ke lagamaan, badan 

pelndildilkan, badan sosilal telrmasuk Yayasan, kopelrasil, atau orang 

prilbadil yang melnjalankan usaha milkro dan kelcill, yang keltelntuannya 

dilatur lelbilh lanjut delngan pelraturan melntelril keluangan, selpanjang 

tildak ada hubungan de lngan usaha, pe lkelrjaan, kelpelmillilkan, atau 

pelnguasaan dil antara pilhak –pilhak yang belrsangkutan. 

e. Keuntungan karelna pelnjualan atau pe lngalilhan selbagilan atau selluruh 

hak pelnambangan, tanda turut selrta dalam pe lmbilayaan atau 

pelmodalan dalam pe lrusahaan pelrtambangan. 

5) Penerimaan kelmbalil pelmbayaran pajak yang te llah dilbelbankan selbagai l 

bilaya dan pelmbayaran tambahan pe lngelmbalilan pajak. 

6) Bunga telrmasuk prelmilum, dilskonto, dan ilmbalan karelna jamilnan 

pelngelmbalilan uang. 

7) Dividen, delngan nama dan dalam be lntuk apapun, telrmasuk dilvildeln daril 

pelrusahaan asuransil kelpada pelmelgang polils, dan pelmbagilan silsa hasill 

usaha kopelrasil. 

8) Royaltil atau ilmbalan atas pelnggunaan hak. 

9) Pendapatan daril bilaya selwa dan sumbelr pelnghasillan lailn yang tilmbul 

daril pelnggunaan propelrtil. 

10) Melnelrilma atau melmpelrolelh pelmbayaran rutiln.38 

 

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Adapun beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :39 

1. Official Assesment System, yailtu suatu silstelm pelmungutan yang 

melmbelril welwelnang kelpada pelmelrilntah untuk me lnelntukan belsarnya 

pajak yang te lrutang olelh wajilb pajak. Contohnya : PKB. 

2. Self Assesment System, yailtu suatu silstelm pelmungutan pajak yang 

melmbelril welwelnang kelpada wajilb pajak untuk me lnelntukan selndilril 

belsarnya pajak yang te lrutang. Contohnya : PPh. 

                                                             
38 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2018. 
39 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama (Yogyakarta: Andi, 2002). 
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3. With Holding System, yailtu suatu silstelm pelmungutan pajak yang 

melmbelril welwelnang pada pilhak kel tilga (bukan pe lmelrilntah dan bukan 

wajilb pajak) untuk me lnelntukan belsarnya pajak te lrutang. Contohnya : 

Pelmotongan pelnghasillan karyawan ole lh belndahara ilnstansil telrkailt. 

2.2.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang –undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 

A. Hak –hak Wajib Pajak 

Hak hak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang –undang 

Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 

1. Mellaporkan belbelrapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pelmbelriltahuan 

Masa. 

2. Mengajukan surat kelbelratan atau bandilng bagil Wajilb Pajak yang 

melmelnuhi l kriltelrila telrtelntu. 

3. Memperpanjang jangka waktu pelnyampailan SPT Pajak Pe lnghasillan 

untuk palilng lama 2 (dua) bulan de lngan cara melnyampailkan 

pelmbelriltahuan selcara telrtulils atau delngan cara lailn kelpada DJP. 

4. Memperbaiki Surat Pelmbelriltahuan yang te llah dilsampailkan delngan 

melnyampailkan pelrnyataan telrtulils, delngan syarat DJP yang be llum 

mellakukan tilndakan pelmelrilksaan. 

5. Mengajukan pelrmohonan pelngelmbalilan kellelbilhan pelmbayaran pajak. 

6. Mengajukan pelrmohonan bandilng atas Surat Ke lputusan Kelbelratan 

kelpada badan pelradillan pajak. 

7. Menunjuk selorang kuasa delngan surat kuasa khusus untuk 

melnjalankan hak dan me lmelnuhil kelwajilban selsuail delngan keltelntuan 

pelraturan pelrundang-undangan perpajakan.40 

B. Kewajiban Wajib Pajak 

1. Mendaftarkan dilril pada kantor Dilrelktorat Jelndelral Pajak yang willayah 

kelrjanya mellilputil telmpat tilnggal atau telmpat keldudukan Wajilb Pajak 

                                                             
40 Isroah, Perpajakan (Yogyakarta: UNY Press, 2012). 
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dan kelpadanya dilbelrilkan Nomor Pokok Wajilb Pajak (NPWP), apabilla 

tellah melmelnuhil pelrsyaratan subje lktilf dan objektif. 

2. Melaporkan usahanya pada kantor Dilrelktorat Jelndelral Pajak yang 

willayah kelrjanya mellilputil telmpat tilnggal atau te lmpat kedudukan 

Pengusaha dan telmpat kelgilatan usaha dillakukan untuk dilkukuhkan 

melnjadil Pelngusaha Kelna Pajak (PKP). 

3. Mengisi Surat Pelmbelriltahuan delngan belnar, lelngkap, dan jellas, dalam 

bahasa I lndonelsila delngan melnggunakan huruf Latiln, angka Arab, 

satuan mata uang Rupilah, selrta melnandatanganil dan melnyampailkan 

kel kantor Dilrelktorat Jelndelral Pajak telmpat Wajilb Pajak telrdaftar atau 

dilkukuhkan atau telmpat lailn yang dilteltapkan olelh Dilrelktorat Jelndelral 

Pajak. 

4. Menyampaikan Surat Pelmbelriltahuan dalam bahasa Ilndonelsila delngan 

melnggunakan satuan mata uang se llailn Rupilah yang dililzilnkan, yang 

pellaksanaannya dilatur delngan atau belrdasarkan Pe lraturan Melntelril 

Keluangan. 

5. Membayar atau melnyeltor pajak yang telrutang delngan melnggunakan 

Surat Seltoran Pajak (SSP) ke l kas nelgara mellaluil telmpat pelmbayaran 

yang dilatur belrdasarkan Pelraturan Melntelril Keluangan. 

6. Membayar pajak yang telrutang selsuail delngan keltelntuan pelraturan 

pelrundang –undangan pelrpajakan, delngan tildak melnggantungkan 

pada adanya surat ke lteltapan pajak. 

7. Menyusun pelmbukuan bagil Wajilb Pajak orang prilbadil yang 

mellakukan kelgilatan usaha atau pelkelrjaan belbas dan Wajilb Pajak 

badan, selrta mellakukan pelncatatan bagil Wajilb Pajak orang prilbadi l 

yang mellakukan kelgilatan usaha atau pe lkelrjaan belbas. 

8. Menunjukkan dan/atau melmilnjamkan buku atau catatan, dokume ln 

yang melnjadil dasarnya, dan dokume ln lailn yang belrhubungan delngan 

pelnghasillan yang dilpelrolelh, kelgilatan usaha, pe lkelrjaan belbas Waji lb 

Pajak, atau obje lk yang telrutang pajak. 
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9. Membelrilkan kelselmpatan untuk melmasukil telmpat atau ruangan yang 

dilanggap pelrlu dan melmbelril bantuan guna kellancaran pelmelrilksaan 

dan/atau; 

10. Membelrilkan data –data pelntilng lailnnya pada saat dilpelrilksa.41 

 

2.3 Pajak Dalam Perspektif Islam 

Dalam bahasa arab, pajak dilselbut dharilbah belrartil melwajilbkan, 

melneltapkan, melnelntukan, melnelrangkan atau melmbelbankan. Zakat melrupakan 

salah satu belntuk ilbadah amalilyah yang melngarah pada aspelk sosilal, untuk 

melngelndalilkan kelhildupan manusila dalam hubungannya delngan Allah SWT dan 

dalam hubungannya delngan selsama manusila. Pajak (dharilbah) melrupakan 

kelwajilban tambahan bagil umat ilslam seltellah zakat. Zakat me lrupakan kelwajilban 

agama yang wajilb dilkelluarkan bagil umat ilslam yang mampu me lnaatil syarilat 

agama islam.42 Menurut iljtilhad Ulill Amril yang dilselpakatil dan dilseltujuil DPR 

delngan pelrseltujuan Ulama, pajak (dharilbah) melrupakan salah satu pelnelrilmaan 

nelgara dalam ilslam. Pajak dilselbut juga delngan ilstillah kelwajilban yang telrdilri ldari 

lkharaj (pajak bumil dan bangunan), usyur (pajak pelrdagangan/ bela cukail), dan 

jilzyah (pajak jilwa telrhadap non muslilm yang hildup dildalam naungan Nelgara 

/pelmelrilntahan I lslam).43 Secara syarilah pajak melrupakan kelwajilban yang 

diltelrapkan telrhadap wajilb pajak yang harus dil seltorkan kelpada nelgara selsuail 

delngan keltelntuan, tanpa melndapatkan prelstasil atau ilmbalan langsung daril Nelgara. 

Ada dua sudut pandang dalam hukum pajak islam: yang pertama 

berpendapat bahwa pajak diperbolehkan, sedangkan yang kedua berpendapat 

bahwa memungut pajak adalah suatu ketidakadilan dan haram. Melnurut pelnelliltil, 

pajak yaknil suatu hal yang dilpelrbolelhkan. Pelnelliltil melngambill pandanganilnil 

delngan melnganggap bahwa pajak adalah be lntuk ilbadah tambahan se ltellah zakat. 

Pajak dapat belrsilfat wajilb karelna pajak melrupakan selbagail belntuk keltaatan 

kelpada wali lyyul amri l dilmana wali lyyul amri l telrselbut dilsilnil yailtu pelmelrilntah. 

Bolelh saja kilta melmbayar pajak be lrdasarkan keltelntuan yang belrlaku sellama 

pelrpajakan telrselbut teltap dillaksanakan se lsuail delngan prilnsilp keladillan. 

                                                             
41 Rahayu. 
42 Kristin Prasetiyoningrum. 
43 Hasan. 
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Pemerintahan yang tidak memungut pajak tentu akan berdampak pada masyarakat 

dan gagal berfungsi secara efektif.44 

Menurut Gusfami, menyimpulkan bahwa menurut islam ada beberapa 

ketetapan Pajak (dharibah), perbedaan pajak dengan sistem non-Islam adalah45: 

1. Pajak (dharilbah) belrsilfat selmelntara dan telrputus –putus, selrta dapat 

dilpungut apabilla Bailtul Mal tildak melmpunyail harta atau kelkurangan harta. 

Namun, pajak te lrselbut dapat dilhapuskan jilka pusat pelrbellanjaan bailtul dililsil 

ulang. 

2. Pajak (dharilbah) ilnil adalah suatu kelwajilban umat I lslam untuk me lnghilmpun 

dana untuk pe lnggalangan dana, hanya dana yang dilgunakan untuk 

pelnggalangan dana, tildak lelbilh. 

3. Pajak (dharilbah) yang dilpungut daril umat ilslam tildak bolelh belrasal dari l 

non-muslilm. Karelna pajak (dharilbah) dilkumpulkan belrtujuan untuk 

melmbayar kelwajilban umat I lslam, bukan ke lwajilban non muslim. 

4. Pajak (dharilbah) hanya dilkelnakan bagi lmuslilm kaya, bukan orang lailn. 

Yang dilmaksud orang kaya dilsilnil yailtu bagil melrelka yang mampu 

melmelnuhil kelbutuhan pokok dan kelbutuhan lailnnya untuk dilrilnya maupun 

untuk keluarganya. 

5. Pajak (dharilbah), atas belsarnya dana yang dilkumpulkan saja, tidak lebih. 

6. Dapat belbas pajak apabilla pajak (dhari lbah) pada umumnya tildak 

dilwajilbkan. 

Pajak dalam ilslam diltanganil selcara adill dan sellaras selsuail delngan nillail –

nillaililslam dan dilmanfaatkan untuk ke lbailkan (maslahah) yang lelbilh belsar,ole lh 

karelna iltu silstelm yang adill harus melmelnuhil kriltelrila yaitu :46 

a. Jenis Pajak dilpungut untuk me lmbilayail kelpatuhan yang dilpelrlukan dan 

melwujudkan manfaat maqashid. 

b. Dibandingkan delngan melrelka yang melnanggung belban pajak, se lharusnya 

belban pajak telrselbut tildak bolelh telrlalu memberatkan. 

                                                             
44 Miming Lestari, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota 

Makassar)", 2015. 
45 Fadhilah, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan 

Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur", 

2018. 
46 Havis Arayik, 'Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam Kontemporer' (Depok: Kencana, 

2017). 
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c. Hasil pajak dilbayarkan selsuail delngan tujuan awal pe lmbayaran pajak. 

 

Adapun apabilla kilta melnghilndaril atau tildak melmbayar pajak hal te lrselbut 

dapat belrdampak buruk dalam be lrbagail aspelk khususnya: 

1. Keuangan negara akan terpuruk jika penerimaan pajak menurun. 

2. Dibandingkan delngan ilndilvildu yang melnanggung belban pajak, se lharusnya 

belban pajak telrselbut tildak telrlalu melmbelratkan. 

3. Hasil pajak dilbayarkan selsuail delngan tujuan awal pe lmbayaran pajak. 

Oleh karena itu, warga negara di negara islam wajib membayar pajak. 

Namun negara juga wajib memenuhi dua syarat; pertama, hasil perpajakan 

bersifat amanah, serta harus dilbellanjakan selcara jujur dan e lfilsileln untuk melncapai l 

tujuan pelrpajakan; keldua, pelmelrilntah harus me lndilstrilbusilkan belban pajak selcara 

melrata bagil melrelka yang wajilb melmbayarnya. 

Kata pajak dalam Al-Qur’an terdapat pada QS. At –Taubah Ayat 29 : 

 

مَ  رَّ اَح  َم  ون  م  ر   َي ح  لَ  َو  ر  اخ  َٱلْء  َب ٱلْي وْم  لَ  َب ٱللََّّ َو  ن ون  َي ؤْم  َلَ  ين  ت ل واَٱلَّذ 
َ َق َٰ ٱللََّّ

زْي ة َع نَي دٍَ َي عْط واَٱلْج  تَّىَٰ َح  ب 
ت َٰ َأ وت واَٱلْك  ين  َٱلَّذ  ن  َم  ق   َٱلْح  ين  َد  ين ون  َي د  لَ  س ول ه ۥَو  ر  و 

ونَ  ر  غ  ه مَْص َٰ  و 

Artinya : “ Perangi llah olrang –orang lyang tildak ber liman kepad la Alllah dlan tidlak 

(pulla) kepad la hlari kemudlian, dlan merelka tidlak meng lharamkan alpa yang 

di lharamkan olleh Alllah dan Rasull –Nya dan tidlak belragama dlengan 

aglama yang lbenar (agama Allah), (yailtu olrang –orang) yang dilberikan 
Al-lKitab kelpada merelka, samlpai merelka memlbayar jilzyah dlengan paltuh 

sedlang merelka dallam keadlaan tundluk.”47 (QS. At-Taubah : 29) 

 

Ayat dilatas melnjellaskan bahwa selbagailwarga nelgara dilsarankan untuk 

melmbayar pajak. Pe lmelrilntah melmillilkil welwelnang guna melneltapkan dan 

melngatur kelwajilban pelrpajakan. Pelmelrilntah harus melnelrapkan pajak untuk 

kelmaslahatan selluruh bangsa se lcara kelselluruhan guna menjamin kelancaran 

pembangunan. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa non muslim yang tidak 

mampu membayar jizyah atau pajak perlindungan tidak dikenakan pajak atau 

bahkan dibebaskan dari perlindungan di negara –negara muslim. Beban tersebut 

hanya disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangannya. 

                                                             
47 QS. At-Taubah Ayat 29 
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2.4 Penerapan Sistem E-Filing 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah proses, 

cara, perbuatan, menerapkan, pemasangan, pemanfaatan.48 Sistem E l- Filli lng ilalah 

selbuah silstelm yang melngatur cara pelnyampailan SPT selcara onlilnel melalui 

website DJP Online. Istilah E-Filling sendiri terdiri dua klata yaitu ele lktronik d lan 

filing. Ellektronik ar ltinya menggunalkan slistem komlputerisasi, d lan filling adlalah 

sisltem peng lisian formu llir. Delngan melnggunakan silstelm el-filli lng maka wajilb paja lk 

dalpat mellaporkan S lPT (Slurat Pelmbelriltahuan Talhunan) kalpan saja d lan dilmana 

sajla dallam 24 jam sellama 7 haril selhilngga wajilb pajalk tidlak lagi memilliki allasan 

untulk tid lak mellaporkan pajalknya dilkarenakan silbuk.49 Dengan demikian, 

pelnelrapan silstelm el-fillilng melrupakan suatu prosels pelnggunaan silstelm guna 

mellaporkan SPT se lcara onlilnel dan dilmana data yang dilpelrolelh melrupakan data 

relaltilmel yang dilkellola olelh Dilrelktorat Jelndelral Pajak (DJP). 

Menurut Pelraturan Dilrelktorat Jelndelral Pajak (DJP) Nomor 47/PJ/2008 

Pasal 1 melnyatakan bahwa E l-Fillilng adalah suatu cara pelnyampailan SPT dan 

pelnyampailan pelmbelriltahuan pelrpanjangan SPT Tahunan se lcara ellelktronilk yang 

dillakukan selcara onli lnel dan relal tilmel mellaluil Pelnyeldila Jasa Aplikasi (ASP).50 

Menurut (Pandiangan. 2007 :38) melndelfilnilsilkan pelnelrapan silstelm el-fillilng adalah 

suatu cara pelnyampailan Surat Pelmbelriltahuan (SPT) yang dillakukan mellalui l 

silstelm belrbasils ilntelrnelt dan selcara cepat.51 

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-1/PJ/2014 

penerapan sistem e-filing bertujuan untuk52: 

1. Tercapainya transparansi dan penghapusan praktik Korupsi Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) 

                                                             
48 ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’, Https://Kbbi.Web.Id/. 
49 Yefni Yefni and others, ‘What Are the Motivation of Taxpayers in Using E-Filling 

Information Systems?’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9.3 (2018), 510–25. 
50 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), “Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Perpanjangan 

Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi (ASP),” 2008. 
51 Liberti Pandiangan, "Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Berdasarkan UU Terbaru" 

(Jakarta: Penerbit PT. Elek Media Komputindo, 2007). 
52 Direktorat Jenderal Pajak, "Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014". 
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2. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

apabila sudah menggunakan sistem e-filing sehingga penyampaian SPT 

menjadi lebih mudah dan cepat. 

3. E-Filing memudahkan penyampaian SPT dan memberikan keyakinan 

kepada wajib pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 

menerimanya dengan benar, serta keamanan jauh lebih terjamin. 

Berdasarkan situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang berjalan, e-

filing melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu : 

1. SPT Tahunan PPh WPOP Formulir 1770S. 

Digunakan bagi WP OP yang sumbelr pelnghasillannya dilpelrolelh daril1 

(satu) atau le lbilh pelmbelril kelrja dan melmpunyail sumbelr pelnghasillan lailnnya 

yang bukan daril kelgilatan usaha atau pe lkelrjaan belbas. Contohnya karyawan, 

Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta 

pejabat negara lainnya yang mempunyai penghasilan tambahan seperti sewa 

rumah, honor pembicara/pengajar/ pelatih dan sebagainya. 

2. SPT Tahunan PPh WPOP Formulir 1770SS. 

Digunakan bagil WP OP yang melmpunyail pelnghasillan daril1 (satu) 

pelmbelril kelrja (selbagail Karyawan) selrta jumlah pe lnghasillan brutonya tildak 

mellelbilhil Rp 60.000.000,00 (elnam puluh juta rupilah) seltahun dan tildak 

melmpunyail pelnghasillan lailnnya kelcualil pelnghasillan daril bunga bank dan 

bunga kopelrasil. 

 

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan e-filing antara 

lain:53 

1) Wajib pajak harus memiliki EFIN (E llelctroni lc Fi llilng Ildelnti lfilcati lon Numbelr) 

atau nomor identitas elekronik 

Berikut merupakan panduan untuk mendapatkan EFIN (Ellelctronilc Fi llilng 

I ldelnti lfilcati lon Numbelr): 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis sebagaimana contoh surat 

permohonan, dengan melampirkan : fotocopy kartu NPWP atau SKT 

                                                             
53 Direktorat Jenderal Pajak, “Electronic Filing” (Jakarta, 2018). 
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(Surat Keltelrangan Telrdaftar), se lrta untuk PKP (Pe lngusaha Kelna Pajak) 

dilselrtai llampilran fotocopy Surat Pelngukuhan Pelngusaha Kelna Pajak 

untuk melmpelrolelh elFI lN (E llelctronilc Fi llilng I ldelnti lfilcati lon Numbelr) daril 

Kantor Pellayanan Pajak te lmpat Wajilb Pajak telrdaftar. 

b. Permohonan telrselbut dapat dilseltujui ljilka: alamat dalam database l 

(mastelrfi llel) Wajilb Pajak dil Dilrelktorat Jelndelral Pajak (DJP) sama de lngan 

alamat yang telrcantum pada pelrmohonan. 

c. Keputusan atas permohonan tersebut akan diputuskan paling lambat 2 

(dua) haril kelrja seltellah pelrmohonan yang diltelrilma lelngkap oleh Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak. 

d. Apabila elFI lN (Ellelctronilc Fi llilng I ldelnti lfilcati lon Numbelr) hillang, waji lb 

pajak dapat melmilnta celtak ulang delngan keltelntuan: melnunjukkan NPWP 

atau Surat Ke ltelrangan Telrdaftar (SKT) yang aslil dan untuk Pe lngusaha 

Kelna Pajak (PKP)  harus me lnunjukkan Surat Pe lngusaha Kelna Pajak 

yang aslil. 

2) Pendaftaran 

a. Setelah memperoleh eFIN, wajilb pajak bilsa melndaftar me llaluil pelnye ldila 

Jasa Aplilkasil relsmil yang diltunjuk olelh Dilrelktorat Jelndelral Pajak. 

b. Setelah melndaftarkan dilril, wajilb pajak akan melndapatkan Uselr I lD dan 

Password, Aplilkasi lel-SPT (Surat Pelmbelriltahuan dalam be lntuk 

ellelktronilk) dilselrtai denganl peltunjuk pelnggunaannya dan ilnformasi l 

lailnnya. Selain itu, dengan adanya eFIN yang telah didaftarkan, wajib 

pajak juga mendapatkan Selrtilfilkat (dilgiltal celrti lfilcatel) daril Dilrelktorat 

Jelndelral Pajak yang be lrtujuan untuk pelngaman data Wajilb Pajak dalam 

prosels el-fillilng. 

3) Penyampaian e-SPT secara e-filing 

a. Wajib pajak dapat melngilsil Surat Pelmbelriltahuan Pajak se lcara offline 

dengan memanfaatkan e-SPT yang diperoleh, 

b. SPT dapat dikirimkan selcara onli lnel kel Dilrelktorat Jelndelral Pajak setelah 

wajib pajak melengkapinya secara lengkap. 
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Ayat yang menjelaskan tentang Penerapan Sistem E-Filing atau mengenai 

perkembangan teknologi dijelaskan pada QS.Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi : 

 

ه َ لَّمْن َٰ ع  نْع ة ََو  ن ك مَلَّك مََْل ب وسٍََص  ك مََْنَ م َ َل ت حْص  لَََْۖب أسْ  ونَ َأ نت مََْف ه  ر  ك  ش َٰ  

Artinya : “Dan tel lah Kami ajarlkan kelpada Daud mem lbuat lbaju blesi unltuk 

klamu gluna memel lihara lkamu dallam pepelranganmu; Malka 

hendalklah kamu bersyu lkur (kelpada A lllah)”54 (QS. Al-Anbiya : 80) 

 

Ayat dilatas melnjellaskan bahwa Allah SWT tellah melngajarkan Nabil-Nya 

telntang telknologil yang tellah belrkelmbang sellama belrabad-abad, selpelrti lsilste lm 

pelrpajakan yang saat ilni lbelrkelmbang yailtu silstelm el-fillilng. Delngan adanya silstelm 

el-fillilng telrselbut akan melmudahkan wajilb pajak untuk me lnyampailkan SPT 

tahunannya. 

 

2.5 Pengetahuan Perpajakan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu 

yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan 

hal (mata pelajaran).55 Terkait hal ini berarti pengetahuan perpajakan ialah segala 

sesuatu yang diketahui berkaitan dengan hal perpajakan. 

Pengetahuan Perpajakan adalah lkemampuan wajib pajak unltuk mengetalhui 

dan memalhami tarilf perpajalkan mau lpun peralturan perpajalkan yang dilbayarkan 

serta alkan memberilkan manfaat tersend liri bagi mereka untuk menilkmati fasillitas 

yang telah mereka bayar lkan kepada negara dan dipergunakannya pun untuk 

negara sendliri.56 Hardiningsih dan Yulinawati mengatakan bahwa pengetahuan 

perpajakan merupakan proses mengubah sikap perilaku seorang wajib pajak atau 

sekelompok wajib pajak dalam upaya menjadikan masyarakat lebih dewasa 

melalui pengajaran dan pelatihan.57 Dapat disimpulkan bahwa pengeta lhuan 

perpajalkan adalah sua ltu silkap po lla pilkir altau penlilaian seseo lrang terlhadap 

keltentuan pajalk ylang alkan memlpengaruhi silkapnya d lalam pemenu lhan kewajliban 

perpajalkannya. 

                                                             
54 ‘QS. Al-Anbiya Ayat 80’. 
55 ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’. 
56 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. 
57 Pancawati Hardiningsih and Nila Yulinawati, "Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi 

Kemauan Membayar Pajak", Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3.1 (2011), 130. 
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Adapun konsep pengeta lhuan perpajalkan mlenurut Siti Kurnia Rahayu yakni 

meliputi pengetalhuan tenltang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, S listem 

Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Berikut ini merupakan 

penjelasan dari konsep pengetahuan perpajakan sebagai berikut :58 

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pe lrpajakan sudah dilatur dalam 

Undang –undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prilnsilpnya dilbelrlakukan 

bagil undang –undang pajak mate lrilal. Tujluannya ad lalah unltuk melnilngkatkan 

kelpatuhan sukare lla wajilb pajak, keltelrbukaan admilnilstrasil pelrpajakan, selrta 

melnilngkatkan profelsilonalilsme l aparatur pelrpajakan. Ilsil daril Keltelntuan 

Umum dan Tata Cara Pelrpajakan yailtu melngelnail hak dan kelwajilban waji lb 

pajak, SPT, NPWP, dan Proseldur Pelmbayaran, Pe lmungutan serta Pelaporan 

Pajak. 

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia 

Di Indonesia dalam silstelm pelrpajakansaat ilni lmelnelrapkan Sellf 

Asselssmelnt Systelm dilmana melngelnail proselsnya wajilb pajak dilbe lri 

lkelpelrcayaan, welwelnang, tanggung jawab untuk melnghiltung, melnyeltor dan 

mellaporkan selndilri lbelrapa belsarnya pajalk yang lharus dilbayar. 

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan 

Fungsi Pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut : 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak melrupakan salah satu pe lnelrilmaan pelmelrilntah untuk 

melndanail pelngelluaran bailk rutiln maupun pelmbangunan. Pe lmelrilntah 

belrupaya melmasukkan uang se lbanyak –banyaknya kel kas nelgara sebagai 

sumber keuangan negara. Contohnya yaitu masuknya pajak sebagai 

penerimaan dalam negeri dalam APBN. 

b. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak digunakan selbagail alat untuk melngatur atau mellaksanakan 

kelbiljakan pelmelrilntahan dalam bildang sosilal dan elkonomil. Contohnya 

yailtu delngan dilkelnakannya pajak yang le lbilh tilnggil telrhadap milnuman 

                                                             
58 Rahayu. 
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kelras dapat diltelkan, selrta telrhadap barang melwah bisa dikurangi yaitu 

dengan adanya PPnBM (Pajak Petambahan Barang Mewah). 

 

Aspek Pengetahuan Perpajakan yang sudah dijelaskan diatas sangat 

melmpelngaruhil silkap pajak telrhadap silstelm pelrpajakan yang adill bagil wajilb pajak. 

Delngan kualiltas pelngeltahuan yang selmakiln bailk akan melmbelrilkan silkap 

melmelnuhil kelwajilban delngan belnar mellaluil adanya silstelm pelrpajakan suatu 

nelgara yang dilanggap adill. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila 

masyarakat memiliki pandangan positif terhadap pajak. Dengan melnilngkatnya 

pelngeltahuan pelrpajakan masyarakat mellaluil pelndildilkan pelrpajakan bailk formal 

maupun non formal akan belrdampak posiltilf telrhadap pelmahaman dan kelsadaran 

wajilb pajak dalam melmbayar pajak.59 

 

2.6 Sanksi Perpajakan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sanksi berarti tanggungan 

(tindakan, hukuman atau sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian 

atau menaati ketentuan undang –undang.60 Sanksi Pelrpajakan melrupakan jamilnan 

bahwa keltelntuan pelraturan pelrundang- undangan pelrpajakan (norma pelrpajakan) 

akan dilturutil/diltaatil/dilpatuhil. Delngan kata lailn, sanksil pelrpajakan melrupakan alat 

pelncelgah (prelvelntilf) agar masyarakat tildak mellanggar norma perpajakan.61 Sanksi 

lPelrpajakan yang te lgas akan belrakilbat pada tilngkat kelpatuhan wajilb pajak. Sanksi l 

Pelrpajakan dilharapkan dapat me lnilmbulkan elfelk jelra bagil wajilb pajak yang 

selbellumnya tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39 tentang perubahan ketiga 

atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan disebutkan bahwa bagil warga nelgara yang de lngan selngaja tildak 

melndaftarkan dilril, atau melnyalahgunakan atau me lnggunakan NPWP tanpa hak, 

pelngukuhan PKP, se lhilngga dapat melrugilan pelndapatan Nelgara, dilancam delngan 

pildana pelnjara selkurang -kurangnya yailtu 6 bulan dan se llama -lamanya 6 tahun 

                                                             
59 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal (Yogyakarta : Graha 

Ilmu,2010), 141. 
60 ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’. 
61 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016 (Yogyakarta: Andi, 2016), 62. 
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dan delnda palilng seldilkilt dua kalil lilpat jumlah pajak telrutang yang tildak atau 

kurang dilbayarkan. Wajilb Pajak atau se lselorang yang mellakukan tilndakan pildana 

dil bildang pelrpajakan ke lmungkilnan dapat telrjadil selbagailmana yang dimaksud 

dalam pasal 39 Undang –undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan antara lain sebagai berikut: 

Apabila setiap seseorang dengan sengaja62 : 

1. Tidak melndaftarkan dilril, melnggunakan, atau me lnyalahgunakan NPWP 

tanpa hak, atau pelngukuhan PKP (Pe lrhatilkan pasal 2 UU Ke ltelntuan 

Umum dan Tata Cara Pelrpajakan); 

2. Penyalahgunaan atau pelnggunaaan NPWP tanpa hak atau Pe lngukuhan 

Pelnghasillan Kelna Pajak (PKP); 

3. Tidak melnyampailkan Surat Pelmbelriltahuan Tahunan (SPT) Pajak; 

4. Menyampaikan surat pelmbelriltahunan dan/atau ilnformasil yang tildak 

lelngkap atau akurat; 

5. Menolak untuk dillakukannya pelmelrilksaan (pelrhatilkan pasal 29 UU 

Keltelntuan Umum dan Tata Cara Pelrpajakan); 

6. Menunjukkan pelmbukuan, pelncatatan, atau dokume ln lailn yang palsu atau 

dilpalsukan yang se lolah –olah iltu sah atau tildak melncelrmilnkan kelnyataan; 

7. Tidak mellakukan pelmbukuan atau pelncatatan, tildak melnunjukkan atau 

melmilnjamkan buku, catatan, dokume ln lailnnya; 

8. Meminjamkan buku, catatan, atau dokume ln lailnnya; 

9. Tidak melnyilmpan pelmbukuan, catatan, atau dokume ln yang melnjadi lalasan 

dillakukannya pelmbukuan atau pelncatatan dan dokume ln lailn telrmasuk 

hasill pelngolahan data dilril pelmbukuan yang dilawasil selcara ellelktronilk atau 

dilsellelnggarakan selcara onlilnel dilI lndonelsila selbagailmana yang dilmaksud 

dalam pasal 28 ayat (1) Undang –undang KUP; atau 

10. Tidak melnyeltorkan pajak yang sudah dilpotong atau dilpungut. 

Menurut UU KUHP tentang ketentuan umum perpajakan Nomor 28 Tahun 

2007 menyatakan bahwa sanksi perpajakan itu terdiri dari sanksi pidana serta 

sanksi administrasi.63 Sanksi tersebut bisa berupa teguran maupun tindakan tegas. 

                                                             
62 Waluyo, Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. 
63 ‘Undang -Undang KUHP Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007’, 

2007. 
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Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan hanya dapat dikenakan sanksi 

administratif, sanksi pidana saja, atau sanksi administratif dan sanksi pidana. Pada 

dasarnya pengenaan sanksi perpajakan dikenakan untuk menjamin kepatuhan 

wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Adapun dua macam sanksi yang 

disebutkan diatas adalah sebagai berikut : 

1. Sanksi Pidana 

Menurut Resmi (2003) sanksi pidana dalam undang –undang 

perpajakan, sanksil pildana dapat belrupa delnda pildana, delnda kurungan 

maupun pildana pelnjara. Sanksil pildana dapat dilkelnakan apabilla wajilb pajak 

mellakukan pellanggaran yang me lnilmbulkan kelrugilan pada pelndapatan 

nelgara dan dillakukan lelbilh daril satu kalil. Sanksil pildana dapat belrupa 

pelnjara milnilmal 6 bulan dan maksilmal 6 tahun, se lrta delnda milnilmal 2 kali l 

pajak telrutang dan maksilmal 4 kalil pajak telrutang yang tildak dilbayar atau 

kurang dibayarkan.64 

2. Sanksi Administrasi 

Sanksi Administrasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut : 

a) Denda adalah sanksi administrasi yang diberlakukan terhadap 

pelanggaran yang berkenaan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya 

denda yang harus dibayarkannya juga beragam, didasarkan pada aturan 

undang –undang. 

b) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran 

yang berkenaan dengan kewajiban pembayaran pajak.  

c) Kenaikan adalah sanksil admilnilstrasil yang belrupa kelnailkan jumlah 

pajak yang harus dilbayar, telrhadap pellanggaran belrkailtan delngan 

kelwajilban yang dilatur dalam keltelntuan matelrilal. Contohnya seperti 

memalsukan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan yang 

dilaporkan. Jenis sanksi ini bisa berupa denda pajak 50% dari pajak 

yang kurang dibayarkan tersebut. 

Menurut telrmilnologil dalam hukum ilslam, telrdapat kata jarilmah yang artilnya 

pelrbuatan –pelrbuatan yang dillarang olelh syara’ yang tellah diltelntukan hukuman –

hukuman daril Allah SWT, bailk belrupa sanksil –sanksil yang jellas keltelpatannya 

                                                             
64 Siti Resmi, Perpajakan : Teori Dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2003). 
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(had) maupun yang be llum jellas kelteltapannya (ta’zi lr). Tindak pidana dan sanksi 

hukumnya dapat disebut dengan istilah jarimah atau uqubah.65 Adapun dua jenis 

kejahatan dalam perpajakan antara lain keljahatan admilnilstrasil pelrpajakan dan 

keljahatan/ pellanggaran yang me lnyelbabkan kelrugilan pelndapatan Nelgara. 

Keljahatan pelrpajakan ilnil telrmasuk dalam katelgori ljarilmah ta’jilr, yang belrartil 

hukuman dilbelbankan kelpada pelmelrilntah sellaku pelmungut dan pelngellola dana 

seltoran pajak.66 

Merujuk pada keltelntuan hukum I lslam, apabilla pellanggarannya hanya 

belrsilfat admilnilstratilf maka sanksilnya harus selilmbang, delngan kata lailn 

melrupakan sanksil admilnilstrasil. Jelnils sanksilnya dilselsuailkan telrgantung pada jelnils 

pellanggarannya. Dalam ilslam, telrdapat larangan untuk be lrbuat zalilm jika 

menghukum seseorang yang salah dan berlaku adil (benar) kepada siapapun.67 

Ayat yang menjelaskan tentang Sanksi Perpajakan dijelaskan pada Qs. An-

Nisa ayat 58: 

َأ نَ َٱلنَّاس  ك مْت مَب يْن  إ ذ اَح  اَو  َأ هْل ه  ٰٓ َإ ل ىَٰ ت  ن َٰ دُّواَ۟ٱلْْ م َٰ ك مَْأ نَت ؤ  ر  ي أمْ   َ َٱللََّّ إ نَّ

واَ۟ يرًات حْك م  اَب ص  يعً  َس م  ك ان   َ َٱللََّّ ََٰٓۗإ نَّ ظ ك مَب ه ۦ اَي ع  مَّ ن ع   َ َٱللََّّ ََۚإ نَّ ب ٱلْع دْل   

Artinya : “Sesunggulhnya Alllah menyurulh kamu menyamlpaikan almanat 

kepadla yang berlhak melnerimanya, d lan (menyuru lh kamu) alpabila 

menetlapkan hu lkum di antlara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesumgguhnya Alllah memlberi peng lajaran yang 

sebaik –bailknya kepadamu. Sesungguhnya Alllah Maha Mendengar 

lag Malha Mellihat.”68 (QS. An-Nisa :58) 

 

Berdasarkan tafsilr Jalalayn, ke lwajilban diljellaskan selbagai lolelh selselorang 

kelpada yang belrhak melnelrilmanya. Allah SWT me lmelrilntahkanmu untuk 

melneltapkan hukum de lngan adill. Ayat ilnil dilturunkan keltilka Alil r.a akan 

melngambill kuncil Kakbah daril Usman biln Thalhah Al-Hajabil pelnjaganya selcara 

paksa yaknil keltilka Nabil SAW datang kel Melkkah pada tahun pe lmbelbasan. Usman 

saat iltu tildak mau melmbelrilkannya lalu berkata, “Seandainya saya tahu bahwa ia 

Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya.” Maka Rasulullah SAW pun 

                                                             
65 Rahmat Sholihin, ‘Hukuman Pidana Dalam Perspektif Qur’ani’, Journal Of Islamic And 

Law Studies 5, 3, 2021, 289–302. 
66 Farkhani, "Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Kajian Hukum 

Islam X, 2, 2016, 253–68. 
67 Farkhani. 
68 ‘QS. An-Nisa Ayat 58’ <https://tafsirweb.com>. 
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melnyuruh melngelmbalilkan kunci liltu padanya selraya belrsabda, “Terimalah ini 

untuk selama –lamanya tiada putus –putusnya!” Usman melrasa helran atas hal iltu 

lalu dilbacakannya ayat telrselbut selhilngga Usman pun masuk I lslamlah. Keltilka 

akan melnilnggal kuncil telrselbut dilselrahkan kelpada saudaranya Syailbah lalu 

dilselrahkan kelpada putranya. Walaupun ayat ilni ldilturunkan karelna alasan telrtelntu, 

namun belrlaku selcara umum kare lna adanya pelrsamaan dilantara kelduanya, apabilla 

kamu melnghakilmil manusila maka Allah melmelrilntahkanmu agar me lneltapkan 

hukum delngan adill. Selsungguhnya nasilhat yang dilbelrilkan-Nya kelpadamu yakni l 

melnyampailkan amanat dan me lngambillkelputusan selcara adill. Selsungguhnya Allah 

Maha Melndelngar seltilap pelrkataan lagil Maha Mellilhat selgala perbuatan.69 

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 

hambanya menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang 

berhak menerimanya dan Allah SWT juga memerintahkanmu agar menentukan 

hukuman kepada manusia yang berselisih hendaknya untuk menetapkan 

keputusan secara adil. 

Hal tersebut juga berlaku untuk jarilmah pelrpajakan yang be lrdampak pada 

kelrugilan pelndapatan Nelgara, karena tindak pidana ini tildak dapat dilkatelgorilkan 

selbagail keljahatan pelncurilan makasanksilnya teltap dalam ranah ta’jilr. Ketika wajib 

pajak tersebut tidak membayar pajak atau mengurangi kewajiban perpajakannya, 

maka terjadi kerugian pendapatan negara namun harta atau dana pajak yang 

dibayarkan pada hakikatnya adalah milik wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan definisi mencuri menurut syara’. Melncuril (sarilqah) adalah tilndakan 

keljahatan melngambill harta orang lailn selcara selmbunyil –selmbunyil, bailk daril 

sudut pandang pelmillilk harta yang dilcuril maupun daril sudut pandang pilhak lailn, 

daril sudut pandang orang yang me lncurilnya. Pellaku tilndak pildana harus teltap 

dilhukum atau dilbelril sanksil agar tilndak pildana yang sama tildak telrulang kelmbali l 

atau dillakukan olelh wajilb pajak lailnnya, selhilngga pelran para fuqaha muftahildiln 

atau anggota lelgilslatilf sangatlah pelntilng dalam melrumuskan belrbagail sanksilta’jilr 

telrhadap wajilb pajak yang me llanggar pelraturan pelrpajakan guna melmbelrilkan elfelk 

jelra bagil pellanggarnya dan me lncelgah wajilb pajak lailn untuk mellakukan tilndak 

pildana yang sama. Hakilm juga harus melngambill tilndakan untuk menentukan 

                                                             
69 “As-Suyuthi dan Al- Mahally, Tafsir Jalalyn". 
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hukuman selcara mandilril atau iljtilma sellama pelraturan pelrundangan yang belrkailtan 

delngan masalah pelrpajakan bellum telrwujud. Hukuman yang bailk adalah hukuman 

yang melmbuat pellakunya jelra untuk melakukan kejahatan.70 

 

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ‘kepatuhan’ berarti tunduk 

atau patuh terhadap ajaran atau aturan.71 Kelpatuhan melrupakan motilvasi lilndilvildu, 

kellompok atau organilsasil untuk belrpelrillaku selsuail aturan yang tellah dilteltapkan. 

Olelh karelna iltu, Kelpatuhan Wajilb Pajak adalah ke ltaatan wajilb pajak dalam 

melmbayar pajak dan me lrupakan suatu keladaan dilmana wajilb pajak melmelnuhi l 

selmua kelwajilban pelrpajakan dan me llaksanakan hak pelrpajakannya. Wajib Pajak 

menurut Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Wajib 

Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.72 

Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

No.554/KMK/.04/2000 dalam buku Sit li Kurnlia Ralhayu, kepatulhan wajib pajak 

merupakan tindalkan wajilb pajak dallam memenuhi kewajliban perpajalkannya 

sesuali dlengan ketentuan pera lturan perund lang-undlangan d lan perat luran 

pelalksanaan perpaja lkan yang ber llaku dallam sualtu nlegara.73 

Menurut Gunadi (2013:94), kepatuhan wajib pajak dilartikan selbagai 

kemampuan wajilb pajalk untuk rella melmelnuhil kelwajilban pelrpajakannya selsuai l 

delngan aturan yang be lrlaku tanpa pelrlu dillakukan pelmelrilksaan, ilnvelstilgasi l 

selksama dan pelnelrapan sanksil bailk hukum maupun administrasi.74 

Adapun terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut : 

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang 

                                                             
70 Farkhani. 
71 ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’. 
72 https://www.kemenkeu.go.id, "Undang -Undang Nomor 16 Tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan", 2009. 
73 Rahayu, p. 139. 
74 Gunadi, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan (Jakarta: Bee Media Indonesia, 

2013). 



37 
 

–undang perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantuf/ hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 

sesuai dengan isi dan jiwa undang –undang perpajakan. 

 

Berdasarkan Pelraturan Melntelril Keluangan Nomor 74/PMK.03/2012 te lntang 

Wajilb Pajak delngan Kriltelrila Telrtelntu telrkailt Pelngelmbalilan Pelndahuluan 

Kellelbilhan Pelmbayaran Pajak, Wajilb Pajak delngan kriltelrila telrtelntu dapat 

dilanggap selbagail Wajilb Pajak Patuh apabilla melmelnuhil belrbagail syarat yailtu 

selbagail berikut75: 

1) Tepat waktu dalam me lnyampailkan Surat Pelmbelriltahuan; telpat waktu dalam 

pelnyampailan Surat Pelmbelriltahuan Tahunan dalam tilga tahun te lrakhilr yailtu 

akhilr bulan keltilga seltellah tahun pajak. 

2) Tidak melmpunyail tunggakan pajak untuk selmua jelnils pajak, kelcuali l 

tunggakan pajak yang tellah melmpelrolelh ilziln melnganggur atau me lnunda 

pelmbayaran pajak. Tunggakan pajak me lrupakan angsuran pajak yang be llum 

dillunasil pada saat atau seltellah tanggal pelngelnaan delnda. 

3) Laporan Keluangan harus dilaudilt olelh Akuntan Publilk atau Lelmbaga 

Pelngawas Keluangan Pelmelrilntah delngan pelndapat Wajar Tanpa 

Pelngelcualilan sellama tilga tahun belrturut –turut. Pelndapat Wajar Tanpa 

Pelngelcualilan dilbelrilkan olelh audiltor jilka tildak diltelmukan kelsalahan matelrilal 

selcara melnyelluruh dalam laporan ke luangan yang dilsajilkan, delngan kata lai ln 

laporan keluangan telrselbut sudah selsuail delngan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK). 

4) Tidak pelrnah dilpildana karelna mellakukan tilndak pildana dil bildang 

pelrpajakan belrdasarkan ke lputusan pelngaudiltan yang melmpunyail kelkuatan 

hukum teltap dalam jangka waktu lilma tahun telrakhilr. Keluntungan yang 

diltelrilma apabilla melnjadil Wajilb Pajak patuh yailtu melndapatkan pellayanan 

khusus dalam re lstiltusil pajak pelnghasillan dan pajak pe lrtambahan nillail yaitu 

                                                             
75 "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012". 
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pengembalian pelndahuluan kellelbilhan pajak tanpa harus dillakukan 

pelmelrilksaan kelpada pelngusaha kelna pajak. 

 

Ayat yang menjelaskan tentang Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan pada Qs. 

At- Taubah ayat 103 : 

َ مََْۖإ نَّ ل يْه  َع  ل   ص  مَب ه اَو  يه  ك   ت ز  ه مَْو  ر  د ق ةًَت ط ه   مَْص  ل ه  نَْأ مْو َٰ ذَْم  خ 

ل يمٌَ يعٌَع  س م   َ ٱللََّّ مََْۗو  َس ك نٌَلَّه  ت ك  ل وَٰ  ص 

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa 

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.”76 (QS. At –Taubah: 103) 

 

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan 

diantaranya dengan menunaikan zakat. Yakni diperintahkan kepada nabi 

Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka 

dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar 

tumbuh subur sifat –sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.  

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan Penerapan 

sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak : 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Yelttil Mulyatil, 

Juli lIlsmanto 

(2021)77 

Pelngaruh Pelnelrapan 

El-Fi lli lng, Pelngeltahuan 

Pajak dan Sanksil Pajak 

Telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Pada 

Pelgawail Kelmelndilkbud 

X1 : Pelnelrapan  El-

Fi lli lng 

X2 : Pelngeltahuan 

Pajak 

X3 : Sanksil Pajak 

Y : Kelpatuhan Wajilb 

1. Penerapan El-Fi lli lng 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

2. Pengetahuan Pajak 

belrpelngaruh posiltilf 

                                                             
76 ‘QS. At-Taubah Ayat 103’. 
77 Yetti Mulyati and Juli Ismanto, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan 

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud", JABI (Jurnal 

Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 4.2 (2021), 139 

<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>. 
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Pajak telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

3. Sanksi Pajak 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

2. Ilzra Syafilra 

(2021)78 

Pelngaruh Pelnelrapan 

Silstelm El-Fi lli lng, 

Sanksil Pelrpajakan, 

Bilaya Kelpatuhan dan 

Pangeltahuan 

Pelrpajakan Telrhadap 

Kelpatuhan WPOP 

Pada KPP Pratama 

Badung Utara 

X1 : Pelnelrapan Silstelm 

El-Fi lli lng 

X2 :Sanksi lPelrpajakan 

X3 : Bilaya Kelpatuhan  

X4 : Pelngeltahuan 

Pelrpajakan 

Y : Kelpatuhan Wajilb 

Pajak Orang Prilbadil 

1. Pelnelrapan Silstelm El-

Fi lli lng belrpelngaruh 

posiltilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

Orang Prilbadil 

2. Sanksil Pelrpajakan 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

3. Bilaya Kelpatuhan 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

4. Pelngeltahuan 

Pelrpajakan belrpelngaruh 

posiltilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

Orang Prilbadil 

3. Rafy Susanti, 

Anita 

Wijayanti, 

dan Endang 

Masitoh 

Wahyuningsih 

(2020)79 

Pelngaruh Pelngeltahuan 

Pelrpajakan, Pelnelrapan 

El-Fi lli lng dan Sanksil 

Pelrpajakan Telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb 

Pajak 

X1 : Pelngeltahuan 

Pelrpajakan 

X2 : Pelnelrapan El-

Fi lli lng  

X3 : Sanksil 

Pelrpajakan 

Y : Kelpatuhan Wajilb 

Pajak 

1. Pelngeltahuan 

Pelrpajakan belrpelngaruh 

posiltilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

2. Pelnelrapan El-

Fi lli lngbelrpelngaruh 

posiltilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

3. Sanksil Pelrpajakan 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

4. Puput Pelngaruh Pelnelrapan X1 : Pelnelrapan Silstelm 1. Pelnelrapan Silstelm El-

                                                             
78 Izra Syafira, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan 

Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara”, 

Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 2, no. 2 (2021): 104–9, 

https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3366.104-109. 
79 Susanti and others. 
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Solelkhah, 

Suprilono 

(2018)80 

Silstelm El-Fi lli lng, 

Pelmahaman 

Pelrpajakan, Kelsadaran 

Wajilb Pajak dan 

Sanksil Pelrpajakan 

Telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil dil KPP 

Pratama Purworeljo 

El-Fi lli lng 

X2 : Pelmahaman 

Pelrpajakan 

X3 : Kelsadaran Wajilb 

Pajak  

X4 : Sanksil 

Pelrpajakan  

Y : Kelpatuhan Wajilb 

Pajak Orang Prilbadil 

Fi lli lng belrpelngaruh 

posiltilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

Orang Prilbadil 

2. Pelmahaman Pelrpajakan 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

3. Kelsadaran Wajilb Pajak 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

4. Sanksil Pelrpajakan 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

5. Ainun Aqila, 

Imahda 

Khoiri Furqon 

(2021)81 

Pengaruh Sistem E-

Filing, Sosialisasi 

Perpajakan, dan Sanksi 

Perpajakan Terhadap 

Kesadaran dan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

X1 : Silstelm El-Fi lli lng 

X2 : Sosilalilsasil 

Pelrpajakan  

X3 : Sanksil 

Pelrpajakan  

Y : Kelpatuhan Wajilb 

Pajak 

1. Silstelm El-Fi lli lng 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

2. Sosilalilsasil Pelrpajakan 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

3. Sanksil Pelrpajakan 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

6. Putu Rara 

Susmilt, 

NilLuh 

Supadmil 

(2016)82 

Pelngaruh Kualiltas 

Pellayanan, Sanksi 

lPelrpajakan, Bilaya 

Kelpatuhan Pajak, dan 

Pelnelrapan El-Fi lli lng 

Pada Kelpatuhan Wajilb 

X1 : Kualiltas 

Pellayanan 

X2 : Sanksil 

Pelrpajakan  

X3 : Bilaya Kelpatuhan 

Pajak  

1. Kualiltas Pellayanan 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

2. Sanksil Pelrpajakan 

belrpelngaruh posiltilf 

                                                             
80 Puput Solekhah, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Pemahaman Perpajakan , 

Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Di KPP Pratama Purworejo", 1.1 (2018), 74–90. 
81 Ainun Aqiila, Imahda Khoiri Furqon, and Fakultas Ekonomi, "Kesadaran Dan Kepatuhan 

Wajib Pajak The Influence of the E-Filing System , Tax Socialization , and Tax Sanctions on the 

Awareness and Compliance of Taxpayers", 18.1 (2021), 1–7. 
82 Susmit, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, 

Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” 
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Pajak X4 : Pelnelrapan El-

Fi lli lng 

Y : Kelpatuhan Wajilb 

Pajak 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

3. Bilaya Kelpatuhan Pajak 

belrpelngaruh nelgatilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

4. Pelnelrapan El-Fi lli lng 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kepa ltuhan 

Wajilb Pajak 

7. Alba Rilzky 

Amalil, Dilnil 

Wahjoel 

Hapsaril, S.El., 

M.Sil., Ak. CA 

(2018)83 

Pelngaruh 

Ilmplelmelntasi lEl-

Fi lli lng, Pelngeltahuan 

Pelrpajakan dan Sanksil 

Pelrpajakan Telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb 

Pajak Orang Prilbadil 

Pada Pellaporan Surat 

Pelmbelriltahuan (Studil 

Kasus pada Kantor 

Dilnas Pelndildilkan dan 

Kelbudayaan 

Kabupateln Telgal) 

X1 : Ilmplelmelntasi lEl-

Fi lli lng 

X2 : Pelngeltahuan 

Pelrpajakan  

X3 : Sanksil 

Pelrpajakan  

Y : Kelpatuhan Wajilb 

Pajak Orang Prilbadil 

1. Ilmplelmelntasi lEl-Fi lli lng 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

2. Pelngeltahuan 

Pelrpajakan belrpelngaruh 

posiltilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

Orang Prilbadil 

3. Sanksil Pelrpajakan 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

8. Suprilatilnilngsil

h dan Filrhan 

Saelfta Jamill 

(2021)84 

Pelngaruh Kelbiljakan 

El-Fi lli lng, Sanksil 

Pelrpajakan dan 

Kelsadaran Wajilb 

Pajak Telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb 

Pajak Orang Prilbadil 

X1 : Kelbiljakan El-

Fi lli lng 

X2 : Sanksil 

Pelrpajakan 

X3 : Kelsadaran Wajilb 

Pajak  

Y : Kelpatuhan Wajilb 

Pajak Orang Prilbadil 

1. Kelbiljakan El-Fi lli lng 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

2. Sanksil Pelrpajakan 

belrpelngaruh nelgatilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

3. Kelsadaran Wajilb Pajak 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

                                                             
83 Amali and Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., “Pengaruh Implementasi E-Filing, 

Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal).” 
84 Supriatiningsih and Jamil. 
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Prilbadil 

9. Nazilatul 

Khunaina Il 

Ainul, Susanti 

(2021)85 

Pelngaruh Pelngeltahuan 

Pelrpajakan, Sosilalilsasil 

Pelrpajakan dan 

Pelnelrapan Silstelm El-

Fi lli lng Telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb 

Pajak Orang Prilbadil 

Pada Kantor 

Pellayanan Pajak 

Pratama Surabaya 

Wonocolo 

X1 : Pelngeltahuan 

Pelrpajakan 

X2 : Sosilalilsasil 

Pelrpajakan 

X3 : Pelnelrapan Silstelm 

El-Fi lli lng 

Y : Kelpatuhan Wajilb 

Pajak Orang Prilbadil 

1. Pelngeltahuan 

Pelrpajakan belrpelngaruh 

posiltilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

Orang Prilbadil 

2. Sosilalilsasil Pelrpajakan 

belrpelngaruh nelgatilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak Orang 

Prilbadil 

3. Pelnelrapan Silstelm El-

Fi lli lng belrpelngaruh 

posiltilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

Orang Prilbadil 

10. Khusnul 

Fadillah 

(2020)86 

Pelngaruh Pelnelrapan 

Silstelm El- Bi llli lng, El-

Fi lli lng dan Sanksil 

Pelrpajakan Telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb 

Pajak. 

X1 : Pelnelrapan Silstelm 

El- Billli lng 

X2 : El-Fi lli lng 

X3 : Sanksil 

Pelrpajakan 

Y : Kelpatuhan Wajilb 

Pajak 

1. Pelnelrapan Silstelm El-

Bi lllilng belrpelngaruh 

nelgatilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

2. El-Fi lli lng belrpelngaruh 

posiltilf telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

3. Sanksil Pelrpajakan 

belrpelngaruh nelgatilf 

telrhadap Kelpatuhan 

Wajilb Pajak 

Penelitian Internasional 

11. M. Hasan 

Ma’ruf, Sri 

Supatminingsi

h (2020)87 

The lElffelct Of Tax Ratel 

Pelrcelpti lon, Tax 

Undelrstandilng, and 

Tax Sanctilons on Tax 

Complilancel Wilth 

Small and Meldilum 

Elntelrprilsels (MSMEl) 

In Sukoharjo. 

X1: Perception Of Tax 

Rates 

X2 : Understanding Of 

Taxes  

X3 : Sanctions Of 

Taxes 

Y : Taxpayer 

Compliance 

1. Perception Of Tax 

Rates berpengaruh 

positif terhadap 

Taxpayer Compliance 

2. Understanding Of 

Taxes berpengaruh 

positif terhadap 

Taxpayer Compliance 

                                                             
85 Ainul, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan 

Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Wonocolo.” 
86 Khusnul Fadilah, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing , e-Filing Dan Sanksi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", 2020. 
87 M. Hasan Ma’ruf and Sri Supatminingsih, "The Effect of Tax Rate Perception, Tax 

Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance with Small and Medium Enterprises 

(Msme) in Sukoharjo", 4, 2020, 363–70. 
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3. Sanctions Of Taxes 

berpengaruh negatif 

terhadap Taxpayer 

Compliance 

12. Zia Vawzia 

Lazul Varis 

dan Herman 

Ernandi 

(2021)88 

The Effect of Tax 

Knowledge, Quality of 

Fiscal Service, and 

Implementasion of 

Taxpayer E-Filing on 

Taxpayer Compliance. 

X1 : Tax Knowledge  

X2 : Quality of Fiscal 

Service 

X3 : Implementasion 

of taxpayer E-Filing 

Y : Taxpayer 

Compliance 

1. Tax Knowledge 

berpengaruh positif 

terhadap Taxpayer 

Compliance 

2. Quality of Fiscal 

Service berpengaruh 

positif terhadap 

Taxpayer Compliance 

3. Implementasion of 

taxpayer E-Filing 

berpengaruh positif 

terhadap Taxpayer 

Compliance 

13. Nyoman 

Sentosa 

Hardika, I 

Kadek Jesta 

Askara dan I 

Made Wijana 

(2022)89 

The lElffelct of Taxpayelr 

Undelrstandilng and 

Usel Of El-Fi lli lng On 

Taxpayelr Complilancel 

Wilth Tax Voluntelelr As 

Modelrati lng Varilablel. 

X1 : Taxpayelr 

Undelrstandilng 

X2 : Usel Of El-Fi lli lng 

Y : Taxpayelr 

Complilancel 

Z : Tax Voluntelelr 

 

1. Taxpayelr 

Undelrstandilng 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Taxpayelr 

Complilancel 

2. Usel Of El-Fi lli lng 

belrpelngaruh posiltilf 

telrhadap Taxpayelr 

Complilancel 

  

 

  

                                                             
88 Zia Vawzia Lazul Varis and Herman Ernandi, “The Effect of Tax Knowledge, Quality of 

Fiscal Service, and Implementasion of Taxpayer E-Filing on Taxpayer Compliance.” 5 (2021): 1–

11, https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2000. 
89 Nyoman Sentosa Hardika, I Kadek Jesta Askara, and I Made Wijana, "THE EFFECT OF 

TAXPAYER UNDERSTANDING AND USE OF E- FILING ON TAXPAYER COMPLIANCE 

WITH TAX VOLUNTEER As Moderating Variable", 17.1 (2022), 95–110. 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, d lapat 

dihasillkan sebuah mode ll kerangka pemilkiran yang d lapat dijadilkan llandasan 

dallam penellitian ini. Modlel kerang lka tersebut tersusun d lari t liga varialbel 

indlependen d lan satu varia lbel dlependen. Varialbel Ind lependen dallam penellitian ini 

adallah penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, 

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini ialah Kepatuhan Wajib Pajak.  

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

      H1 

     H2 

 

      H3 

       

 

 

2.10 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis melrupakan jawaban se lmelntara telrhadap rumusan masalah 

pelnelliltilan, dan rumusan masalah pelnelliltilan dilnyatakan dalam be lntuk pelrtanyaan. 

Hal ilnil dilanggap belrsilfat selmelntara, karelna jawaban yang dilbelrilkan hanya 

belrdasarkan teloril yang rellelvan dan bellum belrdasarkan fakta –fakta elmpilrils yang 

dilpelrolelh mellaluil pelngumpulan data. Jadil hilpotelsils dapat dilrumuskan bukan 

selbagail jawaban elmpilrils, mellailnkan selbagail jawaban teloriltils telrhadap rumusan 

masalah penelitian.90 Pengertian hipotesis yang lain adalah jawaban atau dugaan 

                                                             
90 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2010), h.83. 

Penerapan Sistem E-Filing  

(X1) 

Pengetahuan Perpajakan 

(X2) 

Sanksi  Perpajakan  

(X3) 

Kepatuhan Wajib Pajak  

(Y) 
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ilmiah sementara terhadap suatu fenomena yang perlu dibuktikan atau diuji 

kebenarannya secara empiris.91 

2.7.1 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Direktorat Jelndelral Pajak se llalu melngupayakan pellayanan pajak 

selmaksilmal mungkiln agar wajilb pajak selnantilasa taat dalam me lmbayar pajak. 

Salah satu cara me lmaksilmalkan pellayanan pajak yailtu delngan mellakukan 

relformasil pelrpajakan. El-Fillilng melrupakan bagilan daril relformasil admilnilstrasil 

pelrpajakan yang be lrtujuan dalam pe lnye lrahan laporan SPT kelpada Dilrelktorat 

Jelndelral Pajak. De lngan adanya silstelm el-fillilng para wajilb pajak dapat 

mellakukan kelwajilban pelrpajakannya dilmana saja dan kapan saja tanpa harus 

datang kelKantor Pe llayanan Pajak Delngan diltelrapkannya silstelm el-fillilng 

dilharapkan mampu me lmbelrilkan kelpuasan, kelmudahan dan ke lnyamanan 

kelpada wajilb pajak selhilngga dapat melnilngkatkan kelpatuhan wajilb pajak. 

Melnurut teloril atrilbusil, pelnelrapan silstelm el-fillilng melrupakan faktor 

elkstelrnal yang melmpelngaruhil pelrillaku ilndilvildu selsuail delngan keladaan atau 

faktor elkstelrnal. DJP tellah melnye ldilakan belrbagail fasilliltas kelmudahan dan 

kelnyamanan dalam me llayanil wajilb pajak, salah satunya yailtu delngan 

melnelrapkan silstelm el-fillilng. Delngan adanya silstelm el-fillilng ilnil wajilb pajak 

dapat mellaporkan kelwajilban pelrpajakannya selcara onlilnel yang dapat 

dillakukan dilmana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke l kantor pajak. 

Siltuasil selpelrtililnil melmbuat wajilb pajak yang tildak selmpat datang kel kantor 

pajak untuk me llaporkan SPT dapat me lnggunakan silstelm el-fillilng dan 

melnjadilkan wajilb pajak lelbilh patuh telrhadap kelwajilban pelrpajakannya, 

selhilngga delngan diltelrapkan silstelm el-fillilng dapat melnilngkatkan kelpatuhan 

wajilb pajak. 

Berdasarkan hubungan Theory of Planned Behavior (TPB) telrhadap 

varilabell pelnelrapan silstelm el-fillilng ilnil melnjellaskan telntang pelrillaku yang 

diltilmbulkan olelh ilndilvildu, muncul kare lna adanya nilat untuk belrpelrillaku. Jilka 

silstelm el-fillilng ilnil dapat melmbelrilkan manfaat dan ke lgunaan yang 

melmudahkan wajilb pajak maka wajilb pajak dapat menerima dan 

menggunakan sistem e-filing tersebut dengan baik sehingga akan 

                                                             
91 Dr. Edi Riadi, Statistika Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS) (Yogyakarta: 

ANDI, 2016). 
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mempermudah wajilb pajak khususnya wajilb pajak yang telrdaftar dil KPP 

Pratama Batang dalam me lnilngkatkan kelpatuhan wajilb pajak dalam ke lwajilban 

pelrpajakannya. 

Pelnelliltilan yang dillakukan olelh Ilzra  Syarilfa (2021), Yelttil Mulyati l& 

Juli lI lsmanto (2021), dan Ailnun Aqilla (2021) melnyatakan pelnelrapan silstelm el-

fillilng belrpelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan telrhadap kelpatuhan wajilb pajak.92 

Berdasarkan urailan dan hasill pelnelliltilan selbellumnya, maka hilpotelsils yang 

dapat dilkelmbangkan adalah se lbagail belrilkut: 

H1 : Pelnelrapan Silstelm El-Fillilng belrpelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak pada Wajilb Pajak Orang Prilbadil dil KPP 

Pratama Batang. 

 

2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengetahuan Perpajakan ad lalah kemamlpuan wajilb pajak untuk 

mengetalhui dan mema lhami tarilf per lpajakan mau lpun peralturan per lpajakan 

yang dilbayarkan ser lta alkan memlberikan manlfaat terlsendiri lbagi merelka 

untulk menlikmati fasillitas yang te llah merelka bayar lkan kepad la negara d lan 

dilpergunakannya pun unltuk negalra selndilri.93 Waljib pajalk harus melmahami l 

telntang pelngeltahuan pelrpajakan agar dapat me lmelnuhil kelwajilban 

pelrpajakannya se lsuail delngan yang dilatur dalam ketentuan perpajakan. 

Ketidakpatuhan wajib pajak biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

mereka terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya pemahaman 

pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Melnurut teloril atrilbusil, pelngeltahuan pelrpajakan melrupakan faktor 

ilntelrnal yang melmpelngaruhil wajilb pajak dalam belrpelrillaku belrdasarkan 

keladaan.Delngan melnilngkatnya pelngeltahuan pelrpajakan masyarakat mellaluil 

pelndildilkan pelrpajakan bailk formal maupun non formal akan belrdampak 

posiltilf telrhadap wajilb pajak dalam melmatuhi lkelwajilban pelrpajakannya. 

Hubungan pengetahuan perpajakan dengan Theory Of Planned 

Behavior (TPB) yang melandasi bahwa perilaku manusia akan dipengaruhi 

                                                             
92 Syafira, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Dan 

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara.” 
93 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. 
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oleh motivasi dari manusia tersebut. Berlandaskan dengan teori tersebut, 

apabila seseorang memiliki kemauan untuk belajar melalui pendidikan formal 

maupun non formal mengenai tata cara dan ketentuan peraturan perpajakan 

maka, seseorang tersebut akan meningkat pengetahuannya mengenai 

peraturan perpajakan, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 

Penelitian yang dillakukan olelh Nazillatul Khunailna Ill Ailnul & Susantil 

(2021) dan Yelttil Mulyatil& JulilI lsmanto (2021) me lnyatakan bahwa 

pelngeltahuan pelrpajakan belrpelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan telrhadap 

kelpatuhan wajilb pajak.94 Dalam melnilngkatkan kelpatuhan dalam pe lrpajakan, 

pelngeltahuan pajak yang bailk dan belnar sangat dilpelrlukan olelh wajilb pajak. 

Belrdasarkan urailan dan hasill pelnelliltilan selbellumnya, maka hilpotelsils yang 

dapat dilkelmbangkan adalah selbagail belrilkut: 

H2 : Pengetahuan Perpajakan belrpelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak pada Wajilb Pajak Orang Prilbadil dil KPP 

Pratama Batang. 

 

2.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Melnurut Mardilasmo, pellanggaran telrhadap aturan pe lrpajakan dapat 

dilhilndaril delngan sanksil pelrpajakan. Sanksil Pelrpajakan me lrupakan jamilnan 

bahwa norma pelrpajakan akan dilpatuhil, delngan kata lailn sanksil pelrpajakan 

melrupakan alat pe lncelgahan (prelvelntilf) agar wajilb pajak tildak mellanggar 

norma perpajakan.95 Dengan diterapkannya sanksi perpajakan diharapkan 

mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah adanya 

pelanggaran –pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 

Menurut teloril atrilbusil, sanksil pelrpajakan melrupakan faktor elkstelrnal 

yang melmpelngaruhil wajilb pajak dalam belrpelrillaku belrdasarkan keladaan. 

Wajilb pajak celndelrung belrpelrillaku patuh telrhadap kelwajilban pelrpajakannya 

selbab adanya sanksil pelrpajakan yang me lmillilkil kelkuatan hukum yang 

melngilkat bagil para pellanggarnya. Sanksil pelrpajakan yang diltelrapkan 

                                                             
94 Ainul, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan 

Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Wonocolo.” 
95 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. 
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melmpunyail tujuan untuk me lndilsilplilnkan Wajilb Pajak. Jilka sanksil pelrpajakan 

banyak melrugilkan, maka para wajilb pajak akan me lmelnuhil kelwajilban 

pelrpajakannya, se lhilngga selmakilan belrat sanksil pelrpajakan maka akan 

melnilngkatkan kelpatuhan wajilb pajak. 

Berdasarkan hubungan Thelory of Planneld Belhavi lor (TPB) telrhadap 

varilabell sanksil pelrpajakan ilnil melnjellaskan bagailmana nilat wajilb pajak akan 

melmelnuhil kelwajilban pelrpajakannya apabilla sanksil pelrpajakan telrselbut 

diltelrapkan delngan bailk, selhilngga wajilb pajak akan melmandang bahwa sanksi l 

pelrpajakan telrselbut akan lelbilh banyak melrugilkannya, delngan delmilkilan wajilb 

pajak dapat mellakukan kelwajilban pelrpajakannya delngan bailk dan belnar. 

Pelnelliltilan yang dillakukan olelh Rafy Susantil, dkk (2020), Putu Rara 

Susmilt, dkk (2016), dan Puput Sole lkha, dkk (2018) me lnyatakan bahwa 

sanksil pelrpajakan belrpelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan telrhadap kelpatuhan 

wajilb pajak.96 Berdasarkan urailan dan hasill pelnelliltilan selbellumnya, maka 

hilpotelsils yang dapat dilkelmbangkan adalah selbagail belrilkut: 

H3 : Sanksil Pelrpajakan belrpelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan telrhadap 

Kelpatuhan Wajilb Pajak pada Wajilb Pajak Orang Prilbadil dil KPP 

Pratama Batang. 

  

                                                             
96 Susanti and others. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode deskriptif. Pelnelliltilan kuantiltatilf adalah meltodel 

pelnelliltilan belrtujuan untuk melngujil populasil atau sampell telrtelntu delngan cara 

melngumpulkan data me lnggunakan alat pelnelliltilan dan mellakukan analilsils data 

kuantiltatilf atau statilstilk yang belrtujuan untuk me lngujil hilpotelsils yang tellah 

diltelntukan sebelumnya.97 Pendekatan pelnelliltilan kuantiltatilf lelbilh melniltilkbelratkan 

pada pelrilstilwa -pelrilstilwa yang melmpunyail karaktelrilstilk telrtelntu dalam kelhildupan 

manusila yang dilselbut delngan varilabell. 

3.2 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data prilmelr (pri lmary data) adalah data yang dilkumpulkan selcara langsung 

olelh pelnelliltil untuk melmelcahkan suatu pe lrmasalahan atau tujuan pe lnelliltilan 

yang dillakukan delngan melnggunakan meltodel pelngumpulan data be lrupa 

survelil atau observasi.98 Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh 

dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang telah 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang. 

b. Data Sekunder 

Data selkundelr (selcondary data) adalah data yang dilpelrolelh selcara tildak 

langsung atau me lngacu pada ilnformasil yang dilkumpulkan daril sumbelr –

sumbelr yang sudah ada. Data ilnil dildapatkan daril belrbagail siltus laman welbsilte l 

telrkailt, publilkasil pelmelrilntah, buku maupun jurnal.99 Dalam pelnelliltilan ilnil 

sumbelr data selkundelr dilpelrolelh langsung dari KPP Pratama Batang, situs 

laman website Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Direktorat Jenderal 

Pajak, Jurnal Penelitian terkait dan lain sebagainya. 

 

                                                             
97 Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 

2017), hal 8. 
98 Sekaran Uma and Roger Bougie, Metode Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 6 Buku 1 

(Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal 130. 
99 Uma and Bougie. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasil melrupakan kelselluruhan daril subjelk atau obje lk penelitian.100 

Pelnelliltilan ilnil melnggunakan populasi lpelnelliltilan selluruh wajilb pajak orang prilbadi l 

yang telrdaftar dil KPP Pratama Batang. Alasan pelnellilti lmellakukan pelnelliltilan dil 

KPP Pratama Batang karelna dil KPP Pratama Batang telrdapat felnomelna bahwa 

kelpatuhan wajilb pajak yang masilh telrgolong relndah. Hal ilnil dapat dillilhat dari 

ldata jumlah wajilb pajak orang prilbadil yang dilkellola KPP Pratama Batang 

melngalamil kelnailkan daril tahun kel tahun namun jilka dillilhat daril selgil relalilsasil 

pelnelrilmaan pajak belrfluktuasil seltilap tahunnya 

Sampel adalah sebagian dari suatu populasi yang digunakan untuk 

menentukan sifat serta ciri yang diinginkan dari suatu populasi. Metode 

pengambilan sampel dalam pelnelliltilan ilnil yailtu melnggunakan meltode lsilmple l 

random samplilng. Meltode lilnil melrupakan cara pelngambillan sampell daril suatu 

populasil yang dillakukan selcara acak tanpa melmpelrhatilkan strata yang ada dalam 

populasil telrselbut. Meltode lsilmplel random sampli lng adalah bagilan daril telknilk 

Probabilli lty sampli lng yang melrupakan pelnarilkan sampell yang dildasarkan pada 

gagasan bahwa selluruh unilt populasil melmpunyail kelselmpaatan yang sama untuk 

diljadilkan sampell, selhilngga dalam rancangan ilnil tildak telrdapat dilskrilmilnasil unilt 

populasil yang satu delngan yang lailnnya, karelna selmua melmillilkil kelselmpatan yang 

sama untuk menjadi sampel.101 

Populasil dalam pelnelliltilan ilnil belrjumlah 183.125 wajilb pajak orang prilbadi l 

yang telrdaftar dil KPP Pratama Batang. Alasan peneliti memilih wajib pajak orang 

pribadi dalam penelitiannya karena dari data jumlah wajib pajak orang pribadi 

yang dikelola KPP Pratama Batang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun 

namun jika dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak berfluktuasi setiap 

tahunnya, maka dapat dinilai bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Batang masih tergolong rendah.  

Untuk melnelntukan jumlah sampell pada pelnelliltilan ilnil, pelnuli ls 

melnggunakan rumus Sloviln. Rumus Sloviln yailtu : 

                                                             
100 “Asep Hermawan Husna Leila Yusran, Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif 

(Jakarta: PT. Desindo Putra Mandiri, 2017), hal 80". 
101 “Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu -Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: PT. fajar Interpratama Mandiri, 2017)". 
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n = 
𝑁

1+𝑁.𝑒2
  

n = 
183.125

1+183.125 .(0,1)2
  

n = 
183.125

1.832,25
   

n = 100  

Dari pelrhiltungan melnggunakan rumus dilatas daril kelselluruhan jumlah 

wajilb pajak orang prilbadil yang telrdaftar dil KPP Pratama Batang. Hasill dari l 

pelrhiltungan melnunjukkan bahwa jumlah sampe ll yang dapat dilgunakan selbanyak 

100 sampell wajilb pajak orang prilbadil. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Telknilk pelngumpulan data dalam pelnelliltilan ilnil melnggunakan kue lsilonelr 

yang dilselbarkan kelpada relspondeln selcara langsung. Kue lsilonelr yang dilselbarkan 

belrupa daftar pelrnyataan melngelnail masalah yang be lrkailtan delngan varilabell yang 

diltelliltil. Kuelsilonelr dilbelrilkan kelpada wajilb pajak orang prilbadil yang pelrnah 

melnggunakan silstelm el-fillilng. Kuelsilonelr dilukur delngan melnggunakan skala lilkelrt. 

Skala lilkelrt yang dilgunakan dalam pe lnelliltilan ilnil adalah skala lilkelrt 1-4 yang 

diljabarkan selbagail belrilkut:  

1. Skor 4 sebagai jawaban Sangat Setuju (SS) 

2. Skor 3 sebagai jawaban Setuju (S) 

3. Skor 2 sebagai jawaban Tidak Setuju (TS) 

4. Skor 1 sebagai jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 

jenis variabel yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel 

independen (variabel bebas). 

1. Varilabell Delpelndeln (Varilabell Telrilkat) adalah varilabell yang nillailnya 

dilpelngaruhil olelh varilabell ilndelpelndeln. Dalam pe lnelliltilan ilnil varilabe ll 

delpelndeln yang dilgunakan adalah Ke lpatuhan Wajilb Pajak. 
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2. Varilabell I lndelpelndeln (Varilabell Belbas) adalah varilabell yang melnjadil 

pelnyelbab telrjadilnya atau telrpelngaruhilnya varilabell delpelndeln. Dalam 

pelnelliltilan ilnil, varilabell ilndelpelndeln yang dilgunakan adalah pe lnelrapan 

silstelm el-fillilng, pelngeltahuan pelrpajakan, dan sanksil pelrpajakan. 

 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Defilnilsil Opelrasilonal Varilabell Pelnelliltilan yailtu melnjellaskan/ 

melndelskrilpsilkan varilabell –varilabell yang ada dalam pe lnelliltilan. Varilabell yang 

dilgunakan dalam pe lnelliltilan ilnil adalah kelpatuhan wajilb pajak, pelnelrapan 

silstelm el-fillilng, pelngeltahuan pelrpajakan dan sanksil pelrpajakan. Varilabe ll 

kelpatuhan wajilb pajak dalam pe lnelliltilanilnil melrupakan varilabell telrilkat, 

seldangkan varilabell pelnelrapan silstelm el-filli lng, pelngeltahuan pelrpajakan, dan 

sanksil pelrpajakan melrupakan varilabell belbas.Tabel 3. 1 Variabel Penelitian, 

Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Penerapan 

Sistem E-Filing 

(X1) 

Penerapan Sistem  El-

Fi lli lng adalah suatu cara 

pelnyampailan SPT dan 

pelnyampailan 

pelmbelriltahuan 

pelrpanjangan SPT 

Tahunan selcara 

ellelktronilk yang 

dillakukan selcara onlilnel 

dan relal ti lmel mellalui l 

Pelnyeldila Jasa Aplilkasi l 

(ASP). 

1. Keamananl dan lKerahasiaan 

merupa lkan selberapa kua ltnya 

peranglkat telknologi untu lk menljaga 

lkeamanan dlan keralhasiaan wajilb 

pajalk. 

2. Kesilapan telknologi inlformasi 

merupa lkan selkumpulan sumlber 

daya inlformasi organlisasi, lperan 

lpenggunaannya, selrta manajlemen 

yang menja llankannya apalkah sudlah 

komlpeten di b lidangnya. 

3. Perseps li penggunla merupalkan 

ulkuran lpenggunaan telknologi dlapat 

dlipercaya alkan mendlatangkan 

manfaat bagi penggunanya. 

4. Plersepsi kemudlahan suatu ulkuran 

selbuah system dlengan mudlah di 

pahami untuk dligunakan.  

Dilukur mellalui l 

kuelsilonelr 

delngan 

melnggunakan 

skala lilkelrt 
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(Amalia & Hapsari, 2018) 

Pengetahuan 

Perpajakan 

(X2) 

Pengetahuan Perpajakan 

adalah kemampuan 

wajib pajak untuk 

mengetahui dan 

memahami tarif 

perpajakan maupun 

peraturan perpajakan 

yang dibayarkan serta 

akan memberikan 

manfaat tersendiri bagi 

mereka untuk 

menikmati fasilitas yang 

telah mereka bayarkan 

kepada negara dan 

dipergunakannya pun 

untuk negara sendiri. 

1. Pengeltahuan melngelnail Keltelntuan 

Umum dan Tata Cara Pelrpajakan. 

2. Pengeltahuan melngelnail silstelm 

pelrpajakan di lIlndonelsila. 

3. Pengeltahuan melngelnail fungsil 

pelrpajakan. 

 (Amalia & Hapsari, 2018) 

Dilukur mellalui l 

kuelsilonelr 

delngan 

melnggunakan 

skala lilkelrt 

Sanksi 

Perpajakan 

(X3) 

Sanksil Pelrpajakan 

melrupakan jamilnan 

bahwa keltelntuan 

pelraturan pelrundang- 

undangan pelrpajakan 

(norma pelrpajakan) 

akan 

dilturutil/diltaatil/dilpatuhil. 

Atau delngan kata lailn 

sanksil pelrpajakan 

melrupakan alat 

pelncelgah (prelvelnti lf) 

agar wajilb pajak tildak 

mellanggar norma 

pelrpajakan. 

1. Sanksil Pildana yang dilkelnakan bagil 

pellanggar aturan pajak cukup belrat. 

2. Sanksil Admilnilstrasil yang dilkelnakan 

bagil pellanggar aturan pajak sangat 

rilngan. 

3. Pelngelnaan sanksil pajak yang cukup 

belrat melrupakan salah satu sarana 

melndildilk wajilb pajak. 

4. Pelngelnaan sanksil atas pellanggaran 

pajak dapat dilnelgoilsasilkan. 

 (Dwi, Tanno dan Ismail, 2019) 

 

Dilukur mellalui l 

kuelsilonelr 

delngan 

melnggunakan 

skala lilkelrt 

Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) 

Kelpatuhan Wajilb Pajak 

melrupakan keltaatan 

wajilb pajak dalam 

1. Aspelk lketepatan wa lktu merupalkan 

presenltase pellaporan SlPT yang 

disampa likan telpat waktu sesuai 

Dilukur mellalui l 

kuelsilonelr 

delngan 
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melmbayar pajak dan 

melrupakan suatu 

keladaan dilmana wajilb 

pajak melmelnuhil selmua 

kelwajilban pelrpajakan 

dan mellaksanakan hak 

pelrpajakannya. 

 

dengan lketentuan yang ber llaku. 

2. Aslpek Income atau penglhasilan 

Wajlib Pajalk merupa lkan kesedliaan 

memlbayar kewajliban angsu lran 

Pajalk Penglhasilan (PPh) sesuai 

keltentuan yang ber llaku. 

3. Aspelk l law enlforcement merupalkan 

pemlbayaran tungga lkan paja lk yang 

ditetap lkan berdlasarkan Sulrat 

Ket letapan lPajak (S lKP) selbelum 

jatuh tempo. 

4. Aspelk pemlbayaran merupakan 

menyeltor atau memlbayar pajalk yang 

terutang ke lKantor Plos, Bank yang 

tellah ditetap lkan atau diltunjuk olleh 

Mlenteri lKeuangan. 

(Yetti Mulyati & Juli Ismanto, 2021) 

melnggunakan 

skala lilkelrt 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif adalah statilstilk yang dilgunakan untuk 

melnganalilsils data yang dilkumpulkan delngan cara me lndelskrilpsilkan atau 

melnggambarkan data. Tujuan analilsils statilstilk delskrilptilf adalah untuk 

melmbelrilkan gambaran me lngelnail delmografil relspondeln mellalui lpelnggunaan 

pelngukuran telndelnsil selntral seperti nilai maximum, nilai minimum, rata –rata 

dan standar deviasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang  

demografi responden.102 Dalam pelnelliltilan ilnil analilsils statilstilk delskrilptilf 

dilgunakan untuk me lnganalilsils tanggapan relspondeln melngelnail pelngaruh 

pelnelrapan silstelm el-fillilng, pelngeltahuan pelrpajakan, dan sanksil pelrpajakan 

telrhadap kelpatuhan wajilb pajak orang pribadi. 

 

                                                             
102 Irma Istiariani, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap 

Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jateng)", Jurnal Pemikiran Islam, 19.1 

(2018), 63–88. 
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3.6.2 Uji Intrumen Penelitian 

3.6.2.1 Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya.103 Uji Validitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat 

kevalidan suatu kuesioner. Kuelsilonelr dilkatakan valild jilka kuelsilonelr 

telrselbut mampu melngukur apa yang harus di ukur serta menguji data 

untuk menentukan apakah data tersebut sesuai dengan kenyataan atau 

tidak. Uji Validitas dapat dilihat melalui nilai Person Correlation.104 Jika 

hasill ujil valildiltas Rhiltung lelbilh belsar darilpada nillai lRTabell, maka ilndilkator 

telrselbut dilanggap valild. Ujil valildiltas ilnil dilanggap valild keltilka tilngkat 

silgnilfilkansi <0,05.105 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah alat yang dilgunakan untuk me lngukur 

selbelrapa rellilabell atau handal suatu kue lsilonelr yang belrfungsil selbagai 

lilndilkator varilabell. Suatu kuelsilonelr dilanggap rellilabell atau handal jilka 

jawaban relspondelnnya konsilsteln atau stabill daril waktu kel waktu. Untuk 

melnguji luji lrellilabilliltas dalam pelnelliltilan ilni lmelnggunakan koe lfilsile ln 

Cronbach’s Alpha. Pelngambillan kelputusannya jilka nillai lCronbach’s 

Alpha mellelbilhil 0,6 maka pelrtanyaan varilabell telrselbut dinyatakan reliabel 

dan jika nilai Cronbach’s Alpha kurang dari 0,6, maka pertanyaan variabel 

tersebut dianggap tidak reliabel.106 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dillakukan untuk melngeltahuil apakah data 

telrdilstrilbusil selcara normaliltas atau tildak. Ujil normaliltas belrtujuan untuk 

melnelntukanapakah ada kontrilbusil daril varilabell delpelndeln dan varilabe ll 

                                                             
103 Saifudin Azwar, Reliabilitas Dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). 
104 Ellyn Nurbaiti, Heru Susilo, and Rosalita Rachma Agusti, ‘Pengaruh Implementasi 

Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan’, 9.1 

(2016), 1–9. 
105 Jusuf Soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian"  (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), p. 173. 
106 Soewadji, p. 177. 
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ilndelpelndeln dalam mode ll regresi.107 Model relgrelsi lyang bailk ilalah yang 

melmillilkil data yang te lrdilstrilbusil normal. Ujil normaliltas dillakukan 

melnggunakan uji lKolmogorov Smi lrnov yang mana suatu data dilanggap 

normal apabilla nillai lAsynp. Si lg. (2-tailed) > 0,05.108 

3.6.3.2 Uji Multikolineritas 

Uji Multikolineritas bertujuan guna melngeltahuil ada atau tildaknya 

korellasil atau hubungan yang te lrjadil antara varilabell ilndelpelndeln. Modell 

relgrelsil yang bailk selharusnya tildak telrjadilnya korellasil atau hubungan 

dilantara varilabell ilndelpelndelnnya. Pelngujilan multilkolilnelriltas dapat dillilhat 

daril belsarnya Tolelrancel Valueldan  Vari lance lI lnflati lon Factor (VI lF). Jilka 

nillai lTolelrancel Valuel≥ 0,10 atau sama de lngan nillail VI lF ≤ 10, maka 

dikatakan tidak terjadi multikolineritas.109 Jika varilabell ilndelpelndeln salilng 

belrkolelrasil, maka varilabell –varilabell ilnil tildak ortogonal. Varilabe ll 

ortogonal adalah varilabell ilndelpelndeln yang nillail korellasil antar selsama 

varilabell ilndelpelndeln sama delngan nol. 

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas belrtujuan untuk me lngujildan melngeltahui l 

ada atau tildaknya kelsamaan varilan daril nillail relsildual untuk pe lngamatan 

pada modell relgrelsil. Jilka dalam suatu pe lnelliltilan varilance lrelsildual belrsilfat 

teltap, maka dilselbut selbagai lhomoskeldasti lsiltas. Jika dalam suatu penelitian 

variance residual bersifat tidak tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Uji 

Heterokedastisitas dilakukan menggunakan uji glejser. Pada uji lgleljselr, 

modell relgrelsil lilnilelr yang dilgunakan dalam pe lnelliltilan ilnil dilrelgrelsilkan 

untuk melndapatkan nillail relsildual. Jilka nillail silgnilfilkansi l> 0,05 maka tildak 

telrjadi lheltelrokeldasti lsiltas, belgiltu juga selbalilknya jilka nillail silgnilfilkansilnya 

< 0,05 maka te lrjadi lheltelrokeldasti lsiltas dalam modell regresi ini.110 

                                                             
107 “Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS" (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)'. 
108 ‘Haryadi Sarjono and Winda Julianita, "SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi 

Untuk Riset" (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.53'. 
109 S Nurhidayah, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten", 2015. 
110 ‘Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS" (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h.143.’ 
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3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan analisis yang digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas dan variabel 

terikat.111 Berikut rumus analisis regresi linear berganda : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keltelrangan : 

Y = Kelpatuhan Wajilb Pajak 

α = Konstanta 

β1 = Koelfilsileln relgrelsil varilabell pelnelrapan silstelm el-fillilng 

β2 = Koelfilsileln relgrelsil varilabell pelngeltahuan pelrpajakan 

β3 = Koelfilsileln relgrelsil varilabell sanksil pelrpajakan 

X1 = Pelnelrapan Silstelm E l-Fillilng 

X2 = Pelngeltahuan Pelrpajakan 

X3 = Sanksil Pelrpajakan 

el = Elstilmasi lelrror 

3.6.5 Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji Signifikansi Parsial (T-test) 

Uji T dilgunakan untuk me lngeltahuil selcara parsilal pelngaruh 

varilabell ilndelpelndeln telrhadap varilabell delpelndeln, dan apakah belrpelngaruh 

selcara silgnilfilkan atau tildak. Uji T ini bertujuan untuk melihat seberapa 

besar pelngaruh antara varilabell ilndelpelndeln pelnelrapan silstelm el-fillilng (X1), 

pelngeltahuan pelrpajakan (X2), dan sanksil pelrpajakan (X3) te lrhadap 

varilabell delpelndeln kelpatuhan wajilb pajak (Y). Delngan pelngambillan data 

kelputusan, yaitu :112 

 Apabilla nillail silgnilfilkansil (silg) > 0,05 atau thiltung< ttabell, maka varilabe ll 

ilndelpelndeln (X) selcara ilndilvildual tildak belrpelngaruh telrhadap 

varilabell delpelndeln (Y). 

 Apabilla nillail silgnilfilkansil (silg) < 0,05 atau thiltung> ttabell, maka varilabe ll 

ilndelpelndeln (X) selcara ilndilvildual belrpelngaruh telrhadap varilabe ll 

delpelndeln (Y). 

                                                             
111 Solekhah. 
112 Morissan, Statistik Sosial (Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Grup), 

2016), 187. 
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3.6.5.2 Uji Regresi Simultan (F-test) 

Uji F dilgunakan untuk me lngeltahuil pelngaruh varilabell ilndelpelnde ln 

selcara belrsama –sama (silmultan) telrhadap varilabell dependen.113 Dalam 

pelnelliltilan ilnil melngujil pelngaruh selcara belrsama –sama (silmultan) antara 

pelnelrapan silstelm el-fillilng (X1), pelngeltahuan pelrpajakan (X2), sanksil 

pelrpajakan (X3) belrpelngaruh silmultan telrhadap kelpatuhan wajilb pajak 

(Y).  Delngan pelngambillan data kelputusan, yaitu : 

 Apabila Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka variabel independen secara 

simultan tildak belrpelngaruh silgnilfilkan telrhadap varilabell delpelndeln. 

 Apabilla Fhiltung lelbilh belsar daril Ftabell maka varilabell ilndelpelndeln selcara 

silmultan belrpelngaruh silgnilfilkan telrhadap varilabell dependen.114 

3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Deltelrmilnasi ldilgunakan untuk me lngeltahuil selbelrapa 

belsar sumbangan atau kontrilbusil varilabell ilndelpelndeln telrhadap varilabe ll 

delpelndeln.115 Delngan kriltelrila jilka angka koelfilsileln deltelrmilnasil dalam 

modell relgrelsil telrus melnelrus kelcill atau selmakiln delkat delngan nol maka 

selmakiln kelcill pelngaruh selmua varilabell ilndelpelndeln telrhadap varilabe ll 

delpelndeln, selbalilknya jilka nillai lR2 selmakiln melndelkatil angka 100% maka 

selmakiln belsar pelngaruh selmua varilabell ilndelpelndeln telrhadap varilabell 

delpelndeln. Rumus Ujil Koelfilsileln Deltelrmilnasil yaitu : 

 

 

Keterangan : 

R2 = Koefisien Determinasi 

r2 = Koefisien Korelasi 

  

                                                             
113 Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8" 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016). 
114 Duwi Priyatno, SPSS Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate., h.56 
115 Priyatno, hal. 50. 

 
R

2
 = r

2
 X 100% 



59 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Umum Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Umum KPP Pratama Batang 

Kantor Pellayanan Pajak Pratama Batang me lrupakan ilnstansi l 

Dilrelktorat Jelndelral Pajak yang masilh dilbawah naungan Ke lmelntrilan 

Keluangan Nelgara yang melmpunyail tugas melnghilmpun pelnelrilmaan 

pajak dil willayah kelrjanya yang melncakup Kabupateln Batang dan 

Kabupateln Kelndal. Kantor Pellayanan Pajak Pratama Batang be lrlokasil 

telpatnya dil Jl. Slamelt Rilyadil No. 25, Keldungmilril, Kaselpuhan, 

Kelcamatan Batang, Kabupate ln Batang, Jawa Te lngah 51216. 

Struktur Organilsasil Kantor Pellayanan Pajak Pratama Batang te lrdilril 

daril kelpala kantor, sub bagilan umum dan ke lpatuhan ilntelrnal, selksi l 

pellayanan, se lksil pelngolahan data dan ilnformasil, selksil pelmelrilksaan, selksi l 

pelngawasan dan konsultasi lI l, selksil pelngawasan dan konsultasi lI lI l, selksil 

pelngawasan dan konsultasi lI lI lI l, selksil pelngawasan dan konsultasi lI lV, 

selksi lelkstelnsilfilkasil dan pelnyuluhan, dan se lksil pelnagilhan. Telmpat 

pellayanan telrpadu KPP Pratama Batang dillelngkapil delngan belrbagai l 

fasilliltas antara lailn; aplilkasil antrilan el-Pellayanan, frelel chargilng, ruang 

laktasil, tela and coffel cornelr, ruang krelatilviltas anak dan rellaksasil, klilnilk 

pratama, pelmilnjaman kacamata baca, ruang silmpatilk pajak, masjild al-

kautsar, telmpat parkilr umum dan dilfabell, toillelt untuk dilfabell, tangga dan 

kursil roda untuk dilfabell dan lansila, kantor pos, dan smokilng arela. 

Kelpuasan wajilb pajak dil KPP Pratama Batang dilrancang untuk 

melmbelrilkan kelmudahan lelbilh kelpada wajilb pajak. 

4.1.2 Visi KPP Pratama Batang 

Melnjadil kantor pellayanan pajak te lrbailk selhilngga wajilb pajak dapat 

mellaksanakan kelwajilban pelrpajakannya selcara telpat dan mudah. 

4.1.3 Misi KPP Pratama Batang 

1. Berkontrilbusil maksilmal kelpada pelnyellelnggara fungsil admilnilstrasil 

delngan melnelrapkan undang –undang pelrpajakan selcara adill dan 
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melnumbuhkan partilsilpasil sukarella wajilb pajak dalam pe lmelnuhan 

kelwajilban pelrpajakannya. 

2. Mewujudkan harmony tax offilce lyaknil kantor yang me lnye llaraskan 

pellayanan kelpada wajilb pajak dan ke lpada pelgawail dalam rangka 

melnghasillkan kilnelrja yang unggul. 

4.1.4 Motto KPP Pratama Batang 

Mellayanil delngan hatil, silmpatil, dan krelasil tilada helntil. 

4.1.5 Janji KPP Pratama Batang 

Pellayanan yang tuntas se lsuail delngan pelraturan yang be lrlaku, pellayanan 

yang ramah de lngan selnyum, sapa, dan salam, pe lrbailkan telrus melnelrus 

melnuju ilnstansil telrpelrcaya. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Data dalam pelnelliltilan ilnil dildapatkan delngan cara pe lnyelbaran kuelsilone lr 

selcara langsung kelpada relspondeln mellalui lellelkronilk (googlelform) ataupun filsilk 

(kelrtas). Sampell yang dilgunakan selbanyak 100 sampell wajilb pajak orang prilbadi l 

yang telrdaftar dil KPP Pratama Batang de lngan  11 pelrtanyaan. Adapun 

karaktelrilstilk relspondeln dalam pelnelliltilan ilnil dildasarkan pada je lnils kellamiln, usila, 

pelndildilkan telrakhilr, profelsil, sudah melmillilkil NPWP, mellaporkan SPT Tahunan 

PPh selcara telpat waktu, cara me llaporkan SPT Tahunan PPh, Je lnils SPT yang 

dillaporkan, Pelnghasillan/ Tahun, dan status. Hasill daril pelnyelbaran kuelsilonelr dapat 

dillilhat pada tabell- tabell belrilkut ilnil: 

4.2.1 Jenis Kelamin 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan jelnils kellamiln yang pelnelliltil pelrole lh 

daril pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut: 

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

1. Laki - Laki 44 44% 

2. Perempuan 56 56% 

Total 100 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2023 
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Belrdasarkan tabe ll 4.1 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil di lKantor Pe llayanan Pajak Pratama Batang telrkailt jelnils kellamiln dalam 

pelnelliltilan ilnil adalah relspondeln yang belrjelnils kellamiln lakil –lakil belrjumlah 44 

relspondeln atau selbelsar 44% dan re lspondeln yang belrjelnils kellamiln pelrelmpuan 

belrjumlah 56 relspondeln atau selbelsar 56%. Delngan delmilkilan dapat 

dilsilmpulkan bahwa re lspondeln yang belrjelnils kellamiln pelrelmpuan lelbilh banyak 

dilbandilngkan delngan relspondeln yang belrjelnils kellamiln lakil -lakil. 

 

4.2.2 Usia 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan usila yang pelnelliltil pelrolelh daril 

pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut : 

Tabel 4. 2  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah Responden Presentase 

1. 20 -30 tahun 68 68% 

2. 31 -40 tahun 13 13% 

3. 41 -50 tahun 11 11% 

4. >50 tahun 8 8% 

Total 100 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2023 

Belrdasarkan tabe ll 4.2 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil dil Kantor Pellayanan Pajak Pratama Batang te lrkailt usila dalam pelnelliltilan 

ilnil adalah relspondeln yang belrusila 20-30 tahun belrjumlah 68 re lspondeln atau 

selbelsar 68%, relspondeln yang belrusila 31- 40 tahun belrjumlah 13  relspondeln 

atau selbelsar 13%, relspondeln yang belrusila 41-50 tahun belrjumlah 11 atau 

selbelsar 11%, dan relspondeln yang belrusila >50 tahun belrjumlah 8 atau se lbelsar 

8%. 

 

4.2.3 Pendidikan Terakhir 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan pelndildilkan telrakhilr yang pelnelliltil 

pelrolelh daril pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut : 
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Tabel 4. 3  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Presentase 

1. SMA 36 36% 

2. Diploma 18 18% 

3. Sarjana 32 32% 

4. Magister 7 7% 

5. Lainnya 7 7% 

Total 100 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2023 

Belrdasarkan tabe ll 4.3 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil dil Kantor Pe llayanan Pajak Pratama Batang telrkailt pelndildilkan telrakhilr 

dalam pelnelliltilan ilnil adalah tilngkat pelndildilkan SMA be lrjumlah 36 re lsponde ln 

atau selbelsar 36%, tilngkat pelndildilkan telrkahilr Dilploma belrjumlah 18 atau 

selbelsar 18%, tilngkat pelndildilkan telrkahilr Sarjana be lrjumlah 32 re lspondeln atau 

selbelsar 32%, tilngkat pelndildilkan telrakhilr Magilstelr belrjumlah 7 re lspondeln atau 

selbelsar 7%, dan tilngkat pelndildilkan telrakhilr lailnnya belrjumlah 7 relsponde ln 

atau selbelsar 7%. 

 

4.2.4 Profesi 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan profelsil yang pelnelliltil pelrolelh daril 

pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut : 

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi 

No. Profesi Jumlah Responden Presentase 

1. Pegawai (PNS, Swasta, BUMN, dll) 56 56% 

2. Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, 

Akuntan, Arsitek, dll) 

19 19% 

3.  Pelaku Usaha 4 4% 

4. Lainnya 21 21% 

Total 100 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2023  

Belrdasarkan tabe ll 4.4 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil di lKantor Pellayanan Pajak Pratama Batang terkait Profesi dalam 
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penelitian ini adalah Pegawai (PNS, Swasta, BUMN, dll) berjumlah 56 

responden atau sebesar 56%, Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, 

Arsitek, dll) berjumlah 19 responden atau sebesar 19%, Pelaku Usaha 

berjumlah 4 responden atau sebesar 4% dan Lainnya berjumlah 21 responden 

atau sebesar 21%. 

 

4.2.5 Sudah Memiliki NPWP 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan  sudah melmillilkil npwp yang pelnelliltil 

pelrolelh daril pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut : 

Tabel 4. 5  Karakteristik Responden Berdasarkan Sudah Memiliki NPWP 

No. Sudah Memiliki NPWP Jumlah Responden Presentase 

1. Sudah 100 100% 

2. Belum 0 0% 

Total 100 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2023 

Belrdasarkan tabe ll 4.5 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil dil Kantor Pellayanan Pajak Pratama Batang terkait sudah memiliki 

NPWP atau belum adalah sudah memiliki NPWP berjumlah 100 responden 

atau sebesar 100% dan belum memiliki NPWP berjumlah 0 responden atau 

sebesar 0%. 

 

4.2.6 Melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan mellaporkan spt tahunan pph selcara 

telpat waktu yang pelnelliltil pelrolelh daril pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut : 

Tabel 4. 6  Karakteristik Responden Berdasarkan Melaporkan SPT Tahunan 

secara tepat waktu 

No. SPT Tahunan PPh secara tepat waktu Jumlah Responden Presentase 

1. Ya  100 100% 

2. Tidak 0 0% 

Total 100 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2023 

Belrdasarkan tabe ll 4.6 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil di lKantor Pellayanan Pajak Pratama Batang te lrkailt mellaporkan SPT 
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Tahunan PPh secara tepat waktu adalah Ya berjumlah 100 responden atau 

sebesar 100%, dan Tidak berjumlah 0 responden atau sebesar 0%. 

 

4.2.7 Cara melaporkan SPT Tahunan PPh 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan cara mellaporkan spt tahunan pph 

yang pelnelliltil pelrolelh daril pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut : 

Tabel 4. 7  Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Melaporkan SPT 

Tahunan PPh 

No. 
Cara melaporkan SPT Tahunan 

PPh 
Jumlah Responden Presentase 

1. Manual/ Datang ke KPP 4 4% 

2. E-Filing 96 96% 

Total 100 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2023 

Belrdasarkan tabe ll 4.7 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil dil Kantor Pellayanan Pajak Pratama Batang te lrkailt cara mellaporkan 

SPT Tahunan PPh adalah Manual/ Datang ke KPP berjumlah 4 responden atau 

sebesar 4%, dan E-Filing berjumlah 96 responden atau sebesar 96%. 

 

4.2.8 Jenis SPT yang dilaporkan 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan jelnils spt yang dillaporkan yang 

pelnelliltil pelrolelh daril pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut: 

Tabel 4. 8  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis SPT yang 

dilaporkan 

No. Jenis SPT yang dilaporkan Jumlah Responden Presentase 

1. 1770S 29 29% 

2. 1770SS 71 71% 

Total 100 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2023 

Belrdasarkan tabell 4.8 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil dil Kantor Pe llayanan Pajak Pratama Batang te lrkailt jelnils SPT yang 
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dilaporkan adalah 1770S berjumlah 29 responden atau sebesar 29% dan 

1770SS berjumlah 71 responden atau sebesar 71%. 

 

4.2.9 Penghasilan/ Tahun 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan pelnghasillan/tahun yang pelnelliltil 

pelrolelh daril pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut : 

Tabel 4. 9  Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/ Tahun 

No. Penghasilan/ Tahun Jumlah Responden Presentase 

1. Rp 0 –Rp 60.000.000 71 71% 

2. Rp 60.000.000 –Rp 250.000.000 28 28% 

3. >Rp 250.000.000 –Rp 500.000.000 1 1% 

4. >Rp 500.000.000–Rp 1.000.000.000 0 0% 

5. >Rp 1.000.000.000 0 0% 

Total 100 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2023 

Belrdasarkan tabe ll 4.9 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil dil Kantor Pellyanan Pajak Pratama Batang te lrkailt Pelnghasillan/Tahun 

adalah yang berpenghasilan Rp 0 –Rp 60.000.000 berjumlah 71 responden atau 

sebesar 71%, yang berpenghasilan Rp 60.000.000 –Rp 250.000.000 berjumlah 

28 responden atau sebesar 28%, yang berpenghasilan >Rp 250.000.000 –Rp 

500.000.000 berjumlah 1 responden atau sebesar 1%, >Rp 500.000.000 –Rp 

1.000.000.000 berjumlah 0 responden atau sebesar 0% dan yang 

berpenghasilan >Rp 1.000.000.000 berjumlah 0 responden atau sebesar 0%. 
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4.2.10 Status 

Karaktelrilstilk relspondeln belrdasarkan status yang pelnelliltil pelrolelh daril 

pelngilsilan kuelsilonelr selbagail belrilkut: 

Tabel 4. 10  Karakteristik Responden Berdasarkan Status 

No. Status Jumlah Responden Presentase 

1. TK/0 63 63% 

2. TK/1 0 0% 

3. TK/2 0 0% 

4. TK/3 0 0% 

5. K/0 8 8% 

6. K/1 6 6% 

7. K/2 19 19% 

8. K/3 4 4% 

Total 100 100% 

Sumber :  Data Primer diolah, 2023 

 

Belrdasarkan tabe ll 4.10 melnunjukkan hasill relspondeln wajilb pajak orang 

prilbadil di lKantor Pellayanan Pajak Pratama Batang te lrkailt Status adalah 

kelompok status belum menikah (TK/0) berjumlah 63 responden atau sebesar 

63%, belum menikah tanggungan 1 (TK/1) berjumlah 0 responden atau sebesar 

0%, belum menikah tanggungan 2 (TK/2) berjumlah 0 responden atau sebesar 

0%, belum menikah tanggungan 3 (TK/3) berjumlah 0 responden atau sebesar 

0%, sudah menikah belum mempunyai tanggungan (K/0) berjumlah 8 

responden atau sebesar 8%, sudah menikah mempunyai tanggungan 1 (K/1) 

berjumlah 6 responden atau sebesar 6%, sudah menikah mempunyai 

tanggungan 2 (K/2) berjumlah 19 responden atau sebesar 19%, sudah menikah 

mempunyai tanggungan 3 (K/3) berjumlah 4 responden atau sebesar 4%. 
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4.3 Teknik Analisis Data 

4.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Dalam pelnelliltilan ilnil analilsils statilstilk delskrilptilf melnggunakan nillai l 

milnilmum, maksilmum, rata –rata dan standar delvilasil atas jawaban para 

relspondeln daril seltilap variabel.116 Variabel yang diltelliltil olelh pelnelliltil dalam 

pelnelliltilan ilnil adalah Pelnelrapan Silstelm E l-Filli lng (X1), Pelngeltahuan Pelrpajakan 

(X2), Sanksil Pelrpajakan (X3), dan Kelpatuhan Wajilb Pajak (Y). Hasil dari uji 

statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 11  Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Penerapan Sistem E-Filing 100 11 16 14,17 1,429 

Pengetahuan Perpajakan 100 9 12 10,63 1,134 

Sanksi Perpajakan 100 12 16 14,35 1,466 

Kepatuhan Wajib Pajak 100 12 16 14,38 1,420 

Valid N (listwise) 100     

Sumber : Output SPSS 26 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa N melrupakan jumlah 

relspondeln pada pelnelliltilan ilnil yailtu selbanyak 100 relspondeln. Nillail milnilmum 

adalah nillail skor telrelndah, seldangkan nillai lmaxilmum adalah nillail skor 

telrtilnggil. Melan adalah hasill pelnjumlahan nillail milnilmum dan nillai lmaxilmum 

yang dilbagil dua. Standar Delvilasil adalah akar daril jumlah kuadrat daril sellilsilh 

nillail rata delngan rata –rata dilbagi ldelngan banyaknya data. Se lmakiln tilnggi l 

tilngkat standar de lvilasilnya maka akan selmakiln heltelrogelniltas, yang artilnya 

bahwa jawaban re lspondeln telrhadap pelrtanyaan pada kue lsilonelr selmaki ln 

belrvarilasil. Selbalilknya jilka selmakiln relndah tilngkat standar de lvilasilnya maka 

jawaban relspondeln telrhadap pelrnyataan pada kuelsilonelr selmakiln homogeln, 

yang artilnya bahwa varilasil jawaban selmakiln kelcill. 

Dari tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa hasil statistik deskriptif dari 

masing –masing variabel adalah sebagai berikut: 

                                                             
116  Irma Istiariani, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap 

Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jateng)", Jurnal Pemikiran Islam, 19.1 

(2018), 63–88. 
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1. Variabel Pelnelrapan Silstelm E l-Fillilng melmillilkil nillail milnilmum selbelsar 11 

dan untuk nillail maksilmumnya selbelsar 16.Nillail rata –rata (melan) jawaban 

relspondeln melngelnail varilabell pelnelrapan silstelm el-filli lng yailtu 14,17. Daril 

nillail rata –rata ilnil melnunjukkan bahwa pe lnelrapan silstelm el-fillilng yang 

diltelrapkan olelh wajilb pajak orang prilbadil dil KPP Pratama Batang tellah 

dilrasakan manfaatnya. Standar delvilasil pada varilabell pelnelrapan silstelm el-

fillilng selbelsar 1,429 yang melnunjukkan bahwa jawaban re lspondeln 

belrvarilasi. 

2. Variabel Pelngeltahuan Pelrpajakan melmillilkil nillail milnilmum selbelsar 9dan 

untuk nillail maksilmumnya selbelsar 12. Nillai lrata –rata (melan) jawaban 

relspondeln melngelnail varilabell pelngeltahuan pelrpajakan yailtu 10,63. Daril 

nillail rata –rata ilnil melnunjukkan bahwa pe lngeltahuan pelrpajakan pada 

wajailb pajak orang prilbadil dil KPP Pratama Batang tellah melmbe lrilkan 

manfaat yang bailk. Standar delvilasilpada varilabell pelngeltahuan pelrpajakan 

selbelsar 1,134 yang me lnunjukkan bahwa jawaban re lspondeln belrvarilasil. 

3. Variabel Sanksil Pelrpajakan melmillilkil nillail milnilmum selbelsar 12 dan untuk 

nillail maksilmumnya selbelsar 16. Nillai lrata –rata (melan) jawaban relsponde ln 

melngelnail varilabell sanksil pelrpajakan yailtu 14,35. Daril nillail rata –rata ilnil, 

melnunjukkan bahwa sanksil pelrpajakan yang diltelrilma wajilb pajak orang 

prilbadil dil KPP Pratama Batang te llah melmbelrilkan manfaat yang bailk. 

Standar delvilasil pada varilabell sanksil pelrpajakan selbelsar 1,466 yang 

melnunjukkan bahwa jawaban re lspondeln belrvarilasil. 

4. Variabel Kelpatuhan Wajilb Pajak melmillkil nillail milnilmum selbelsar12 dan 

untuk nillail maksilmumnya selbelsar 16. Nillailrata –rata (melan) jawaban 

relspondeln melngelnail varilabell kelpatuhan wajilb pajak yailtu 14,38. Daril nillai l 

rata –rata ilnil, melnunjukkan bahwa ke lpatuhan wajilb pajak pada waji lb 

pajak orang prilbadil dil KPP Pratama Batang sudah mulail melnilngkat keltilka 

diltelrapkannya pelnelrapan silstelm el-fillilng, pelngeltahuan pelrpajakan, dan 

sanksil pelrpajakan. Standar de lvilasil pada varilabell kelpatuhan wajilb pajak 

selbelsar 1,420 yang melnunjukkan bahwa jawaban re lspondeln belrvarilasil. 
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4.3.2 Uji Instrumen Penelitian 

4.3.2.1 Hasil Uji Validitas 

Uji Validitas dilgunakan untuk me lngukur selbelrapa jauh tilngkat 

kelvalildan suatu kuelsilonelr. Dalam pelnelliltilan ilnil ujil valildiltas melnggunakan 

korellasil bilvarilatel antara seltilap daril skor ilndilkator delngan skor konstruk. 

Suatu kuelsilonelr dilkatakan valild jilka nillail Rhiltung lelbilh belsar atau sama 

delngan nillail Rtabell delngan tilngkat silgnilfilkansil 5% atau 0,05.117 Hasill daril 

ujil valildiltas dapat dillilhat dalam tabell belrilkut: 

Tabel 4. 12  Hasil Uji Validitas 

Variabel Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 

Penerapan Sistem 

E-Filing 

X1.1 0,744 0,196 Valid 

X1.2 0,738 0,196 Valid 

X1.3 0,669 0,196 Valid 

X1.4 0,672 0,196 Valid 

Pengetahuan 

Perpajakan 

X2.1 0,714 0,196 Valid 

X2.2 0,754 0,196 Valid 

X2.3 0,772 0,196 Valid 

Sanksi Perpajakan X3.1 0,732 0,196 Valid 

X3.2 0,735 0,196 Valid 

X3.3 0,809 0,196 Valid 

X3.4 0,690 0,196 Valid 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Y.1 0,705 0,196 Valid 

Y.2 0,767 0,196 Valid 

Y.3 0,691 0,196 Valid 

Y.4 0,720 0,196 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2023 

Belrdasarkan tabe ll 4.12 melnunjukkan hasill daril ujil valildiltas dalam 

pelnelliltilan ilnil adalah nillail Rhiltung masilng –masilng daril pelrnyataan varilabe ll 

melnunjukkan hasill lelbilh belsar dilbandilngkan delngan Rtabell yailtu selbelsar 

0,196, maka dari liltu dapat dilsilmpulkan bahwa pelrnyataan –pelrnyataan 

                                                             
117 Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media,2012), 

h.173. 
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melngelnail varilabell Pelnelrapan Silstelm E l-Fillilng (X1), Pelngeltahuan 

Pelrpajakan (X2), Sanksil Pelrpajakan (X3), dan Ke lpatuhan  Wajilb Pajak 

(Y) pada tilap varilabell dilnyatakan valild dan dapat dilgunakan dalam 

pelnelliltilan. 

 

4.3.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dilgunakan untuk melngukur selbelrapa rellilabell atau 

handal suatu kuelsilonelr yang belrfungsil selbagai lilndilkator varilabell. Suatu 

kuelsilonelr dilanggap rellilabell atau handal jilka jawaban re lspondelnnya 

konsilsteln atau stabill daril waktu kel waktu. Dalam pelnelliltilan ilnil untuk 

melngujil rellilabilliltas melnggunakan ujil statilstilk Cronbach’s Alpha (α). Suatu 

kuelsilonelr dilkatakan rellilabellapabilla nillailCronbach’s Alpha (α) lelbilh daril 

0,60.118 Adapun hasill daril ujil relalilbilliltas dapat dillilhat dalam tabell belrilkut: 

Tabel 4. 13  Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Critical 

Value 
Keterangan 

Penerapan Sistem E-Filing 0,665 0,60 Reliabel 

Pengetahuan Perpajakan 0,603 0,60 Reliabel 

Sanksi Perpajakan 0,727 0,60 Reliabel 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,691 0,60 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2023 

Belrdasarkan tabell 4.13 melnunjukkan hasill daril ujil rellilabilliltas 

dalam pelnelliltilan ilnil melnunjukkan hasill nillai lcronbach’s alpha lelbilh belsar 

belsar daril nillail 0,60, maka dapat dilsilmpulkan bahwa jawaban –jawaban 

daril relspondeln melngelnail varilabell Pelnelrapan Silstelm E l-Fillilng (X1), 

Pelngeltahuan Pelrpajakan (X2), Sanksil Pelrpajakan (X3), dan Ke lpatuhan 

Wajilb Pajak (Y) telrselbut dilnyatakan rellilabell, maka darililtu kuelsilonelr daril 

varilabell telrselbut dapat dilgunakan dalam pe lnelliltilan. 

 

                                                             
118 Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media,2012), 

h.177. 
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4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilgunakan untuk me lngeltahuil apakah data 

telrdilstrilbusilselcara normal atau tildak. Dalam pelnelliltilan ilnil melnggunakan 

uji lKolmogorov Smi lrnov (K-S) yang mana suatu data dilkatakan normal 

apabilla nillai lAsymp. Si lg. (2-tailed) > 0,05.119 Hasil dari Uji Normalitas 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 14  Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,99029007 

Most Extreme Differences Absolute ,079 

Positive ,075 

Negative -,079 

Test Statistic ,079 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,127c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Output SPSS 26 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan hasil dari uji normalitas One 

Sample Kolmogorov-Smirnov dalam pelnelliltilan ilnil yailtu dapat dilkeltahuil 

hasill daril nillai lAsymp. Si lg. (2-tailleld) selbelsar 0,127. Angka telrselbut 

melnunjukkan bahwa nillail 0,127 lelbilh belsar daril nillail silgnilfilkan 0,05 yang 

belrartil melnunjukkan bahwa data relsildual tellah belrdilstrilbusil normal. 

Karelna tellah melmelnuhil syarat yailtu nillail silgnilfilkan harus lelbilh belsar daril 

0,05. Maka dari liltu pelnelliltilan ilnil tellah melmelnuhil uji lnormaliltas. 

 

                                                             
119 Sarjono and Julianita, "SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset"(Jakarta: 

Salemba Empat,2011), h.53. 
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4.3.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas dilgunakan untuk me lngeltahuil ada atau 

tildaknya korellasil yang telrjadil antara varilabell ilndelpelndeln. Modell relgrelsil 

yang bailk selharusnya tildak telrjadilnya korellasil atau hubungan dilantara 

varilabell ilndelpelndelnnya yailtu jilka nillai lTolelrancel Valuel> 0,10 atau sama 

delngan nillail VI lF < 10, maka dilkatakan tildak terjadi multikolinieritas. 

Adapun hasil dari Uji Multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 15  Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,559 1,213  2,110 ,037   

Penerapan Sistem E-Filing ,156 ,084 ,157 1,843 ,068 ,702 1,424 

Pengetahuan Perpajakan ,393 ,115 ,314 3,415 ,001 ,601 1,665 

Sanksi Perpajakan ,379 ,084 ,392 4,516 ,000 ,674 1,483 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber: Output SPSS 26 

 

Berdasarkan tabel 4.15 hasill ujil multilkolilnilelriltas dilatas, dapat 

dillilhat bahwa nillai ltolelrancel dan nillail VI lF pada varilabell pelnelrapan silstelm 

el-fillilng melnunjukkan angka 0,702 dan 1,424. Varilabell pelngeltahuan 

pelrpajakan melmillilkil  nillai ltolelrancel 0,601 dan nillail VI lF selbelsar 1,665. 

Varilabell sanksil pelrpajakan melmillilkil nillai ltolelrancel 0,674 dan nillail VI lF 

selbelsar 1,483. Se lmua varilabell ilndelpelndeln yang dilgunakan dalam 

pelnelliltilan yailtu Pelnelrapan Silstelm E l-Filli lng (X1), Pelngeltahuan Pelrpajakan 

(X2), Sanksil Pelrpajakan (X3) melmpunyail hasill nillai ltolelrancel lelbilh belsar 

dari l0,10 dan nillail VI lF lelbilh kelcill daril 10, selhilngga dapat diltarilk 

kelsilmpulan bahwa ke ltilga varilabell ilndelpelndeln dalam pelnelliltilan ilni ltildak 

telrjadil geljala multilkolilnilelriltas. Karelna relgrelsil yang bailk selsuail delngan 

keltelntuan yailtu belbas daril geljala multilkolilnilelriltas. 
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4.3.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas belrtujuan untuk me lnguji lada atau 

tildaknya kelsamaan varilan daril nillail relsildual untuk pe lngamatan pada 

modell relgrelsil. Dalam pe lnelliltilan ilnil untuk melnguji lheltelroskeldastilsiltas 

melnggunakan uji lgleljselr, dilmana dasar pelngambillan kelputusan dapat 

dillilhat daril nillail silgnilfilkansil varilabell, apabilla nillail silgnilfilkansi > 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil dari Uji 

Heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4. 16  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,391 ,639  -,612 ,542 

Penerapan Sistem E-Filing ,001 ,045 ,003 ,021 ,983 

Pengetahuan Perpajakan ,080 ,061 ,169 1,312 ,193 

Sanksi Perpajakan ,025 ,044 ,069 ,570 ,570 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Output SPSS 26 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nillail silgnilfilkansi l 

varilabell Pelnelrapan Silstelm E l-Fillilng (X1) selbelsar 0,983 > 0,05, artilnya 

tildak telrdapat heltelroskeldastilsiltas pada varilabell Pelnelrapan Silstelm E l-Fillilng 

(X1), seldangkan dilkeltahuil bahwa nillail silgnilfilkansil Pelngeltahuan 

Pelrpajakan (X2) selbelsar 0,193> 0,05, artilnya tildak telrjadi l 

heltelroskeldastilsiltas pada varilabell Pelngeltahuan Pelrpajakan (X2). Varilabe ll 

Sanksil Pelrpajakan (X3) melnunjukkan nillail silgnilfilkansil 0,570 > 0.05 yang 

belrartil tildak telrdapat heltelroskeldastilsiltas pada varilabell Sanksil Pelrpajakan 

(X3). Dalam pelnelliltilan ilnil keltilga varilabell melmillilkil nillail silgnilfilkansil yang 

mellelbilhil 0,05, selhilngga varilabell ilndelpelndeln yang dilgunakan dalam 

pelnelliltilan ilnil tildak melngalamil geljala heltelroskeldastilsiltas karelna tellah 

melmelnuhil syarat nillail silgnilfilkansi l> 0,05. 
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4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Relgrelsil Lilnelar Belrganda dilgunakan untuk me lngeltahuil ada 

tildaknya pelngaruh antara varilabell ilndelpelndeln telrhadap varilabell delpelnde ln 

selcara silmultan ataupun parsilal. Varilabell ilndelpelndeln dalam pelnelliltilan ilnil 

melnggunakan elmpat varilabell, seldangkan varilabell delpelndelnnya satu varilabell. 

Belrilkut hasill daril Ujil Relgrelsil Lilnilelr Belrganda dapat dillilhat dalam tabell belilkut: 

Tabel 4. 17  Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,559 1,213  2,110 ,037 

Penerapan Sistem E-Filing ,156 ,084 ,157 1,843 ,068 

Pengetahuan Perpajakan ,393 ,115 ,314 3,415 ,001 

Sanksi Perpajakan ,379 ,084 ,392 4,516 ,000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : Output SPSS 26 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.17 tersebut didapatkan persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Y = 2,559 + 0,156 X1 + 0,393 X2 + 0,379 X3+ e 

Keterangan: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi variabel penerapan sistem e-filing 

β2 = Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan 

β3 = Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan 

X1 = Penerapan Sistem E-Filing 

X2 = Pengetahuan Perpajakan 

X3 = Sanksi Perpajakan 

e = Estimasi error 

 

Hasil uji dari rumus pelrsamaan relgrelsil lilnelar belrganda dilatas dapat 

dilsilmpulkan sebagai berikut : 
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1. Konstanta nillailnya selbelsar 2,559 belrnillail posiltilf melnunjukkan bahwa jilka 

varilabell ilndelpelndeln pelnelrapan silstelm el-fillilng, pelngeltahuan pelrpajakan dan 

sanksil pelrpajakan dilasumsilkan sama delngan nol, maka varilabell delpelndeln 

kelpatuhan wajilb pajak akan nailk selbelsar 2,559. 

2. Koelfilsileln relgrelsil varilabellilndelpelndeln pelnelrelpan silstelm el-fillilng selbelsar 

0,156 atau 15,6%. Hal ilnil melnyatakan bahwa seltilap kelnailkan pelnelrapan 

silstelm el-fillilng 1% maka akan me lnailkkan kelpatuhan wajilb pajak selbelsar 

0,156 atau 15,6%. 

3. Koelfilsileln relgrelsil varilabellilndelpelndeln pelngeltahuan pelrpajakan selbelsar 0,393 

atau 39,3%. Hal ilnil melnyatakan bahwa se ltilap kelnailkan pelngeltahuan 

pelrpajakan 1% maka akan me lnailkkan kelpatuhan wajilb pajak selbelsar 0,393 

atau 39,3%. 

4. Koelfilsileln relgrelsil varilabell ilndelpelndeln sanksil pelrpajakan se lbelsar 0,379 atau 

37,9. Hal ilnil melnyatakan bahwa seltilap kelnailkan sanksil pelrpajakan 1% 

maka akan melnailkkan kelpatuhan wajilb pajak selbelsar 0,379 atau 37,9%. 

 

4.3.5 Uji Hipotesis 

4.3.5.1 Hasil Uji Signifikansi Parsial (T-test) 

Uji T belrtujuan untuk me lngeltahuil selcara parsilal pelngaruh 

varilabell ilndelpelndeln telrhadap varilabell delpelndeln, dan apakah be lrpelngaruh 

selcara silgnilfilkan atau tidak.120 Dasar pelngambillan kelputusan dalam uji l 

hilpotelsils (ujil t) ilnil adalah delngan mellakukan pelrbandilngan antara nillai l 

silgnilfilkansil yang dil telntukan atau (α = 0,05), N =jumlah sampe ll, k = 

jumlah varilabell ilndelpelndeln. Maka dari liltu dilpelrolelh pelnghiltungan: 

df = n - k - 1  

df = 100 – 3 – 1 = 96  , maka diperoleh t tabel nilai sebanyak 

1.984 

Adapun kriltelrila ujil T yailtu: 

a. Ho = Tildak telrdapat pelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan varilabe ll 

ilndelpelndeln telrhadap varilabell delpelndeln. 

                                                             
120 Morissan, Statistik Sosial (Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Grup), 

2016), 187. 
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b. Ha = Telrdapat pelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan varilabe ll 

ilndelpelndeln telrhadap varilabell delpelndeln 

Hasil dari Uji Signifikansi Parsial (T-test) dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4. 18  Hasil Uji Signifkansi Parsial (T-test) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,559 1,213  2,110 ,037 

Penerapan Sistem E-Filing ,156 ,084 ,157 1,843 ,068 

Pengetahuan Perpajakan ,393 ,115 ,314 3,415 ,001 

Sanksi Perpajakan ,379 ,084 ,392 4,516 ,000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : Output SPSS 26 

Daril tabell 4.18 dapat dillakukan untuk pelngujilan hilpotelsils seltilap 

varilabell ilndelpelndeln selbagail belrilkut: 

1. Berdasarkan hasill ujil hilpotelsils daril varilabell pelnelrapan silstelm el-fillilng 

diperoleh nilai thitung sebesar 1,843 lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 

1,984 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,068 maka H1 

ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang. 

2. Berdasarkan hasill ujil hilpotelsils daril varilabell pelngeltahuan pelrpajakan 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,415 lebih besar dari nilai ttabel yaitu 

1,984 dan memiliki arah positif serta memiliki tingkat signifikansi 

0,01 yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima. Hal ini berarti 

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Batang. 

3. Berdasarkan hasill ujil hilpotelsils daril varilabell sanksil pelrpajakan 

diperoleh nilai thitung sebesar 4,516 lebih besar dari nilai ttabel yaitu 

1,984 dan memiliki arah positif serta memiliki tingkat signifikansi 

0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Hal ini berarti 
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sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Batang. 

 

4.3.5.2 Hasil Uji Regresi Simultan (F- test) 

Uji F belrtujuan untuk melngeltahuil pelngaruh varilabell ilndelpelnde ln 

selcara belrsama –sama (silmultan) telrhadap varilabell delpelndeln. Dalam 

pelnelliltilan ilnil hasill ujil F dapat dillilhat pada tabell anova kolom silg < 0,05 

dan dapat dillakukan delngan melmbandilngkan Fhitung > Ftabel.
121 Adapun 

hasil dari Uji Regresi Simultan (F-test) dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 19  Hasil Uji Regresi Simultan (F-test) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 102,473 3 34,158 33,775 ,000b 

Residual 97,087 96 1,011   

Total 199,560 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan 

Perpajakan 

Sumber : Output SPSS 26 

Belrdasarkan tabell 4.19 dapat dillilhat hasill ujil yang dilpelrolelh nillai 

lFhiltung selbelsar 33,775 delngan nillailsilgnilfilkansil selbelsar 0,000. Selhilngga 

nillail silgnilfilkansi l< 0,05 yailtu selbelsar 0,000 < 0,05. Hal ilnil melnunjukkan 

bahwa varilabell Pelnelrapan Silstelm E l-Filli lng (X1), Pelngeltahuan Pelrpajakan 

(X2), dan Sanksil Pelrpajakan (X3) se lcara silmultan (belrsama –sama) 

belrpelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan telrhadap varilabell Kelpatuhan Waji lb 

Pajak (Y). 

 

4.3.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 

Uji R2 belrtujuan untuk melngeltahuil selbelrapa belsar sumbangan 

atau kontrilbusil varilabell ilndelpelndeln telrhadap varilabell delpelndeln. Nillai l 

koelfilsileln deltelrmilnasil adalah antara nol dan satu, yang artilnya jilka nillailnya 

                                                             
121 Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8". 
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melndelkatil satu maka varilabell ilndelpelndeln melmbelrilkan hampilr selmua 

ilnformasil yang dilpelrlukan untuk me lnillail varilabell dependen.122 Adapun 

hasil dari Uji Koefisien Determinan (R2) dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 20  Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,717a ,513 ,498 1,006 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-

Filing, Pengetahuan Perpajakan 

Sumber : Output SPSS 26 

Belrdasarkan tabe ll 4.20 dapat dilkeltahuil nillai lAdjusteld R Square 

lselbelsar 0,498 atau 49,8%, yang be lrartil bahwa pelngaruh varilabe ll 

pelnelrapan silstelm el-fillilng (X1), pelngeltahuan pelrpajakan (X2), dan sanksi l 

pelrpajakan (X3)  pada kelpatuhan wajilb pajak (Y) dilpelngaruhil selbelsar 

49,8%. Jadil dapat dilsilmpulkan bahwa be lsarnya pelngaruh pelnelrapan silste lm 

el-fillilng (X1), pelngeltahuan pelrpajakan (X2), dan sanksil pelrpajakan (X3) 

pada kelpatuhan wajilb pajak (Y) se lbelsar 49,8% dan silsanya 50,2% (100% - 

49,8%) dilpelngaruhil olelh varilabell –varilabell lailn sellailn pelnelliltilan ilnil. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil uji hilpotelsils output SPSS me lnunjukkan bahwa 

varilabell Pelnelrapan Silstelm E l-Fi llilng melmillilkil nillai lthiltung 1,843 lelbilh kelcill daril 

nillail ttabell 1,984 delngan nillai lsilgnilfilkansil 0,068 lelbilh belsar daril 0,05. Nillai l 

koelfilsileln relgrelsil selbelsar 0,156 melmillilkil arah posiltilf, belrartil jilka pelnelrapan 

silstelm el-fillilng nailk selbelsar satu satuan maka ke lpatuhan wajilb pajak akan 

melnilngkat selbelsar 0,156. Sellhingga dapat diltarilk kelsilmpulan bahwa variabel 

penerapan sistem e-filing pada hipotesis pertama (H1) “Penerapan Sistem E-

Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batang” ditolak. Artinya 

                                                             
122 Priyatno, SPSS Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate, h.50. 
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bahwa penerapan sistem e-filing tildak belrpelngaruh selcara silgnilfilkan telrhadap 

kelpatuhan wajilb pajak pada wajilb pajak orang prilbadil dil KPP Pratama Batang. 

Hasill pelnelliltilan ilnil seljalan delngan pelnelliltilan telrdahulu yang dillakukan 

olelh Syamsul Bahri Arifin & Indra Syafii (2019) yang menyatakan bahwa 

pelnelrapan silstelm el-fillilng tildak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajilb pajak 

orang prilbadil. Tinggi rendahnya penerapan sistem e-filing tidak mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, karena dalam penerapan sistem e-filing dapat terjadi 

kendala seperti sistem yang sering trouble khususnya pada saat banyak orang 

yang mengakses satu situs yang sama. 

Pada teloril atrilbusil pelnelrapan silstelm el-fillilng melrupakan faktor elkstelrnal 

yang melmpelngaruhil pelrillaku ilndilvildu selsuail delngan keladaan atau faktor 

elkstelrnal. Tujuan adanya pelnelrapan silstelm el-fillilng ilnil wajilb pajak dapat 

mellaporkan kelwajilban pelrpajakannya selcara onlilne lyang dapat dillakukan 

dilmana saja dan kapan saja tanpa harus datang kel kantor pajak. Delngan belgiltu 

melmbuat wajilb pajak yang tildak selmpat datang kel kantor pajak untuk 

mellaporkan SPT dapat melnggunakan silstelm el-fillilng  dan melnjadilkan wajilb 

pajak lelbilh patuh telrhadap kelwajilban pelrpajakannya, selhilngga delngan 

diltelrapkannya silstelm el-fillilng ilnil dilharapkan dapat me lnilngkatkan kelpatuhan 

wajilb pajak. Namun dalam hasill pelnelliltilan ilnil pelnelrapan silstelm el-fillilng tildak 

belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajilb pajak, selhilngga dapat dilsilmpulkan 

bahwa upaya relformasil yang dillakukan olelh pilhak Dilrelktorat Jelndelral Pajak 

(DJP) dil bildang modelrnilsasil admilnilstrasil pelrpajakan delngan adanya 

pelnyampailan SPT Tahunan Orang Prilbadi lmellaluil silstelm el-fillilng ilnil bellum 

mampu melncapail keltelrcapailan tujuan dan maksud agar wajilb pajak melnjadi l 

lelbilh nyaman dan mudah dalam me lmelnuhil kelwajilban pelrpajakannya. 

Berdasarkan teori yang digunakan lainnya dalam penelitian ini yaitu 

Theory Of Planned Behavior (TPB) menjelaskan tentang perilaku yang 

ditimbulkan oleh individu, muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Jika 

penerapan sistem e-filing  ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang 

memudahkan wajib pajak maka wajib pajak dapat menerima dan menggunakan 

sistem e-filing tersebut dengan baik sehingga akan mempermudah wajib pajak 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. 
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Namun dalam hasil penelitian ini penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa penerapan sistem e-filing 

belum bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan 

penerapan sistem e-filing dapat terjadi kendala seperti sistem yang sering 

trouble khususnya pada saat banyak orang yang akan mengakses untuk 

melaporkan SPT. Adapun kendala lain yang menyebabkan penerapan sistem e-

filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti jaringan 

internet buruk, server down, atau gangguan maintenance. 

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pihak Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) disarankan untuk terus meningkatkan dan mempertahankan mutu 

dari sistem e-filing dengan selalu melakukan adanya pembaharuan dan 

perbaikan sistem. Dengan begitu sehingga nantinya akan mampu digunakan 

oleh para wajib pajak secara mudah dan praktis serta membantu wajib pajak 

melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

juga diharapkan untuk lebih gencar menginformasikan wajib pajak melalui 

media sosial dengan tampilan atau ajakan yang menarik sehingga wajib pajak 

pun bersemangat untuk mempelajari dan menggunakan sistem e-filing untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil uji hipotesis output SPSS menunjukkan bahwa 

variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai thitung 3,415 lelbilh belsar daril 

nillai lttabell 1,984 delngan nillail silgnilfilkansil 0,01 yang lelbilh kelcill daril 0,05. Nillai l 

koelfilsileln relgrelsil selbelsar 0,393 melmillilkil arah posiltilf, belrartil jilka pelngeltahuan 

pelrpajakan nailk selbelsar satu satuan maka ke lpatuhan wajilb pajak akan 

melnilngkat selbelsar 0,393. Selhilngga dapat diltarilk kelsilmpulan bahwa variabel 

pengetahuan perpajakan pada hipotesis kedua (H2) “Pengetahuan Perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada 

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batang” diterima. Artinya bahwa 

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Nazilatul Khunaina Il Ainul & Susanti (2021), Yetti Mulyati & Juli 

Ismanto (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Pelngeltahuan pelrpajakan me lmillilkil pelngaruh posiltilf dalam melmpelngaruhil 

tilngkat kelpatuhan wajilb pajak. Selmakiln tilnggil pelngeltahuan pelngeltahuan waji lb 

pajak telrhadap pelrpajakannya maka akan se lmakiln tinggi pula tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

Pada teloril atrilbusil varilabell pelngeltahuan pelrpajakan melrupakan faktor 

ilntelrnal yang melmpelngaruhil wajilb pajak dalam be lrpelrillaku belrdasarkan 

keladaan. Delngan melnilngkatnya pelngeltahuan pelrpajakan masyarakat me llalui l 

pelndildilkan pelrpajakan bailk formal maupun non formal akan be lrdampak posiltilf 

telrhadap wajilb pajak dalam me lme lnuhil kelwajilban pelrpajakannya. Se lmaki ln 

tilnggil pelngeltahuan dan pe lmahaman wajilb pajak telrhadap pelrpajakan, maka 

akan selmakiln tilnggil kelmungkilnan wajilb pajak untuk tildak mellanggar 

pelraturan pelrpajakan selhilngga pelngeltahuan pelrpajakan dapat me lnilngkatkan 

kelpatuhan wajilb pajak. 

Belrdasarkan teloril yang dilgunakan lailnnya dalam pelnelliltilan ilnil yailtu 

Theloril Of Planneld Belhavilor (TPB) menyatakan yang melandasi bahwa 

perilaku manusia akan dipengaruhi oleh motivasi dari manusia tersebut. 

Apabila seseorang ingin mellakukan selsuatu, orang telrselbut akan melmpunyai l 

kelyakilnan melngelnai harapan normatif dari orang lain serta mempunyai 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut disebut dengan 

normative belief, bahwa untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan perlu 

adanya kemauan untuk belajar melalui pendidikan formal maupun non formal 

melngelnail tata cara dan keltelntuan pelraturan pelrpajakan selhilngga selselorang 

telrselbut akan melnilngkat pelngeltahuannya melngelnail pelngeltahuan pelrpajakan, 

delngan belgiltu kelpatuhan wajilb pajak akan meningkat.  

 

4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil uji hipotesis output SPSS menunjukkan bahwa 

variabel Sanksi Perpajakan memilki nilai thitung 4,516 lelbilh belsar daril nillailttabe ll 
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1,984 delngan nillail silgnilfilkansil 0,00 yang lelbilh kelcill daril 0,05. Nillail koelfilsileln 

relgrelsil selbelsar 0,379 melmillilkil arah posiltilf, belrartil jilka sanksil pelrpajakan nailk 

selbelsar satu satuan maka ke lpatuhan wajilb pajak akan melnilngkat selbelsar 0,379. 

Selhilngga dapat diltarilk kelsilmpulan bahwa variabel sanksi perpajakan pada 

hipotesis ketiga (H3) “Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Batang” diterima. Artilnya bahwa sanksil pelrpajakan belrpelngaruh 

posiltilf dan silgnilfilkan telrhadap kelpatuhan wajilb pajak pada wajilb pajak orang 

prilbadil dil KPP Pratama Batang. 

Hasill pelnelliltilan ilni lseljalan delngan pelnelliltilan telrdahulu yang dillakukan 

olelh Rafy Susanti, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sanksil pelrpajakan 

belrpelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan telrhadap kelpatuhan wajilb pajak orang 

pribadi. Sanksi perpajakan menjadi faktor yang membuat wajib pajak patuh 

dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak 

yang melanggar peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak sebagai 

pengahalang untuk tidak akan mengulanginya lagi. 

Pada teloril atrilbusil varilabell sanksil pelrpajakan melrupakan faktor elkstelrnal 

yang melmpelngaruhil wajilb pajak dalam be lrpelrillaku belrdasarkan keladaan. 

Wajilb pajak akan ce lndelrung lelbilh patuh telrhadap kelwajilban pelrpajakannya 

selbab adanya sanksil pelrpajakan yang me lmillilkil kelkuatan hukum yang me lngilkat 

bagil para pellanggarnya. Delngan diltelrapkannya sanksil pelrpajakan melmpunyai l 

tujuan yailtu untuk melndilsilplilnkan wajilb pajak.Apabilla delngan adanya sanksi l 

pelrpajakan melnilmbulkan kelrugilan yang belsar maka wajilb pajak akan patuh 

telrhadap kelwajilban pelrpajakannya. Se lmakiln keltat sanksil pelrpajakan maka 

selmakiln tilnggil pula tilngkat kelpatuhan wajilb pajak. 

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) control belief berkaitan 

dengan sanksi perpajakan yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak 

mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan 

berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan 

mempu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasill analilsils data dan pe lmbahasan melngelnail pelngaruh 

pelnelrapan silstelm el-fillilng, pelngeltahuan pelrpajakan, dan sanksil pelrpajakan 

telrhadap kelpatuhan wajilb pajak (studil kasus wajilb pajak orang prilbadil pada KPP 

Pratama Batang), maka dapat diltarilk kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pelnelrapan silstelm el-fillilng (X1) tildak belrpelngaruh selcara silgnilfilkan 

telrhadap kelpatuhan wajilb pajak pada wajilb pajak orang prilbadil dil KPP 

Pratama Batang. Hal ilnil dilbuktilkan delngan hasill ujil t melnunjukkan jilka 

varilabell pelnelrapan silstelm el-fillilng melmillilkil nillai lthiltung 1,843 lelbilh kelcill dari l 

nillai lttabell selbelsar 1,984 dan nillail silgnilfilkansil selbelsar 0,068 lelbilh belsar daril 

0,05. Tinggi rendahnya penerapan sistem e-filing tidak mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, karena dalam penerapan sistem e-filing dapat terjadi 

kendala seperti sistem trouble khususnya pada saat banyak orang yang 

mengakses satu situs yang sama. 

2. Variabel pelngeltahuan pelrpajakan (X2) melmillilkil pelngaruh posiltilf dan 

silgnilfilkan telrhadap kelpatuhan wajilb pajak pada wajilb pajak orang prilbadil di 

lKPP Pratama Batang. Hal ilnil dilbuktilkan delngan hasill ujil t melnunjukkan jilka 

varilabell pelngeltahuan pelrpajakan melmillilkil nillai lthiltung 3,415 lelbilh belsar daril 

nillai lttabell selbelsar 1,984 dan nillai lsilgnilfilkansil selbelsar 0,01 lelbilh kelcill dari l 

0,05. Artilnya bahwa pelngeltahuan pelrpajakan melnjadil salah satu faktor yang 

melmpelngaruhil kelpatuhan wajilb pajak pada wajilb pajak orang prilbadil. 

Selmakiln tilnggil tilngkat pelngeltahuan pelrpajakan maka se lmakiln belsar pula 

dorongan untuk me lmatuhil pelraturan pelrpajakan. 

3. Variabel sanksil Pelrpajakan (X3) me lmillilkil pelngaruh posiltilf dan silgnilfilkan 

telrhadap kelpatuhan wajilb pajak pada wajilb pajak orang prilbadil dil KPP 

Pratama Batang. Hal ilnil dilbuktilkan delngan hasill ujil t melnunjukkan jilka 

varilabell sanksil pelrpajakan melmillilkil nillai lthiltung 4,516 lelbilh belsar daril nillai 

lttabell selbelsar 1,984 dan nillail silgnilfilkansil selbelsar 0,00 lelbilh kelcill daril 0,05. 

Artilnya bahwa sanksil pelrpajakan me lnjadil salah satu faktor yang 
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mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi. 

Semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka akan semakin patuh wajib 

pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelnelliltilan ilnil melmillilkil keltelrbatasan, kelkurangan, selrta saran yang 

dapat diljadilkan acuan elvaluasil untuk pelnelliltilan sellanjutnya dan selbagail bahan 

pelrbailkan pelnelliltilan selbellumnya. Keltelrbatasan dalam pe lnelliltilan ini adalah: 

1. Penelitian ilnil hanya melmillilkil tilga varilabell ilndelpelndeln, yailtu pelnelrapan 

silstelm el-fillilng, pelngeltahuan pelrpajakan, dan sanksil pelrpajakan. Varilabe ll 

dalam pelnelliltilan ilnil hanya melnghasillkan Adjusteld R Squarel selnillail 0,498 

atau 49,8% yang artinya nilainya masih relatif kecil. 

2. Kurang dapat mewakili apakah penerapan sistem e-filing, pengetahuan 

perpajakan, dan sanksi perpajakan belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajilb 

pajak pada wajilb pajak orang prilbadil dil KPP lailn, karelna ruang lilngkup 

pelnelliltilan hanya dil KPP Pratama Batang. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kelsilmpulan dan keltelrbatasan dalam pe lnelliltilan ilnil, untuk 

melnilngkatkan kelpatuhan wajilb pajak pada wajilb pajak orang prilbadil dil KPP 

Pratama Batang, maka pe lnelliltil melmbelrilkan saran sebagai berikut : 

1. Bagi pelnelliltil sellanjutnya  dapat me lnambah selrta melngelmbangkan varilabell –

varilabell lailn yang bellum diltelliltil dalam pelnelliltilan ilnil, dilkarelnakan dalam 

pelnelliltilan ilnil varilabellnya telrbatas hanya pada varilabell pelnelrapan silstelm el-

fillilng, pelngeltahuan pelrpajakan dan sanksil pelrpajakan, se lhilngga melnghasillkan 

Adjusteld R Squarel yang masilh rellatilf kelcill. 

2. Bagi pelnelliltil sellanjutnya dapat melmpelrluas cakupan willayah untuk 

melncakup tilngkat gelnelralilsasil populasil yang lelbilh tilnggil milsalnya selpelrtil sel-

Jawa telngah atau sel-Ilndonelsila. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, diharapkan dapat terus 

memberikan kualitas pelayanan yang baik, profesional, ramah, dan terus 

melakukan sosialisasi terkait perpajakan terhadap wajib pajak dalam rangka 

meningkatkan pendapatan pajak daerah dan juga meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 

Kepada Yth,  

Saudara/I Wajib Pajak Orang Pribadi 

Di Kabupaten Batang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

Dengan hormat, 

Selhubung delngan pelrsyaratan dalam pe lnyellelsailan studil Strata Satu (S1) 

pada Program Studil Akuntansil Syarilah Fakultas Elkonomil dan Bilsnils I lslam 

Unilvelrsiltas I lslam Nelgelril Walilsongo Selmarang, saya : 

Nama : Ririn Setyowati 

NIM : 1905046070 

Bermaksud melakukan penyelesaian tugas akhir dengan judul skripsi 

“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak 

Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batang)”. Delngan ilnil, pelnulils melmilnta 

kelsanggupan Bapak/I lbu/Saudara/il untuk belrpartilsilpasil selbagail relspondeln delngan 

melngilsil kuelsilonelr ilnil selsuail delngan peltunjuk pelngilsilannya. Selluruh ilnformasi l 

yang dilpelrolelh daril kuelsilonelr ilnil hanya akan dilgunakan selbagail kelpelrluan 

pelnelliltilan saja dan te lrjaga kelrahasilaannya selsuail delngan eltilka pelnelliltilan. 

Atas kelsanggupan Bapak/I lbu/Saudara/I l yang tellah melnyeldilakan waktu 

untuk melngilsil kuelsilonelr ilnil, pelnulils ucapkan telrilma kasilh. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Hormat saya, 

Peneliti 

 

 

Ririn Setyowati 
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I. Identitas Responden 

Mohon Bapak/Ibu mengisi daftar pertanyaan berikut : 

1. Nama Responden : ................................................ 

 

2. Jenis Kelamin  :  Laki -laki 

Perempuan 

 

3. Usia   :  20 – 30 tahun 

31 – 40 tahun 

     41 – 50 tahun 

     >50 tahun 

 

4. Pendidikan Terakhir :  SMA 

Diploma 

Sarjana 

Magister 

Lainnya 

 

5. Profesi :  Pegawai (PNS/ Swasta/ BUMN) 

Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, dll) 

    Pelaku Usaha 

    Lainnya 

 

6. Sudah memiliki NPWP :  Sudah 

Belum 

 

7. Apakah anda melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu?  

Ya  Tidak 

 

8. Jika iya, dengan cara apa anda melaporkan SPT Tahunan PPh ? 

Manual/ Datang ke KPP 

   E-Filing 
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9. Jika e-filing, jenis SPT yang dilaporkan ? 

1770S 

   1770SS 

 

10. Penghasilan / Tahun :  Rp 0 – Rp 60.000.000 

Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 

      >Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 

      >Rp 500.000.000– Rp 1.000.000.000 

      >Rp 1.000.000.000 

 

11. Status   :  TK /...... 

K /...... 

 

 

 

II. Daftar Pertanyaan 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

- Bacalah delngan telliltil seltilap pelrtanyaan delngan jawaban yang te llah 

dilseldilakan selsuail delngan pelndapat anda. 

- Diharapkan Bapak/I lbu/Saudara/I l belrseldila untuk melnjawab selluruh 

pelrtanyaan yang te llah dilseldilakan. 

- Dalam kuelsilonelr ilnil tildak ada jawaban yang salah, untuk iltu usahakan 

tildak ada jawaban yang dilkosongkan. 

- Berillah tanda chelcklilst (√) pada salah satu jawaban pe lrtanyaan dil bawah 

ilnil yang melnurut Bapak/I lbu/Saudara/il selsuail delngan kondilsil yang 

selbelnarnya. 

Keltelrangan : 

STS: Sangat Tildak Seltuju (1) 

TS : Tildak Seltuju (2) 

S : Seltuju (3) 

SS : Sangat Seltuju (4) 
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1. Penerapan Sistem E-Filing (X1) 

No. Pertanyaan STS TS S SS 

1. Delngan diltelrapkannya silstelm el-fillilng, saya yakiln 

data yang saya kilrilmkan mellaluil silstelm el-fillilng 

telrjamiln kelamanannya dan ke lrahasilaan data 

pelnggunanya. 

    

2. Dengan diterapkannya sistem e-filing, saya dapat 

melakukan penghitungan pajak dengan lebih cepat 

dan akurat karena sudah terkomputerisasi. 

    

3. Delngan diltelrapkannya silstelm el-fillilng, saya tildak 

pelrlu pelrgil kel kantor pajak untuk me llaporkan pajak 

karelna saya dapat me llaporkan SPT kapanpun dan 

dilmanapun saat telrhubung delngan ilntelrnelt. 

    

4. Delngan diltelrapkannya silstelm el-fillilng melmudahkan 

saya dalam me llakukan pelngilsilan SPT se lrta 

mellaksanakan kelwajilban pelrpajakan. 

    

Sumber : Amalia dan Hapsari (2018) 

 

2. Pengetahuan Perpajakan (X2) 

No. Pertanyaan STS TS S SS 

1. Saya mengerti dan paham mengenai ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan wajib pajak orang pribadi.  

    

2. Saya mengerti dan paham bahwa sistem perpajakan 

di Indonesia menganut self assesment system. 

    

3. Saya mengerti dan paham mengenai fungsi 

perpajakan, salah satu diantaranya adalah pajak 

digunakan untuk pembiayaan pengeluaran –

pengeluaran pemerintah. 

    

Sumber : Amalia dan Hapsari (2018) 
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3. Sanksi Perpajakan (X3) 

No

. 

Pertanyaan STS TS S SS 

1. Melnurut saya sanksil pildana yang dilkelnakan bagil 

pellanggar aturan pajak cukup be lrat. 

    

2. Pelmelrilntah akan melnjatuhkan hukuman ke lpada saya 

apabilla melnelmukan bahwa saya tildak mellaporkan 

belbelrapa atau selluruhnya pelndapatan kelna pajak. 

    

3. Melnurut saya sanksil pajak sangat dilpelrlukan agar 

telrcilpta keldilsilplilnan pelrpajakan. 

    

4. Saya melrasa sudah se lpantasnya keltelrlambatan 

melmbayar pajak tildak dilampunil dan harus dilkelnakan 

delnda. 

    

Sumber : Dwi, Tanno dan Ismail (2019) 

 

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

No. Pertanyaan STS TS S SS 

1. Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu sebelum 

batas akhir pelaporan. 

    

2. Saya sellalu melmbayar kelwajilban angsuran pajak 

pelnghasillan saya selsuail delngan belsarnya pelnghasillan 

yang saya telrilma. 

    

3. Saya belrseldila melmelnuhil kelwajilban atas tunggakan 

pajak sellama ilnil, jilka ada. 

    

4. Saya sellalu melnye ltor dan melmbayar pajak yang 

telrutang kel Kantor Pos, Bank yang tellah dilteltapkan 

atau diltunjuk olelh Melntelril Keluangan. 

    

Sumber : Yetti Mulyati & Juli Ismanto (2021) 
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Lampiran 2 : Tabulasi Data Kuesioner 

1. Penerapan Sistem E-Filing 

Penerapan Sistem E-Filing (X1) 

No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total X1 

1 4 3 4 4 15 

2 4 4 4 4 16 

3 4 3 3 4 14 

4 3 4 4 4 15 

5 4 4 4 3 15 

6 4 3 4 4 15 

7 3 3 3 3 12 

8 2 3 3 3 11 

9 3 3 3 3 12 

10 3 3 3 3 12 

11 4 4 3 4 15 

12 4 4 3 4 15 

13 4 4 4 4 16 

14 4 3 3 4 14 

15 3 4 4 3 14 

16 4 4 4 3 15 

17 4 4 3 4 15 

18 4 4 4 3 15 

19 3 3 3 4 13 

20 4 4 4 3 15 

21 4 4 4 4 16 

22 4 4 4 4 16 

23 4 4 4 4 16 

24 4 4 4 4 16 

25 4 4 4 3 15 

26 4 3 4 4 15 

27 4 3 4 4 15 

28 4 4 4 4 16 

29 4 4 4 4 16 

30 4 4 3 3 14 

31 4 4 4 4 16 

32 3 3 3 4 13 

33 4 4 4 3 15 
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34 4 4 4 4 16 

35 3 3 3 3 12 

36 3 3 3 3 12 

37 3 3 3 3 12 

38 3 3 3 3 12 

39 3 3 3 3 12 

40 3 3 3 3 12 

41 3 3 3 3 12 

42 3 3 3 3 12 

43 3 3 3 3 12 

44 3 4 3 4 14 

45 3 4 4 4 15 

46 4 4 4 4 16 

47 4 3 3 3 13 

48 4 4 3 3 14 

49 4 4 4 4 16 

50 4 4 3 3 14 

51 3 3 3 3 12 

52 4 4 4 3 15 

53 4 3 3 4 14 

54 3 3 3 3 12 

55 3 3 4 3 13 

56 4 3 3 4 14 

57 4 4 3 4 15 

58 4 3 3 4 14 

59 4 3 4 3 14 

60 3 3 3 3 12 

61 4 3 3 4 14 

62 3 3 4 3 13 

63 3 3 3 4 13 

64 4 4 3 4 15 

65 4 3 3 4 14 

66 4 4 3 4 15 

67 4 3 3 3 13 

68 4 3 3 4 14 

69 4 4 3 4 15 

70 4 4 3 4 15 

71 4 3 3 4 14 
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72 3 3 4 4 14 

73 3 4 4 4 15 

74 4 4 4 4 16 

75 4 4 3 4 15 

76 4 3 4 3 14 

77 4 3 3 4 14 

78 3 3 3 3 12 

79 3 4 4 4 15 

80 4 3 4 4 15 

81 3 3 4 4 14 

82 3 4 4 4 15 

83 4 4 3 3 14 

84 4 4 4 4 16 

85 4 3 4 4 15 

86 3 3 3 4 13 

87 4 4 4 4 16 

88 4 4 3 4 15 

89 4 4 4 4 16 

90 4 4 3 4 15 

91 4 4 4 4 16 

92 3 4 3 4 14 

93 4 4 4 4 16 

94 4 4 4 4 16 

95 4 3 4 4 15 

96 3 3 3 3 12 

97 4 4 3 3 14 

98 3 4 3 3 13 

99 3 3 3 3 12 

100 3 2 3 3 11 
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2. Pengetahuan Perpajakan  

Pengetahuan Perpajakan (X2) 

No X2.1 X2.2 X2.3 Total X2 

1 4 4 4 12 

2 4 4 4 12 

3 3 4 4 11 

4 3 4 4 11 

5 4 4 3 11 

6 3 3 3 9 

7 3 3 3 9 

8 3 3 3 9 

9 3 3 3 9 

10 3 3 3 9 

11 4 3 4 11 

12 3 4 3 10 

13 4 3 4 11 

14 4 4 3 11 

15 4 4 4 12 

16 4 3 4 11 

17 4 4 3 11 

18 4 4 4 12 

19 3 4 3 10 

20 4 4 4 12 

21 4 4 4 12 

22 4 4 3 11 

23 4 4 3 11 

24 3 3 3 9 

25 4 4 4 12 

26 4 4 4 12 

27 4 4 2 10 

28 4 4 4 12 

29 4 4 4 12 

30 3 3 3 9 

31 4 4 4 12 

32 4 3 3 10 

33 4 4 4 12 

34 4 4 4 12 

35 3 3 3 9 
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36 3 3 3 9 

37 3 3 3 9 

38 3 3 3 9 

39 3 3 3 9 

40 3 3 3 9 

41 3 3 3 9 

42 3 3 3 9 

43 3 4 3 10 

44 3 4 3 10 

45 4 3 3 10 

46 3 3 3 9 

47 4 4 4 12 

48 3 3 3 9 

49 4 4 3 11 

50 3 3 3 9 

51 4 3 4 11 

52 3 3 3 9 

53 3 4 4 11 

54 4 3 3 10 

55 3 4 4 11 

56 3 4 4 11 

57 4 3 4 11 

58 3 4 3 10 

59 3 4 4 11 

60 3 4 4 11 

61 4 4 4 12 

62 4 4 3 11 

63 4 3 3 10 

64 3 3 3 9 

65 3 3 3 9 

66 4 3 4 11 

67 3 4 4 11 

68 4 4 3 11 

69 3 4 4 11 

70 3 4 4 11 

71 3 3 4 10 

72 4 4 4 12 

73 3 4 4 11 
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74 4 4 4 12 

75 3 4 3 10 

76 3 3 4 10 

77 4 4 4 12 

78 4 3 4 11 

79 4 4 4 12 

80 3 4 4 11 

81 4 4 4 12 

82 4 4 3 11 

83 3 4 4 11 

84 4 3 4 11 

85 4 4 4 12 

86 4 4 4 12 

87 4 4 4 12 

88 4 3 4 11 

89 4 4 4 12 

90 4 4 4 12 

91 3 4 4 11 

92 4 4 3 11 

93 4 4 4 12 

94 4 3 3 10 

95 3 4 4 11 

96 3 3 3 9 

97 3 3 3 9 

98 4 4 4 12 

99 3 3 3 9 

100 3 3 3 9 
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3. Sanksi Perpajakan 

Sanksi Perpajakan (X3)  

No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Total X3 

1 3 4 4 4 15 

2 4 4 4 4 16 

3 4 4 4 4 16 

4 3 4 4 4 15 

5 4 4 4 4 16 

6 4 4 4 4 16 

7 3 3 3 3 12 

8 3 3 3 3 12 

9 3 3 3 3 12 

10 3 3 3 3 12 

11 3 4 3 4 14 

12 4 4 4 4 16 

13 4 4 4 3 15 

14 4 3 3 4 14 

15 4 3 4 4 15 

16 3 4 4 4 15 

17 4 4 4 4 16 

18 4 4 4 4 16 

19 4 4 4 4 16 

20 4 4 4 4 16 

21 4 4 4 4 16 

22 4 4 3 4 15 

23 3 3 4 4 14 

24 3 4 4 4 15 

25 4 4 4 4 16 

26 4 4 4 4 16 

27 4 4 4 4 16 

28 4 4 4 4 16 

29 4 4 4 4 16 

30 3 3 3 4 13 

31 3 3 3 3 12 

32 4 4 4 4 16 

33 4 4 4 4 16 

34 4 4 4 3 15 

35 3 3 3 3 12 
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36 3 3 3 3 12 

37 3 3 3 3 12 

38 3 3 3 3 12 

39 3 3 3 3 12 

40 3 3 3 3 12 

41 3 3 3 3 12 

42 4 3 4 3 14 

43 4 3 4 3 14 

44 4 3 4 3 14 

45 3 4 4 4 15 

46 4 3 4 4 15 

47 4 4 4 4 16 

48 3 4 4 3 14 

49 3 3 3 3 12 

50 3 3 4 4 14 

51 4 4 4 4 16 

52 3 3 3 3 12 

53 3 3 3 3 12 

54 4 4 4 4 16 

55 4 4 3 4 15 

56 4 4 4 3 15 

57 4 4 4 3 15 

58 3 3 3 3 12 

59 4 4 4 4 16 

60 3 4 3 4 14 

61 4 4 4 3 15 

62 4 3 4 4 15 

63 3 4 4 3 14 

64 4 3 3 4 14 

65 4 4 4 3 15 

66 4 4 4 3 15 

67 4 4 4 4 16 

68 3 4 3 3 13 

69 4 4 3 3 14 

70 4 3 4 4 15 

71 4 3 3 3 13 

72 4 4 4 4 16 

73 4 3 3 4 14 



104 
 

74 3 4 4 3 14 

75 4 3 4 4 15 

76 4 3 4 4 15 

77 4 4 4 4 16 

78 3 4 4 4 15 

79 3 3 3 4 13 

80 4 3 3 4 14 

81 3 4 4 4 15 

82 3 3 3 4 13 

83 4 4 3 3 14 

84 4 4 4 3 15 

85 4 4 4 4 16 

86 4 4 4 4 16 

87 4 3 4 4 15 

88 4 3 4 4 15 

89 4 4 4 3 15 

90 3 4 4 4 15 

91 4 4 3 4 15 

92 4 4 4 4 16 

93 4 3 4 3 14 

94 3 4 4 3 14 

95 3 4 3 4 14 

96 3 3 3 3 12 

97 3 3 3 3 12 

98 3 3 3 3 12 

99 3 3 3 3 12 

100 3 3 3 3 12 
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4. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

No Y1 Y2 Y3 Y4 Total Y 

1 4 4 4 4 16 

2 4 4 4 3 15 

3 4 4 4 4 16 

4 4 4 4 4 16 

5 4 4 4 3 15 

6 4 4 3 3 14 

7 3 3 3 3 12 

8 3 3 3 3 12 

9 3 3 3 3 12 

10 3 3 3 3 12 

11 4 4 4 4 16 

12 4 4 4 4 16 

13 4 4 4 4 16 

14 3 4 4 4 15 

15 3 3 4 4 14 

16 4 4 4 4 16 

17 4 4 4 4 16 

18 4 4 3 3 14 

19 4 4 4 4 16 

20 4 4 4 3 15 

21 4 4 3 4 15 

22 4 4 4 4 16 

23 4 4 4 3 15 

24 4 4 3 4 15 

25 4 4 4 4 16 

26 4 4 3 4 15 

27 4 4 3 3 14 

28 4 4 3 4 15 

29 4 3 3 3 13 

30 3 3 3 4 13 

31 4 4 4 4 16 

32 4 4 4 4 16 

33 4 4 3 3 14 

34 4 4 3 4 15 

35 3 3 3 3 12 
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36 3 3 3 3 12 

37 3 3 3 3 12 

38 3 3 3 3 12 

39 3 3 3 3 12 

40 3 3 3 3 12 

41 3 3 3 3 12 

42 4 3 3 3 13 

43 4 3 4 3 14 

44 4 3 4 3 14 

45 4 4 3 4 15 

46 4 3 3 3 13 

47 4 4 4 4 16 

48 3 3 3 3 12 

49 3 3 3 3 12 

50 3 3 4 4 14 

51 4 4 4 4 16 

52 3 3 3 3 12 

53 3 4 4 4 15 

54 4 3 4 3 14 

55 4 4 4 4 16 

56 3 4 3 3 13 

57 4 4 4 4 16 

58 4 3 4 3 14 

59 3 4 4 4 15 

60 3 4 4 4 15 

61 4 4 4 4 16 

62 4 4 4 4 16 

63 3 3 3 4 13 

64 4 4 4 3 15 

65 3 3 4 4 14 

66 4 4 4 4 16 

67 4 4 4 4 16 

68 4 4 3 3 14 

69 4 4 4 4 16 

70 4 4 3 4 15 

71 4 4 3 3 14 

72 4 3 4 3 14 

73 3 3 4 3 13 
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74 4 4 4 3 15 

75 4 4 4 4 16 

76 3 3 4 4 14 

77 4 3 3 4 14 

78 3 3 3 4 13 

79 4 4 3 4 15 

80 3 4 4 4 15 

81 4 3 4 4 15 

82 4 4 4 4 16 

83 3 4 4 4 15 

84 4 4 3 4 15 

85 3 3 4 4 14 

86 4 4 4 4 16 

87 4 4 4 4 16 

88 4 3 4 4 15 

89 4 4 3 4 15 

90 4 4 4 4 16 

91 4 4 4 4 16 

92 3 4 4 3 14 

93 4 3 4 4 15 

94 3 4 4 3 14 

95 3 3 4 4 14 

96 3 3 3 3 12 

97 3 3 3 3 12 

98 3 4 3 3 13 

99 3 3 3 3 12 

100 4 4 3 3 14 
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Lampiran 3: Hasil Uji Statistik Deskriptif Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki -Laki 44 44,0 44,0 44,0 

Perempuan 56 56,0 56,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

2. Usia 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20 - 30 tahun 68 68,0 68,0 68,0 

31 - 40 tahun 13 13,0 13,0 81,0 

41 - 50 tahun 11 11,0 11,0 92,0 

>50 tahun 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

3. Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SMA 36 36,0 36,0 36,0 

Diploma 18 18,0 18,0 54,0 

Sarjana 32 32,0 32,0 86,0 

Magister 7 7,0 7,0 93,0 

Lainnya 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

4. Profesi 

Profesi 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pegawai (PNS, Swasta, BUMN, dll) 56 56,0 56,0 56,0 

Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, 

Akuntan, Arsitek, dll) 

19 19,0 19,0 75,0 

Pelaku Usaha 4 4,0 4,0 79,0 

Lainnya 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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5. Sudah Memiliki NPWP 

Sudah Memiliki NPWP 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sudah 100 100,0 100,0 100,0 

 

6. Melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu 

Melaporkan SPT Tahunan PPh secara Tepat Waktu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 100 100,0 100,0 100,0 

 

7. Cara Melaporkan SPT Tahunan PPh 

Cara Melaporkan SPT Tahunan PPh 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Manual/ Datang ke KPP 4 4,0 4,0 4,0 

E-Filing 96 96,0 96,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

8. Jenis SPT yang dilaporkan 

Jenis SPT yang dilaporkan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1770S 29 29,0 29,0 29,0 

1770SS 71 71,0 71,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

9. Penghasilan/ Tahun 

Penghasilan/ Tahun 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rp 0 - Rp 60.000.000 71 71,0 71,0 71,0 

Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000 28 28,0 28,0 99,0 

>Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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10. Status 

Status 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TK/0 63 63,0 63,0 63,0 

K/0 8 8,0 8,0 71,0 

K/1 6 6,0 6,0 77,0 

K/2 19 19,0 19,0 96,0 

K/3 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Lampiran 4: Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Penerapan Sistem E-Filing 100 11 16 14,17 1,429 

Pengetahuan Perpajakan 100 9 12 10,63 1,134 

Sanksi Perpajakan 100 12 16 14,35 1,466 

Kepatuhan Wajib Pajak 100 12 16 14,38 1,420 

Valid N (listwise) 100     
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Lampiran 5: Hasil Uji Validitas 

1. Penerapan Sistem E-Filing 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TotalX1 

X1.1 Pearson Correlation 1 ,419** ,282** ,396** ,744** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,004 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

X1.2 Pearson Correlation ,419** 1 ,367** ,275** ,738** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,006 ,000 

N 100 100 100 100 100 

X1.3 Pearson Correlation ,282** ,367** 1 ,246* ,669** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000  ,014 ,000 

N 100 100 100 100 100 

X1.4 Pearson Correlation ,396** ,275** ,246* 1 ,672** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,014  ,000 

N 100 100 100 100 100 

TotalX1 Pearson Correlation ,744** ,738** ,669** ,672** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

2. Pengetahuan Perpajakan 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 TotalX2 

X2.1 Pearson Correlation 1 ,298** ,307** ,714** 

Sig. (2-tailed)  ,003 ,002 ,000 

N 100 100 100 100 

X2.2 Pearson Correlation ,298** 1 ,404** ,754** 

Sig. (2-tailed) ,003  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 

X2.3 Pearson Correlation ,307** ,404** 1 ,772** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 

TotalX2 Pearson Correlation ,714** ,754** ,772** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Sanksi Perpajakan 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 TotalX3 

X3.1 Pearson Correlation 1 ,325** ,503** ,343** ,732** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

X3.2 Pearson Correlation ,325** 1 ,527** ,325** ,735** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,001 ,000 

N 100 100 100 100 100 

X3.3 Pearson Correlation ,503** ,527** 1 ,377** ,809** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

X3.4 Pearson Correlation ,343** ,325** ,377** 1 ,690** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 

TotalX3 Pearson Correlation ,732** ,735** ,809** ,690** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

4. Kepatuhan Wajib Pajak 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 TotalY 

 

 

Y.1 

Pearson Correlation 1 ,534** ,255* ,255* ,705** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,011 ,011 ,000 

N 100 100 100 100 100 

Y.2 Pearson Correlation ,534** 1 ,299** ,382** ,767** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,002 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

Y.3 Pearson Correlation ,255* ,299** 1 ,429** ,691** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,002  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

Y.4 Pearson Correlation ,255* ,382** ,429** 1 ,720** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 

TotalY Pearson Correlation ,705** ,767** ,691** ,720** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas 

1. Penerapan Sistem E-Filing 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,665 ,664 4 

 

2. Pengetahuan Perpajakan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,603 ,603 3 

 

3. Sanksi Perpajakan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,727 ,727 4 

 

4. Kepatuhan Wajib Pajak 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,691 ,691 4 
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Lampiran 7: Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,99029007 

Most Extreme Differences Absolute ,079 

Positive ,075 

Negative -,079 

Test Statistic ,079 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,127c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,559 1,213  2,110 ,037   

Penerapan Sistem E-Filing ,156 ,084 ,157 1,843 ,068 ,702 1,424 

Pengetahuan Perpajakan ,393 ,115 ,314 3,415 ,001 ,601 1,665 

Sanksi Perpajakan ,379 ,084 ,392 4,516 ,000 ,674 1,483 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,391 ,639  -,612 ,542 

Penerapan Sistem E-Filing ,001 ,045 ,003 ,021 ,983 

Pengetahuan Perpajakan ,080 ,061 ,169 1,312 ,193 

Sanksi Perpajakan ,025 ,044 ,069 ,570 ,570 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
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Lampiran 8: Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,559 1,213  2,110 ,037 

Penerapan Sistem E-Filing ,156 ,084 ,157 1,843 ,068 

Pengetahuan Perpajakan ,393 ,115 ,314 3,415 ,001 

Sanksi Perpajakan ,379 ,084 ,392 4,516 ,000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
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Lampiran 9: Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Parsial (T-test) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,559 1,213  2,110 ,037 

Penerapan Sistem E-Filing ,156 ,084 ,157 1,843 ,068 

Pengetahuan Perpajakan ,393 ,115 ,314 3,415 ,001 

Sanksi Perpajakan ,379 ,084 ,392 4,516 ,000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

2. Uji Regresi Simultan (F-test) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 102,473 3 34,158 33,775 ,000b 

Residual 97,087 96 1,011   

Total 199,560 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan 

Perpajakan 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,717a ,513 ,498 1,006 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-

Filing, Pengetahuan Perpajakan 
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Lampiran 10: Surat Izin E-Riset 
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Lampiran 10 : Dokumentasi 
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